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REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

PADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimb^g : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3)
'  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada

Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

' Nomor ,166, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165).



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTA:
BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

HAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

3.

5.

6.

8.

Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi dan pemeriatah
kabupaten / kota.

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukulran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuar.gan,
penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menya ikan
laporan keuangan pemerintah.

SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset,
utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui
pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan ang^aran
berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat
PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,
aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas
pelaporan dalam pen3msunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-c asar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih
oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna
laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan
keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD
adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan
elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi
sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerin
daerah.

;ahan

APBD9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

10. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi,
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar

tanpa



11. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

12. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan,
belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas
dana berbasis alonal.

13. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu
kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga a Wan menjadi
bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA,
belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat
pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

14. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

15. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap
informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

16. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan
yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,
surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan
anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam
satu periode.

17. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL
adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL
tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL
akhir.

18. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu
entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal
tertentu.

19. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan
entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya
disandingkan dengan periode sebelumnya.

20. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan
setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas
pada tanggal pelaporan.

21. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan
yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari
ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

22. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah
laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci
atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE,
Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

23. Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.



24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
Kepala Satuan Keija Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum
daerah.

25. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ penggur a
barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

26. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan perature n
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabgn
berupa laporan keuangan.

27. Pendapatan-LRA. adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daereh
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yarig
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar
kembali oleh pemerintah daerah.

28. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan
tidak perlu dibayar kembali.

29. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali ol
pemerintah daerah.

30. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

31. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggar
berikutnya.

32. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki 6
pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperolih,
baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam
satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya y^g
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

33. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu y^g
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah.

34. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih
antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

35. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang
tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yilng
seharusnya.

36. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untok
mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yjang
berkaitsin dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum
dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang beijalan.

an

eh



37. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi
dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis
sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan
pemerintah daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka
penerapan SAP berbasis akrual.

BAB III

RUAN6 LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah;

b. SAPD; dan

c. BAS.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf a terdiri atas:

a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan
b. kebijakan akuntansi akun.

(2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang
berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

(3) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau
pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas:
a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP;dan
b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

(4) Kebijakan akunteinsi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(l)berlaku bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah.

(5) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

(6) Panduan penjrusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat, (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang
tidak terpisahkan d^ Peraturan Menteri ini.



BABV

SISTBM AKUNTANSI PBMBRINTAH DABRAH

Pasal 5

(1) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hunif b memuat pilihan prosediir
dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatsin

pada jumal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serfa
penyajian laporan keuangan. |

(2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri ata^:
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. neraca;

d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. Catalan atas laporan keuangan.

Pasal 6

(1) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
a. sistem akuntansi PPKD; dan

b. sistem akuntansi SKPD.

(2) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
mencakup teknik pericatatan, pengakuan dan pengungkapan ai;as
pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset,
kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan

b

tas

PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.

(3) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan a
pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas,
penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD. j

(4) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
peraturan kepala daerah.

(5) Panduan penyusunan SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
Halam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

BAB VI

BAGAN AKUN STANDAR

Pasal 7

(1) BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pedoman bagi
pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan
struktur laporan keuangan secara lengkap.



(2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalatn pencatatan
transaksi pada buku jumal, pengklasiflkasian pada buku besar,

pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.

(3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:

a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;

b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;

c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;

d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan

e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.

(4) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:

a. akun 1 (satu) menunjukkan aset;

b. akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;

c. akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;

d. akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA;

e. akun 5 (lima) menunjukkan belanja;

f. akun 6 (enam) menunjukkan transfer;

g. akun 7 (tujuh) menunjukkan pembiayaan;

h. akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO; dan

i. akun 9 (sembilan) menunjukkan beban.

(5) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturein Menteri ini.

BAB VII

KBTENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

(1) Pencatatan transaksi pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan dokumen

anggaran.

(2) Dalam hal kodefikasi akun dokumen anggaran belum sesuai dengan BAS

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), pemerintah daerah dapat

melakukan konversi dalam penyajian LRA.

(3) Format konversi penyajian LRA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pemerintah daerah menyajikan kembali LRA, Neraca dan LAK tahun sebelumnya

pada tahun pertama penerapan SAP berbasis akrual.



BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

(1) Peraturan kepala daerah yang mengatur kebijakan akuntansi pemerintali
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan peraturan kepala
daerah yang mengatur SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4]j
ditetapkan paling lambat tanggal 31 Mei 2014. i

(2) Penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai
tahun anggaran 2015.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 3 Desember 2013

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal, 6 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR : 1425

Salinan sesuai dengan aslinya
.^KEPALA BIRO HUKUM

ARIF FAKRULLOH

Pembina Utama Muda (IV/C)
Nip. 19690824 199903 1 001



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 TAHUN2013

TENTANG

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA

PEMERINTAH DAERAH

PANDUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

PEMERINTAH DAERAH

A. PENDAHULUAN

Kebijakan akuntansi merupakan instrumen penting dalam penerapan
akuntansi akrual. Dokumen yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah
ini hams dipedomani dengan baik oleh fungsi-fungsi akuntansi, balk di
SKPKD maupun di SKPD. Selain itu, dokumen ini juga seyogyanya dipedomani
oleh pihak-pihak lain seperti perencana dan tim anggaran pemerintah daerah.

Memperhatikan sifatnya yang strategis, penynsunan kebijakan akuntansi
hams menjadi perhatian semua pihak. Dalam pembahasannya, perlu
dijelaskan setiap dampak dari metode yang dipilih, baik pada proses
penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan. Dengan demikian,
kebijakan akuntansi yang dihasilkan menjadi operasional serta dapat
diantisipasi implementasinya.

Praktek selama ini menunjukkan banyak kebijakan akuntansi disusun
dengan menuliskan kembali hampir selumh isi standar akuntansi

pemerintahan. Praktek seperti ini menimbulkan inefisiensi karena adanya
pengulangan (redundancy) antara SAP yang diatur oleh peraturan pemerintah
dan kebijakan akuntansi yang diatur oleh peraturan kepala daerah. Oleh
karena itu Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengatur kebijakan
akuntansi pemerintah daerah dapat mengambil unsur-unsur pokok dari SAP,
lalu mengembangkan dalam pilihan-pilihan metode, baik dalam pengakuan,
pengukuran, dan pengungkapan.

B. PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dapat dilakukan
melalui beberapa tahapan berdasarkan komponen utama kebijakan akuntansi
sebagai berikut:

1. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan
Tahapan penyusunan kebijakan akuntansi terkait laporan keuangan

dimulai dari pengumpulan mjukan atau referensi bempa peraturan
pemndangan dan literatur lain yang terkait dengan kebijakan akuntansi
laporan keuangan pemerintah daerah.



Sebagai mjukan utama adalah Lampiran I Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
khususnya:

a. PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
b. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
c. PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas;
d. PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
e. PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;
f. PSAP 12 tentang Laporan Operasional; dan
g. IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait pelaporan keuangan.

Berdasarkan rujukan dan referensi tersebut dilakukan pemahaman
dan analisa untuk melakukan proses penyesuaian dan harmonisasi sesuai
kondisi dan kebutuhan pelaporan keuangan di pemerintah daerah. Hasil
proses penyesuaian dan harmonisasi dicantumkan kedalam pernyataan-
pernyataan pada kebijakan akuntansi pelaporan keuangan.

2. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Akun
Tahapan penyusunan kebijakan akuntansi terkait akun dimulai dari

mempelajari SAP khususnya pernyataan terkait akun-akun. Sebagai
rujukan utama adalah Lampiran I, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya;
a. PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan;
b. PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi;
c. PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
d. PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
e. PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
f. PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi,

Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan;
dan

g. IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait akun.

Selain menelaah SAP, pemerintah daerah perlu memperhatikan
rujukan atau referensi berupa peraturan perundangan dan literatur lain
yang terkait dengan kebijakan akuntansi atas akun-akun yang terkait.
Penelaahan diatas digunakan untuk:
a. Mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan pemilihan metode yang

khusus atas pengakuan atau pengukurannya.
b. Mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan pengaturan yang lebih

rinci atas kebijakan pengakuan dan pengukurannya.
Mengidentifikasi hal-hal yang belum diatur di dalam SAP namun
dibutuhkan dalam kebijakan akuntansi pemerintah daerah. D^am
menyusun hal-hal yang belum diatur di dalam SAP, perlu
memperhatikan:
1) PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait.
2) Definisi serta kriteria pengakuan dan kriteria pengukuran atas

aset, kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, beLlnja,
dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan d^am
Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan dan PSAP.

c.



Hasil pemilihan metode, pengaturan lebih rinci dan pengaturan hal-hal
yang belum diatur itulah yang kemudian dicantumkan dalam dokumen
kebijakan akuntansi.

Pemerintah daerah juga dapat melakukan diskusi yang bersifat
terbatas dengan mengundang para ahli akuntansi pemerintahan atau para
pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan masukan obyektif dan
membangun. Tim penjusun juga perlu melakukan penelaahan bersama-
sama SKPD terkait dengan pembahasan akun-akun tertentu seperti
pembahasan kapitalisasi pemeliharaan jalan bersama dinas terkait.

Pemerintah daerah dapat mencantumkan kerangka konseptual SAP
berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 pada bagian awal kebijakan akuntansi
pemerintah daerah. Pencantuman kerangka konseptual SAP dimaksudkan
sebagai pemahaman dasar bagi pemerintah daerah dalam men3msun dan
menggunakan kebijakan akuntansi pemerintah daerah.

PENYAJIAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN DAN
KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

Untuk memberikan gambaran bentuk penyajian kebijakan akuntansi
pemerintah daerah, dibawah ini diuraikan mengenai kebijakan akuntansi
pelaporan keuangan dan kebij^an akuntansi akun yang dapat dijadikan
sebagai panduan dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah.

1. KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

a. Pendahuluan

1) Tujuan
Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur

penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose
financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan
laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun
antar entitas.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan
keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama
sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif
sebagaimana ditetapkan dalam keteijituan peraturan perundang-
undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi
ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian
laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan
persyaratan. minimal isi laporan keuangan. Laporan keuangan
disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran,
dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-
peristiwa yang lain, mempedomani standar akuntansi pemerintahan.

2) Ruang Lingkup
Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan

entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas
pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi
yaitu SKPD dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah.



3) Basis Akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan

pemerintah daerah yaitu basis akrual. Namun, dalam hal anggaran
disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disnsun
berdasarkan basis kas.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan inforrjnasi
mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih,
arus kas, basil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan
yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah
adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan
keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan
atas sumber daya yang dikelola, dengan:

1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;

2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya
ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;

3) Menyediakan informasi mengenai sumher, alokasi, dan penggunaan
sumber daya ekonomi;

4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap
anggaran yang ditetapkan;

5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk
membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan

7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaJuasi
kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna
mengenai:

1) Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai
dengan anggaran; dan

2) Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan
ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan. dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan
informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:
1) Aset;
2) Kewajiban;
3) Ekuitas;
4) Pendapatan-LRA;
5) Belanja;
6) Transfer;
7) Pembiayaan;
8j Saldo Anggaran Lebih;
9) Pendapatan-LO;
10) Beban; dan
11) Arus Kas.



Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk
memenuhi tujuan pelaporan keuangan, natnun demikian masih
diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, untuk
dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan
gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas
pelaporan selama satu periode.

c. Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan
keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (budgetary report)
dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai
berikut:

1) Laporan Realisasi Anggaran;
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3) Neraca;
4) Laporan Operasional;
5) Laporan Arus Kas;
6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh
setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan.

d. Struktur dan Isi

1) Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan

pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara
anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan
menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:
a) Pendapatan-LRA;
b) Belanja;
c) Transfer;
d) Surplus / Defisit-LRA;
e) Pembiayaan; dan
f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara

komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
a) Saldo Anggaran Lebih awal;
b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
e) Lain-lain; dan
f) Saldo Anggaran Lebih akhir.

Di samping itu, pemerintah daerah menyajikan rincian lebih
lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



3) Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daetah

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
pemerintah daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset larlcar
dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi
kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.
Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah ykng
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada
tanggal laporan.

4) Laporan Operasional
Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:
a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
b) Beban dari kegiatan operasional;
c) Surplus/defisit dari kegiatan non operasional;
d) Pos luar biasa; dan
e) Surplus / defisit-LO.

5) Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sum'ber,

penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode
akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas

operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

6) Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:
a) Ekuitas awal;
b) Surplus / defisit-LO pada periode bersangkutan;
c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, 3^ang

antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh

perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan
mendasar, seperti:

(1)Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi
pada periode sebelumnya;

(2)Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d) Ekuitas akhir.

7) Catatan Atas Laporan Keuangan
Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan antara lain adalah:
a) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan en:itas

akuntansi;

b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi
makro;

c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan
berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian

target;

d) Informasi tentang dasar pen5aisunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan

atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnjra;



e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada
lembar muka laporan keuangan;

f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan
keuangan; dan

g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar,
yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis.
Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus
Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas hams mempunyai referensi
silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

Didalam bagian penjelasan kebijakan akuntansi pada Catatan atas
Laporan Keuangan, diuraikan hal-hal sebagai berikut:

.  a) Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam
penyusunan laporan keuangan;

b) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Standar
Akuntansi PemerintaHan yang memerlukan pengaturan lebih
rinci oleh entitas pelaporan; dan

c) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk
memahami laporan keuangan.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

a. Aset

1) Kas
Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara

Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD). Termasuk dalam kategori kas
adalah setara kas yang mempakan investasi jangka pendek yang
sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo
kurang dari 3 bulan tanggal perolehannya.

2) Investasi Jangka Pendek
Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera

dipeijualbelikan atau dicairkan serta dtmiliki 3 (tiga) bulan sampai
dengan 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal pelaporan.
Investasi jangka pendek dapat bempa:
a) Deposito;
b) Surat Utang Negara (SUN);
c) Serttfikat Bank Indonesia (SBI); dan
d) Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

3) Piutang
Piutang diakui saat:
a) Diterbitkan surat ketetapan; atau
b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan

penagihan; atau
c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.



Piutang dicatat dan diukur sebesar:
a) Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan;

atau

b) Nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

Piutang yang

direalisasikan (net

disajikan sebesar nilai bersih yang dapat
realizable value), oleh karenanya terhajdap

piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan.
Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estirnasi

berdasarkan umur piutang (aging schedule). Piutang dalam aging
schedule dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapllcan
umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan sesuai tabel
berikut.

Contoh Tabel

Kebijakan Persentase Penyisihan Piutang
Berdasarkan Jenis dan Umur Piutang

Nomor Jenis Piutang

Umur Piutang

< 1

Tahun

>1 s.d. 2

Tahun

>2 s.d. 3

Tahun
>3Tahiin

1 Piutang .... 0% ...% ...% ...%

2 Piutang ... 0% ...% ...% ...%

3 Dst 0% ...% ...% ...%

4) Persediaan
Pencatatan persediaan dilakukan dengan:
a) Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya contikues

dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan.
Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada
persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah
persediaan selalu tev-update.

b) Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit
diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini,
pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambaJian,
sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah
persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname
pada akhir periode.

Persediaan dinilai dengan metode FIFO (First In First Out). Harga
pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi
harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai
persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir

5) Investasi Jangka Panjang
Penilaian investasi jangka panjang dilakukan dengan tiga me'tode
yaitu:
a) Metode biaya

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan.
Penghasilan atas investasi jangka panjang tersebut diakui



sebesar bagian basil yang diterima dan tidak mempengaruhi
besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang
terkait. Penghasilan tersebut diatas diakui sebagai pendapatan
dari bagian laba atas penyertaan modal (Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan).

b) Metode ekuitas
Pada metode ini, pemerintah daerah mencatat investasi awal
sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar
bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.
Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima
pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Bagian
laba ini diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas
penyertaan modal dan mengurangi nilai investasi pemerintah
daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk
mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya
adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing
serta revaluasi aset tetap.

c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
Metode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan
dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat

Pemilihan metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria
sebagai berikut:

a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya
terkecuali kepemilikan itu berpengaruh signifikan menggunakan
metode ekuitas;

b) Kepemilikan 20% atau lebih menggunakan metode ekuitas; dan
c) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai

bersih yang direalisasikan.

6) Aset Tetap
a) Biaya Perolehan

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset
tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak
memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar
pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang
dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk
memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi
sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap
untuk dipergunakan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau
konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat
diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke
kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk
penggunaan yang dimaksudk^ yang dikelompokkan
berdasarkan jenis aset tetap sesuai tabel berikut :



Contoh Tabel

Komponen Biaya Perolehan Berdasarkan Jenis Aset Tetap

Jenis Aset Tetap Komponen Biaya Perolehan

Tanah harga perolehan atau biaya pembebasan
tanah, biaya yang dikeluarkan
rangka memperoleh hak,
pematangan, pengukuran, penimbunjan,
dll.

dalpm
biaya

Peralatan dan Mesin pembelian, biaya pengangkutan, biaya
instalasi, serta biaya langsung lainnya
untuk memperoleh dan mempersiapkan
sampai peralatan dan mesin tersebut
siap digunakan

Gedung dan
Bangunan

harga pembelian atau biaya konstruksi,
termasuk biaya pengumsan 1MB,
notaris, dan pajak

Jalan, Jaringan, 8b
Instalasi

biaya perolehan atau biaya konstniksi
dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan
sampai jalan, jaringan, dan instalasi
tersebut siap pakai

Aset Tetap Lainnya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh aset tersebut sampai siap
pakai

Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang dipe;hleh
secaxa gabungan ditentukan dengan mengalokasikan t.arga
gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-
masing aset yang bersangkutan.

Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara
swakelola meliputi:

(1) biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;
(2) biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan

pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan;
dan

(3) semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan
pembangunan Aset Tetap tersebut.

Pengukuran Aset Tetap hams memperhatikan kebijakan
pemerintah daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum
kapitalisasi Aset Tetap. Jika nilai perolehan Aset Tetap di bawah
nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas Aset Tetap tersebut
tidak dapat diakui dan disajikan sebagai Aset Tetap, namun tetap
diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
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Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran
pengadaan baru. Contoh nilai satuan minimum kapitalisasi aset
tetap untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga,
hewan yang sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu
juta rupiah)

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan
terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan
aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang
bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar.

Besaran nilai minimum kapitalisasi aset tetap dan jenisnya
ditetapkan oleh kepala daerah.

b) Pengeluaran Setelah Perolehan

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran
pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai
berikut:

(1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:

(a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau

(b) bertambah umur ekonomis, dan/atau

(c) bertambah volume, dan/atau

(d) bertambah kapasitas produksi.

(2) Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap
tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan

minimum kapitalisasi Aset Tetap. Nilai satuan minimum

kapitalisasi adalah penambahan nilai aset tetap dari basil
pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Contoh

ditetapkan nilai satuan minimum kapitalisasi untuk

pemeliharaan gedung dan bangunan sama dengan atau
melebihi dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

c) Penyusutan Aset Tetap

Pen5msutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset

tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa

manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penjnisutan untuk

masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat

aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan
operasional.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku

perpustakaan tidak dilakukan penjrusutan secara periodik,

melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap
Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus

dengan estimasi masa manfaat sesuai tabel berikut.
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Contoh Tabel

Masa Manfaat Aset Tetap

12

Kodeflkasi Uraian
Masa Manf

(Tahun)
aat

1 3 ASET TETAP

1 3 2 Peralatan dan Mesin

1 3 2 01 Alat-Alat Besar Darat 10

1 3 2 02 Alat-Alat Besar Apung 8

1> 3 2 03 Alat-alat Bantu 7
,

1 3 2 04 Alat Angkutan Darat Bermotor 7

1 3 2 05 Alat Angkutan Berat Tak Bermotor 2

1 3 2 06 Alat Angkut Apung Bermotor 10

1 3 2 07 Alat Angkut Apung Tak Bermotor 3

1 3 2 08 Alat Angkut Bermotor Udara 20

1 3 2 09 Alat Bengkel Bermesin 10

1 3 2 10 Alat Bengkel Tak Bermesin 5

1 3 2 11 Alat Ukur 5

1 3 2 12 Alat Pengolahan Pertanian 4

1 3 2 13 Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
Pertanian

4

1 3 2 14 Alat Kantor 5

1 3 2 15 Alat Rumah Tangga 5

1 3 2 16 ■ Peralatan Komputer .  4

1 3 2 17 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5

1 3 2 18 Alat Studio 5

1 3 2 19 Alat Komunikasi 5

1 3 2 20 Peralatan Pemancar 10

1 3 2 21 Alat Kedokteran 5

1 3 2 22 Alat Kesehatan 5

1 3 2 23 Unit-Unit Laboratorium 8

1 3 2 24 Alat Peraga/Praktek Sekolah 10

1 3 2 25 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15

1 3 2 26 Alat Laboratorium Fisika Nuklir /
Elektronika

15

1 3 2 27 Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan 10

1 3 2 28 Radiation Aplication and Non Destructive
Testing Laboratory (BATAM)

10

1/ 3 2 29 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup ' 7

1 3 2 30 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 15

1 3 2 31 Senjata Api 10

1 3 2 32 Persenjataan Non Senjata Api 3

1 3 2 33 Alat Keamanan dan Perlindungan 5

1 3 3 Gedung dan Bangunan

1 3 3 01 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50

1 3 3 02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50



Kodefikasi Uraian
Masa Manfaat

(Tahun)
1 3 3 03 Bangunan Menara 40

1 3 3 04 Bangunan Bersejarah 50

1 3 3 05 Tugu Peringatan 50

1 3 3 06 Candi 50

1 3 3 07 Monumen/Bangunan Bersejarah 50

1 3 3 08 Tugu Peringatan Lain 50

1 3 3 09 Tugu Titik Kontrol/Pasti 50

1 3 3 10 Rambu-Rambu 50

1 3 3 11 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 50

1 3 4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

1 3 4 01 Jalan 10

1 3 4 02 Jembatan 50

1 3 4 03 Bangunan Air Irigasi 50

1 3 4 04 Bangunan Air Pasang Surut 50

1 3 4 05 Bangunan Air Rawa • 25

1 3 4 06 Bangunan Pengaman Sungai dan

Penanggulangan Bencana Alatn
10

1 3 4 07 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan

Air Tanah

30

1 3 4 08 Bangunan Air Bersih/Baku 40

1 3 4 09 Bangunan Air Kotor 40

1 3 4 10 Bangunan Air 40

1 3 4 11 Instalasi Air Minum/Air Bersih 30

1 3 4 12 Instalasi Air Kotor 30

1 3 4 13 Instalasi Pengolahan Sampah 10

1 3 4 14 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10

1 3 4 15 Instalasi Pembangkit Listrik 40

1 3 4 16 Instalasi Gardu Listrik 40

1 3 4 17 Instalasi Pertahanan 30

1 3 4 18 Instalasi Gas 30

1 3 4 19 Instalasi Pengaman 20

1 3 4 20 Jaringan Air Minum 30

1 3 4 21 Jaringan Listrik 40

1 3 4 22 Jaringan Telepon 20

1 3 4 23 Jaringan Gas 30

Khusus penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya
perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi
disajikan tersendiri pada modul implementasi SAP Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah.
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Sedangkan formula penghitungan penyusutan barang uiilik
daerah adalah sebagai berikut:

Nilai yang dapat disusutkan
Penyusutan per periode =

Masa manfaat

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

i. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan
untuk aset tetap Suatu periode yang dihitung pada adiir
tahun;

ii. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31
Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai
dengan 31 Desember 2014. Untuk Aset Tetap 3|'ang
diperoleh setelah 31 Desember 2014 menggunakan nilai
perolehan; dan

iii. Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang
diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintaihan
dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau
unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk
aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

7) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar,
investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset
lainnya antara lain aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak
ketiga, kas yang dibatasi penggunaannya, dan aset Iain-lain.

Ruang lingkup yang diatur pada bagian ini hanya aset tak
berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset Iain-lain yang
beras^ dari penghentian penggunaan aktif aset tetap pemerintah.

a) Aset Tak Berwujud
(1) Jenis Aset Tak Berwujud:

(a) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh sjuatu
entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di
atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih
antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu
transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham
dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

(b) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adknya
kepemilikan kekayaan intelektual atau atas sjUatu
pengetahuan teknis atau suatu katya yang dapat
menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu
dengan adanya hak ini dapat mengendalikan
pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak, lain
yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.'
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(c) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas
kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat
hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi
atau perusahaan lain.

(d) Software

Software computer yang masuk dalam kategori Aset Tak
Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian
tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi
software ini adalah yang dapat digunakan di komputer
lain.

(a) Lisensi

Adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak
Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan
perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat

ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi
perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

(f) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka
panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat
jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan
yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial
dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi
sebagai aset.

(g) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset Tak berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak
berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis
aset tak berwujud yang ada.

(h) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak
Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka
waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran
atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal
pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas
pengeluaran yang telah terjadi dalam r^gka
pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan
hams diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam
Pengerjaan {intangible asset - work in progress), dan
setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi

menjadi Aset Tak Berwujud yang bersangkutan.
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(2) Pengakuan

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud harus dapat
dibuktikan

memenuhi:

bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah

(a) Definisi dari Aset Tak Berwujud; dan

(b) Kriteria pengakuan.

Aset Tak Berwujud harus memenuhi kriteria sebagai berilmt:

(a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di
masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang
diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan
mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

(b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur derjigan
andal.

(3) Pengukuran

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perole'lan,

yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh
suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan
Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi
yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang
melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam
entitas tersebut.

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi,
kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat
tak terbatas. Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai
metode seperti garis
metode unit produksi.

lurus, metode saldo menurun dan

Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan
pembelian terdiri dari:

(a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak,
setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat; djan

(b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung
dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat

dapat bekerja untuk penggunaan yangaset tersebut

dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan setara
langsung adalah:

i. Biaya staff yang timbul secara langsung agar aset
tersebut dapat digunakan;

ii. Biaya professional yang timbul secara langsung agar
aset tersebut dapat digunakan; dan

iii. Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat
berfungsi secara baik.
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Pengukuran Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara
internal adalah:

i. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang
memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya
perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak
memenuhi kriteria pengakuan;

ii. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya
telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh
diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak
Berwujud di kemudian hari; dan

iii. Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari
pengembangan software komputer, maka pengeluaran
yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap
pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset
tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat
ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

(4) Penyajian dan Pengungkapan

ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset
Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan
Keuangan atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai
berikut:

(a) Masa manfaat dan metode amortisasi;

(b) Nilai tercatat brute, akumulasi amortisasi dan nilai sisa

Aset Tak Berwujud; dan

(c) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal
dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan
Aset Tak Berwujud.

b) Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

(1) Jenis Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

(a) Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang
dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan
kegiatan kerjasama/kemitraan.

(b) Bangun Guna Serah (BGS), adalah pemanfaatan barang
milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara
mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut

fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah
disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah
beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya
setelah berakhirnya jangka waktu.
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ang(c) Bangun Serah Guna (BSG), adalah pemanfaatan bare
milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara
mendirikan bangunan dan/atau sarana benkut
fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya
diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut
dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

(d) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan
Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka wsktu
tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah.

(e) Sewa, adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak
lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima
imbalan uang tunai.

(f) Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana
Pemerintah Daerah dan mitra keijasama masih terikat
dengan perjanjian keijasama/kemitraan.

(2) Pengakuan

(a) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi
perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan
klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset
kerj asama/kemitraan.

(b) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau
sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG,
diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung
dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan jsiap
digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

(c) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir,
keijasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas
fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang.

aset

(d) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya
kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah
berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara
serah terima barang.

(e) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah
bangunan dan fasilitas basil kerjasama/ kemitraan
ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

(f) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari
"Aset Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya
setelah berakhirnya perjanjian dan tel^h ditetapkan status
penggunaannya oleh Kepala Daerah.

(3) Pengukuran

(a) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk
diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus
dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai
bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar
pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau
paling berdaya uji.
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(b) Dana yang ditanamkan Pemerintah Daerah dalam
Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan
Keijasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana

yang diterima ini sebagai kewajiban.

(c) Aset basil kerjasatna yang telah diserahkan kepada
pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah
ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai

bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat
aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau
paling berdaya uji.

(4) Penyajian dan Pengungkapan

Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca
sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset
kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai
perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional SKPD,
harus diungkapkan dalam CaLK. Aset kerjasama/kemitraan
selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerja
sama. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka
Bangun Guna Serah (BGS) melanjutkan masa penyusutan
aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan. Masa

penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Serah
Guna (BSG) adalah selama masa kerjasama.

Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk

aset, pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset

kerjasama/kemitraan :

a) Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama

b) Penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan

c) Penentuan depresiasi/penyusutan aset

kerj asama/ kemitraan.

Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya,
aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi

aset tetap.

c) Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang

tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan

penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti
rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

(1) Definisi Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari
penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset
Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat,
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nya

hal

ang

usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena
sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses
penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

(2) Pengakuan

Pengakuan aset Iain-lain diakui pada saat dihentikan
dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke
dalam aset Iain-lain.

(3) Pengukuran

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari
penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset
Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang
berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengdcuti
kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapu^^an
terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak
direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan

perundang-undangan.

(4) Penyajian dan Pengungkapan

Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lain
dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal
yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor y
menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis
aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi
lainnya yang relevan.

b. Kewajiban

1) Klasifikasi kewajiban
Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka

pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban
diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan
dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelapojran.
Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
panjang. Kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD.
Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas:
a) Utang Bunga;
b) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
c) Utang Beban; dan
d) Utang Jangka Pendek Lainnya;

Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas:
a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);

, b) Pendapatan Diterima Dimuka;
c) Utang Beban; dan
d) Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban jangka panjang di PPKD terdiri atas:
a) Utang Dalam Negeri;
b) Utang Luar Negeri; dan
c) Utang Jangka Panjang Lainnya.
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2) Pengakuan Kewajiban
Kewajiban diakui pada saat:
a) Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau
b) Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan

kesepakatan pemerintah daerah; atau

c) Pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

a) Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);
b) Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai

hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum
dibayar lunas sampai dengan saat tariggal pelaporan;

c) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related
events); dan

d) Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged
events).

3) Pengukuran Kewajiban
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan

nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi
berlangsung.

Ekuitas

Akun ini terdiri dari:

1) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh
Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai
persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan Iain-lain.

2) Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam
rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan
Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan,
Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi
Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL,
Surplus / Defisit - LRA.

3) Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat
reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup
antara lain Rekening Koran PPKD.

Pendapatan-LRA
1) Pengakuan Pendapatan-LRA

Pendapatan diakui pada saat:
a) Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau

b) Diterima oleh SKPD; atau

c) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.
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2) Pengukuran Pendapatan-LRA
a) Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran).

b) Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas
yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan deiigan
menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa
dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan
untuk memperoleh pendapatan tersebut

c) Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto
(biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan
tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses
belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

d) Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas
pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak

dari

lain

dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut
berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume
transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

3) Penyajian
Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan

Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang
rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata
uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatalkan
dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut
menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

e. Belanja

1) Pengakuan Belanja.
a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekehing

Kas Umum Daerah.

b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan
terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh pengguna anggaran.

2) Pengukuran belanja

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur
berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam
dokumen pengeluaran yang sah.

f. Transfer

1) Pengakuan Transfer
Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah.

2) Pengukuran Transfer

Akuntansi Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan

diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum
dalam dokumen pengeluaran yang sah.
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g. Pembiayaan

1) Pengakuan Pembiayaan
a) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada

Rekening Kas Umum Daerah.
b) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari

Rekening Kas Umum Daerah.

2) Pengukuran Pembiayaan
a) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah

berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan
diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan
dikeluarkan.

b) Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke
mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank
Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

h. Pendapatan-LO

1) Definisi Pendapatan-LO
Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui

sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO
merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan
wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi
operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan
ekuitas entitas pemerintah. Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua
sumber, yaitu transaksi pertukaran (exchange transactions) dan
transaksi non-pertukaran (non-exchange transactions)

Pendapatan dari Transaksi Pertukaran adalah manfaat ekonomi
yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti penjualan
barang atau jasa layanan tertentu, dan barter. Pendapatan dari
transaksi non-pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima
pemerintah tanpa kewajiban pemerintah menyampaikan prestasi
balik atau imbalan balik kepada pemberi manfaat ekonomi termasuk
(namun tidak terbatas pada) pendapatan pajak, rampasan, hibah,
sumbangan, donasi dari entitas di luar entitas akuntansi dan entitas
pelaporan, dan basil alam.

Kebijakan akuntansi pendapatan-LO meliputi kebijakan
akuntansi pendapatan-LO untuk PPKD dan kebijakan akuntansi
pendapatan-LO untuk SKPD. Akuntansi Pendapatan-LO pada PPKD
meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain
Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional.
Akuntansi Pendapatan-LO pada SKPD meliputi Pendapatan Asli
Daerah.

2) Pengakuan Pendapatan-LO
Pendapatan-LO diakui pada saat:
•  Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga

dengan earned.
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•  Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya
ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized)
maupun masih bempa piutang (realizable).

a) Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD

(1) Pendapatan Asli Daerah
Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah y^g

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai derigan
Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat
dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui
Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil
Eksekusi Jaminan.

(a) PAD Melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah
Tuntutan Ganti Kemgian Daerah, Pendapatan Denda ktas
Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda
Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-
pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan St
Ketetapan atas pendapatan terkait.

(b) PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain
Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito,
Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah,
Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan
Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari
Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan
Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan ters'ebut
diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran
langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

(c) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak
saat

yang

urat

ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada
tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan
sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai
pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan
saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

(2) Pendapatan Transfer

pada

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan
mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh
Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah
belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO,
mengingat kepastian pendapatan tergantung pada
persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan
penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan
pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan
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diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah.
Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada
saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu
terkait dengan kurang salur.

(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak
termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain
Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi
Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah
Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri,
maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Naskah
Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan
dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses
dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

(4) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain
Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian
Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui
ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal:
Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan
Aset Nonlancar) telah diterima.

b) Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pendapatan Daerah pada SKPD hanya sebagian dari
Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan pajak daerah dalam hal
instansi pungutan pajak terpisah dari BUD, pendapatan retribusi

. dan sebagian dari Iain-lain PAD yang sah.
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Alternatif
pengakuan pendapatan tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

(1) Alternatif satu (1) yaitu kelompok pendapatan pajak yang
didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP
Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib
pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika
telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas
pendapatan terkaif]

(2) Alternatif dua (2) yaitu kelompok pendapatan pajak yang .
didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self
assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib
pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya,
dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar
apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk
kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui
ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan

.  (SK) atas pendapatan terkait.
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aset

(3) Alternatif Tiga (3) yaitu kelompok pendapatan retribusi yang
pembayarannya diterima untuk memen-uhi kewajiban d^am
periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika
pembayaran telah diterima.

3) Pengukuran Pendapatan-LO

a) Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar
yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat
perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar

b) Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan
menggunakan harga sebenarnya (actual price) yang diterima
ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah
membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran

hams diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada
masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga
tertentu yang dapat diukur secara andal.

i. Beban

1) Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi
aset, atau terjadinya penumnan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari
pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas
umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening
listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud derlgan
terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pijhak
lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi
aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedang!kan
penumnan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada kaat
penumnan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset
bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penumnan manfaat
ekonomi atau potensi jasa adalah pen5nisutan atau amortisasi.

a) Pengakuan Beban pada PPKD

(1) Beban Bunga

Beban Bunga mempakan alokasi pengeluaran
pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yjang
dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (princl.pal
outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang
terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah
daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan

Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga
tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan
pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai
dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo
melewati tanggal pelaporan.
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(2) Beban Subsidi

Beban Subsidi mempakan pengeluaran atau alokasi
anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada
perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa
yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban
subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk
memberikan subsidi telah timbul.

(3) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam
bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah,
pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat,
dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan
tidak mengikat.

Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan
bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat
kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan
berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas
persyaratan penyaluran hibah.

(4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah
daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan
kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
resiko sosial.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan
dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat
kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum
dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan
sosial.

(5) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang
harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang
terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang
diakui saat akhir tahun.

(6) Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran
uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari
pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban
transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat
timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat
dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir Tahun
Anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan
tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang
berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai
beban.
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b) Pengakuan Beban Pada SKPD

(1) Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap
pegawai balk dalam bentuk uang atau barang, yang hams
dibayarkan kepada pejabat negaxa, pegawai negeri sipil, dan
pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang
belum berstatus PNS sebagai imb^an atas pekerjaan y^g
telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan
pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan
melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS,
atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanis|me
LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pdda
saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat
dokumen yang memadai).

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme
UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran
beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahlkan
pengguna anggaran.

(2) Beban Barang

Beban Barang mempakan penumnan manfaat ekonomi
dalam periode pelaporan yang menumnkan ekuitas, yang
dapat bempa pengeluaran atau konsumsi aset atau
timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan
jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan
termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non
pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait
dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bijikti
penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima
ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat
barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai
pengurang beban.

2) Pengukuran Beban

a) Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang
digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut
diukur dengan nilai wajar.

b) Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan
harga sebenarnya {actual price) yang dibayarkan ataupun yang
menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk
harga.

j. Koreksi Kesalahan
Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi dgar

akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai
dengan yang sehamsnya. Sedangkan kesal^an adalah penyajian
akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang sehamsnya
yang mempengamhi laporan keuangan periode berjalan atau perjiode
sebelumnya.
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Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua)
jenis:
1) Kesalahan tidak berulang; dan
2) Kesalahan berulang dan sistemik.

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak
akan terjadi kembali, terdiri atas :
1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang
disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu
yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah
penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga
perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui.

Koreksi kesalahan ada beberapa macam. Berikut adalah beberapa
macam koreksi kesalahan pada pemerintah daerah:

1) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode
berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak,
dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam
periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun
belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

2) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-
periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan
keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan
pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun
pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO
atau akun beban.

3) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga
mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang
yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi
kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,
dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA.
Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan
pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

4) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak
berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan
menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan
pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

5) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga
mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-
periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak
mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila
laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan
dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas.
Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan
pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.

6) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak
berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan
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menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan
pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

7) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak
berulang yang terjadi pada periode-periode sebelnmnya dan
menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan denigan
pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

8) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembia3raan
yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelurnnya
dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila lapdran
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan
pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

9) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban
yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah
maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode
tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan piada
akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

10) Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode
sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum
maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan,
pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode
kesalahan ditemukan.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi,
melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas urytuk
mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapaian-
LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang
lain terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas taiun
berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR64 TAHUN2013

TENTANG

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA

PEMERINTAH DAERAH

PANDUAN PENYUSUNAN

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

A. PENDAHULUAN

Sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) merupakan suatu instrumen
penting yang harus disiapkan dalam rangka implementasi SAP berbasis
akrual. SAPD sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah
ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi menjadi serangkaian prosedur
pencatatan dengan menggunakan akuntansi double entry melalui alat-alatnya
berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan itu
sendiri.

Sebagai sebuah pedoman, SAPD menjelaskan siapa melakukan apa
sekaligus menegaskan transaksi apa dicatat bagaimana. Pedoman ini dapat
diuraikan dalam sebuah penjelasan langkah demi langkah yang dijelaskan
melalui sebuah gambaran deskriptif atau bagan alir. Intinya SAPD sebagai
suatu pedoman dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para petugas
khususnya fungsi akuntansi.

B. PENYUSUNAN SAPD

Untuk menjusun SAPD tersebut, perlu memperhatikan beberapa
tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi prosedur

Tahapan penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah dimulai dari

memahami proses bisnis pada pemerintah daerah khususnya terkait siklus
pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan siklus itulah tim penyusun
SAPD mengidentifikasi prosedur-prosedur apa saja yang harus dibuat.

2. Menentukan pihak-pihak terkait

Setelah prosedur-prosedur teridentifikasi, ditentukan pihak-pihak yang
terkait pada masing-masing prosedur. Masing-masing pihak memiliki
peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan output yang

diinginkan.

3. Menentukan dokumen terkait

Setelah prosedur dan pihak terkait ditentukan, langkah selanjutnya adalah
mengidentifikasi dokumen-dokumen yang mengalir pada prosedur

sekaligus menentukan pihak-pihak pengguna dokumen tersebut. Dari
semua dokumen tersebut diidentifikasi dokumen mana yang valid untuk
dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan jurnal.



4. Menentukan jurnal standar

Pada setiap prosedur yang telah ditetapkan tim penyusun menelaah SAP
dan kebijakan akuntansi terkait. Berdasarkan penelaahan tersebut tim
penyusun menentukan jurnal debet dan kredit yang akan digunakan
untuk mencatat.

5. Menuangkannya dalam langkah teknis

Langkah terakhir dalam penyusunan SAPD ialah menjoisun langkah
teknis. Langkah teknis merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi
yang menjelaskan pihak-pih^ yang melaksanakan sistem akuntalnsi,
dokumen apa saja yang diperlukan, dan bagaimana pihak-pihak tersebut
memperlakukan dokumen-dokumen yang terkait. Selain itu, diberikan
ilustrasi atau format pencatatan dalam bentuk penjurnalan akuntansi
pada setiap bagan alur atau transaksi yang membutuhkan pencatatan.

Pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem akuntansi pemerintah
daerah dengan menambahkan bagan alir dan ilustrasi seal atau transaksi
beserta jawabannya.

C. PENYAJIAN SAPD

Untuk memberikan gambaran bentuk penyajian sistem akuntansi
pemerintah daerah, dibawah ini diuraikan mengenai sistem akuntansi PPKD
dan sistem akuntansi SKPD yang dapat dijadikan sebagai panduan d^am
sistem akuntansi pemerintah daerah.

1. SISTEM AKUNTANSI PPKD

a. Pencatatan Anggaran pada PPKD

Pencatatan anggaran pada PPKD merupakan tahap persiapan sistem
akuntansi pemerintah daerah. Pada tahap ini dilakukan pencatktan
untuk merekam data anggaran yang akan membentuk estimasi
perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Estimasi perubahan SAL ini
juga merupakan akun antara yang berguna dalam rangka pencat
transaksi realisasi anggaran. Di dalam neraca, estimasi perubahan
merupakan bagian ekuitas SAL.

1) Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang melaksanakan pencatatan anggaran PPKD ad
sebagai berikut:

a) PPKD

b) Fungsi Akuntansi PPKD

2) Langkah-Langkah Teknis

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPA-PPKD) yang sudah
dibuat oleh PPKD dan disetujui oleh sekretaris daerah diserahkan
kepada fungsi akuntansi PPKD. Berdasarkan DPA PPKD tersebut,
fungsi akuntansi PPKD kemudian akan mencatat "Estiinasi
Pendapatan" di debit sebesar total anggaran pendapatan, "Estimasi
Penerimaan Pembiayaan" di debit sebesar total anggaran penerimaan

atan

SAL

alah



pembiayaan, "Apropriasi Belanja" di kredit sebesar total anggaran
belanja dan "Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan" di kredit sebesar
total anggaran pengeluaran pembiayaan. Selisih antara anggaran
pendapatan, belanja dan pembiayaan dicatat sebagai "Estimasi
Perubahan SAL" di kredit dengan jurnal:

Estimasi Pendapatan XXX

Estimasi Penerimaan Pembiayaan XXX

Estimasi Perubahan SAL XXX

Apropriasi Belanja XXX

Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan XXX

b. Akuntansi Pendapatan PPKD

1) Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi pendapatan PPKD
adalah sebagai berikut:

a) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

b) Fungsi Akuntansi PPKD

2) Langkah-Langkah Teknis

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

(1) Pendapatan Pajak

Pendapatan Pajak-LO diakui pada saat kas diterima di kas

daerah dan dicatat berdasarkan dokumen sumber setoran

pajak. Fungsi akuntansi PPKD mencatat "Kas di Kas Daerah"

di debit dan "Pendapatan Pajak-LO (sesuai rincian objek
terkait)" di kredit dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah XXX

Pendapatan Pajak.. .-LO XXX

Dalam hal pada akhir tahun terdapat surat ketetapan pajak
yang belum dibayar oleh masyarakat, maka nilainya diakui
sebagai penambah Pendapatan Pajak-LO. Fungsi Akuntansi
PPKD mencatat "Piutang Pajak Daerah" di debit dan

"Pendapatan Pajak-LO (sesuai rincian objek terkait)" di kredit
dengan jumal:

Piutang Pajak Daerah XXX

Pendapatan Pajak ....-LO XXX



Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi F?KD
mencatat "Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Pendapatan

Pajak-LRA (sesuai rincian objek terkait)" di kredit der:gan
jurnal:

Estimasi Pembahan SAL xxx

Pendapatan Pajak .... -LRA xxx

(2) Hasil Eksekusi Jaminan

Pihak ketiga melakukan pembayaran uang jaminan

bersamaan dengan pembayaran perizinan, misal perizinan

pemasangan iklan, kemudian akan menerima Tanda Bukti
Pembayaran (TBP). TBP juga menjadi dasar bagi Fungsi

Akuntansi PPKD untuk mengakui utang jaminan mencktat
"Kas di Kas Daerah" di debit dan "Utang Jaminan" di kredit

dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah xxx

Utang Jaminan xxx

Kemudian saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya,

PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumjnya
telah disetorkan. Fungsi Akuntansi PPKD akan membuat bukti

memorial terkait eksekusi jaminan tersebut untuk diotorisasi

oleh PPKD. Berdasarkan bukti memorial tersebut, Fungsi

Akuntansi PPKD melakukan pencatatan "Utang Jaminanj' di
debit dan "Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan-LO" di
kredit dengan jurnal:

Utang Jaminan xxx

Pendapatan Hasil Eksekusi atas
Jaminan-LO xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD
mencatat "Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Pendapatan

Hash Eksekusi Atas Jaminan-LRA" di kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL xxx

Pendapatan Hasil Eksekusi Atas
Jaminan -LRA xxx



b) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan dokumen resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat dan/atau pemerintah provinsi. Namun demikian penetapan

tersebut belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO,
mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-
persyaratan yang diatur untuk penyaluran alokasi tersebut. Untuk
itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan
diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Dalam kasus
ini, Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat "Kas di Kas Daerah" di

debit dan "Pendapatan Transfer-LO (sesuai rincian objek terkait)"
di kredit dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah XXX

Pendapatan Transfer.... -LO XXX

Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat
terbitnya dokumen resmi mengenai penetapan alokasi, jika itu
terkait dengan kurang salur sebagai dasar pencatatan pengakuan
pendapatan. Pungsi Akuntansi PPKD akan mencatat "Piutang
Pendapatan" di debit dan "Pendapatan Transfer-LO (sesuai rincian
objek terkait)" di kredit dengan jurnal:

Piutang Pendapatan XXX

Pendapatan Transfer.... -LO XXX

Apabila pemerintah daerah telah menerima dana transfer dari

pemerintah pusat atas kurang salur tersebut, maka Rekening Kas
Umum Daerah akan mengeluarkan Nota Kredit untuk PPKD.

Berdasarkan Nota Kredit ini Fungsi Akuntansi PPKD akan
mencatat "Kas di Kas Daerah" di debit dan "Piutang Pendapatan
Transfer (sesuai rincian objek terkait)" di kredit dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah XXX

Piutang Pendapatan Transfer ... XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi pendapatan
transfer, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Estimasi Perubahan
SAL" di debit dan "Pendapatan Transfer-LRA (sesuai rincian objek
terkait)" di kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL XXX

Pendapatan Transfer.... -LRA XXX



c) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

(1) Pendapatan Hibah

Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat
dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat ads
proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah
tersebut. Untuk itu Fungsi Akuntansi PPKD mengakui
Pendapatan Hibah bersamaan dengan diterimanya kas ]Dada
RKUD dengan mencatat "Kas di Kas Daerah" di debit
"Pendapatan Hibah-LO" di kredit dengan jurnal:

dan

Kas di Kas Daerah xxx

Pendapatan Hibah-LO xxx

Selain itu, karena hibah yang diterima berupa ikang
merupakan realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PiPKD
mencatat "Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Pendapatan

Hibah-LRA" di kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL xxx

Pendapatan Hibah -LRA xxx

Khusus untuk hibah barang berupa aset tetap, fu
akuntansi PPKD mencatat "Aset Tetap" di debit
"Pendapatan Hibah-LO" di kredit dengan jurnal:

n

Aset Tetap xxx

Pendapatan Hibah-LO xxx

gsi

dan

(2) Pendapatan Non Operasional - Surplus Penjusdan A
Nonlancar - LO

Surplus Penjualan Aset Nonlancar pada PPKD berasal
aktivitas pelepasan investasi. Surplus terjadi ketika harga
dalam pelepasan investasi lebih tinggi daripada nilai b
investasi tersebut.

Untuk transaksi pelepasan investasi, berdasarkan dokuriien
transaksi yang dimiliki PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD
mencatat "Kas di Kas Daerah" di debit serta "Surplus

set

dari

jual
uku

Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO" dan "Investasi ..
kredit dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah xxx

di

Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO xxx

Investasi ... xxx



Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap penerimaan
pembiayaan, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Estimasi
Pembahan SAL" di debit dan "Penerimaan Pembiayaan" di
kredit dengan jurnal:

Estimasi Pembahan SAL XXX

Penerimaan Pembiayaan XXX

(3) Pendapatan Non Operasional - Surplus Penyelesaian
Kewajiban Jangka Panjang

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang timbul karena
harga perolehan kembali (nilai yang hams dibayar) lebih
rendah dibandingkan dengan nilai tercatat {carrying value) dari
kewajiban tersebut.

Berdasarkan salinan SP2D LS PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD

akan menghapus kewajiban yang telah dibayar dan mengakui
adanya surplus dari penyelesaian kewajiban tersebut dengan
mencatat "Kewajiban Jangka Panjang (sesuai rincian objek
terkait)" di debit serta "Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka
Panjang....-LO" dan "Kas di Kas Daerah" di kredit dengan
jurnal:

Kewajiban Jangka Panjang .... XXX

Surplus Penyelesaian Kewajiban

Jangka Panjang ...-L0
XXX

Kas di Kas Daerah XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran karena pelunasan

kewajiban tersebut mempakan pengeluaran pembiayaan,

Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Pengeluaran Pembiayaan"

di debit dan "Estimasi Pembahan SAL" di kredit dengan jurnal:

Pengeluaran Pembiayaan XXX

Estimasi Pembahan SAL XXX

Akuntansi Belanja dan Beban PPKD

1) Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi beban PPKD adalah

sebagai berikut:

a) Fungsi Akuntansi PPKD

b) PPKD

c) Kuasa BUD



2) Langkah-Langkah Teknis

a) Beban Bunga

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi PI

membuat bukti memorial terkait pengakuan beban bunga un

diotorisasi oleh PPKD. Berdasarkan Bukti memorial untuk pengak

beban tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencats
"Beban Bunga" di debit dan "Utang Bunga" di kredit dengan jurnal

Beban Bunga xxx

Utang Bunga xxx

KD

tuk

aan

tan

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembay^an
beban bunga tersebut. Berdasarkan SP2D pengeluaran kas untuk
pelunasan utang bunga tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat
"Utang Bunga" di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit dengan
jurnal:

Utang Bunga xxx

Kas di Kas Daerah xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap belanja bunga, Fungsi
Akuntansi PPKD mencatat "Belanja Bunga" di debit dan "Estimasi
Perubahan SAL" di kredit dengan jurnal:

Belanja Bunga xxx

Estimasi Perubahan SAL xxx

b) Beban Subsidi

Berdasarkan tagihan dari penerima subsidi yang telah melaksanakan
prestasi sesuai persyaratan pemberian subsidi, Fungsi Akuntansi
PPKD men5dapkan bukti memorial terkait pengakuan beban subsidi.
Setelah diotorisasi oleh PPKD, bukti memorial tersebut menjadi dasar
bagi Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Beban Subsidi" di debit dan
"Utang Belanja Subsidi" di kredit dengan jurnal:

Beban Subsidi xxx

Utang Belanja Subsidi xxx

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran
beban subsidi tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM
hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D pengeluaran kas untuk
pelunasan utang subsidi tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat



"Utang Belanja Subsidi" di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit
dengan jurnal:

Utang Belanja Subsidi XXX

Kas di Kas Daerah XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap belanja subsidi, Fungsi
Akuntansi PPKD mencatat "Belanja Subsidi" di debit dan "Estimasi
Perubahan SAL" di kredit dengan jurnal:

Belanja Subsidi XXX

Estimasi Perubahan SAL XXX

c) Beban Hibah

PPKD dan Pemerintah/Pemerintah Daerah Lain/Perusahaan Daerah/
Masyarakat/Ormas bersama-sama melakukan penandatanganan
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Pengakuan beban hibah
sesuai NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah,
mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan
berdasarkan NPHD karena mengingat masih perlu ditindaklanjuti
dengan penerbitan dokumen pencairan. Untuk itu atas pengakuan
beban hibah, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Beban Hibah" di
debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit dengan jurnal:

Beban Hibah XXX

Kas di Kas Daerah XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap Belanja Hibah, Fungsi
Akuntansi PPKD mencatat "Belanja Hibah" di debit dan "Estimasi
Perubahan SAL" di kredit dengan jurnal:

Belanja Hibah XXX

Estimasi Perubahan SAL XXX

d) Beban Bantuan Sosial

Realisasi Beban Bantuan Sosial dilakukan melalui proses
penatausahaan yang dimulai dari pengajuan SPP, pembuatan, SPM
hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D pembayaran beban
bantuan sosial tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Beban
Bantuan Sosial" di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit dengan
jurnal:

Beban Bantuan Sosial XXX

Kas di Kas Daerah XXX



Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi belanja
bantuan sosial tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Belanja
Bantuan Sosial" (sesuai rincian objek terkait) di debit dan "Estimasi
Perubahan SAL" di kredit dengan jurnal:

Belanja Bantuan Sosial.... xxx

Estimasi Perubahan SAL xxx

e) Beban Transfer

Pengakuan beban transfer bersamaan dengan penyaluran d^a
transfer dari RKUD berdasarkan peraturan kepala daerah tentmig

penetapan belanja transfer yang terkait. Fungsi Akuntansi PljKD
membuat pengakuan beban transfer berdasarkan bukti penyaluran
memorial tersebut. Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Beban
transfer" di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit dengan jurnal:

Beban Transfer xxx

Kas di Kas Daerah xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi transfer
tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Transfer (sesuai rincian
objek terkait)" di debit dan "Estimasi Perubahan SAL" di kredit
dengan jurnal:

Transfer.... xxx

Estimasi Perubahan SAL xxx

Akuntansi Aset PPKD

1) Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi aset PPKD adalah
sebagai berikut:

a) Fungsi Akuntansi PPKD

b) PPKD

c) Kuasa BUD

2) Langkah-Langkah Teknis

a) Perolehan Investasi

(1) Perolehan Investasi (Investasi Jangka Pendek)

Ketika Pemerintah Daerah melakukan pembentukan Investasi

Jangka Pendek, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Investasi

10



Jangka Pendek " di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit

dengan jurnal;

Investasi Jangka Pendek XXX

Kas di Kas Daerah XXX

(2) Perolehan Investasi (Investasi Jangka Panjang)

Perolehan investasi dicatat ketika penyertaan modal dalam
peraturan daerah dieksekusi. Pencatatan dilakukan oleh Fungsi
Akuntansi PPKD berdasarkan SP2D LS yang menjadi dasar
pencairan pengeluaran pembiayaan untuk investasi tersebut.

Fungsi akuntansi PPKD mencatat "Investasi Jangka Panjang " di
debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit dengan jurnal:

Investasi Jangka Panjang XXX

Kas di Kas Daerah XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap pengeluaran
pembiayaan tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat
"Pengeluaran Pembiayaan" di debit dan "Estimasi Perubahan SAL"

di kredit dengan jurnal:

Pengeluaran Pembiayaan XXX

Estimasi Perubahan SAL XXX

b) Hasil Investasi

(1) Hasil Investasi Jangka Pendek

Hasil investasi jangka pendek berupa pendapatan bunga.
Pendapatan bunga ini biasanya diperoleh bersamaan dengan
pelepasan investasi jangka pendek tersebut, sehingga
pembahasannya akan digabungkan ke bagian Pelepasan Investasi.

(2) Hasil Investasi Jangka Panjang

(a) Metode Biaya

Dalam metode biaya, keuntungan perusahaan tidak
mempengaruhi investasi yang dimiliki pemerintah daerah.
Pemerintah daerah hanya menerima dividen yang dibagikan
oleh perusahaan. Berdasarkan pengumuman pembagian
dividen yang dilakukan oleh perusahaan investee, PPKD dapat
mengetahui jumlah dividen yang akan diterima pada periode
berjalan. Selanjutnya Fungsi Akuntansi PPKD mencatat
"Piutang Lainnya" di debit dan "Pendapatan Hasil Pengelolaan

11



Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO" di kredit demgan
jurnal:

Piutang Lainnya xxx

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan xxx
Daerah yang Dipisahkan- LO

Pada saat perusahaan investee membagikan dividen ttinai
kepada pemerintah daerah, Fungsi Akuntansi PPKD mendatat
"Kas di Kas Daerah" di debit dan "Piutang Lainnya" di kredit
dengan jumal:

Kas di Kas Daerah xxx

Piutang Lainnya xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi P]?KD
juga mencatat "Estimasi Perubahan SAL" di debit dan
"Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan - LRA" di kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL xxx

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan- LRA xxx

(b) Metode Ekuitas

Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan, PPKD dapat
mengetahui jumlah keuntungan perusahaan pada periode
berjalan. Dalam metode ekuitas, keuntungan yang diperoleh
perusahaan akan mempengaruhi jumlah investasi yang dimiliki
pemerintah daerah. Fungsi Akuntansi PPKD mencatat
"Investasi " di debit dan "Pendapatan Hasil Pengelolkan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO" di kredit dengan
jurnal:

Investasi xxx

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan - LO xxx

Pada saat perusahaan membagikan dividen, Fungsi Akuntansi
PPKD akan mencatat penerimaan dividisn tersebut pada "Kas di
Kas Daerah" di debit dan "Investasi " di kredit dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah xxx

Investasi xxx
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Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD
juga mencatat "Estimasi Perubahan SAL" di debit dan

"Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan - LRA" di kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL xxx

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan - LRA xxx

(c) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Ketika pendapatan bunga dari investasi jangka panjang (misal
pendapatan bunga dari dana bergulir) telah diterima, Fungsi
Akuntansi PPKD mencatat "Kas di Kas Daerah" di debit dan

"Pendapatan Bunga Dana Bergulir - LO" di kredit dengan
jurnal:

Kas di Kas Daerah xxx

Pendapatan Bunga Dana Bergulir - LO xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD
mencatat pendapatan LRA "Estimasi Perubahan SAL" di debit

dan "Pendapatan Bunga - LRA" di kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL xxx

Pendapatan Bunga - LRA xxx

c) Pelepasan Investasi

(1) Pelepasan Investasi Jangka Pendek

Dalam pelepasan investasi jangka pendek, berdasarkan Dokumen
Transaksi yang dimiliki PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat
"Kas di Kas Daerah" di debit serta "Pendapatan Bunga-LO" dan
"Investasi Jangka Pendek" di kredit dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah xxx

Pendapatan Bunga - LO xxx

Investasi Jangka Pendek xxx

13



Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi P
mencatat "Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Pendap
Bunga-LRA" di kredit dengan jurnal:

PKD

a.tan

Estimasi Perubahan SAL XXX

Pendapatan Bunga - LRA XXX

(2) Pelepasan Investasi Jangka Panjang

Dalam pelepasan investasi jangka panjang misalnya saham,
berdasarkan Dokumen Transaksi yang dimiliki PPKD, Fungsi
Akuntansi PPKD mencatat "Kas di Kas Daerah" di debit serta

"Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO" dan "Investasi
Jangka Panjang" di kredit dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah XXX

Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO xxx

Investasi Jangka Panjang xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi IjPKD
mencatat "Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Penerimaan

Pembiayaan" di kredit sebesar nilai kas yang diterima dengan
jurnal:

Estimasi Perubahan SAL xxx

Penerimaan Pembiayaan xxx

Akuntansi Kewajiban PPKD

1) Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi kewajiban PPKD
adalah sebagai berikut:

a) Fungsi Akuntansi PPKD

b) Kuasa BUD

c) PPKD

2) Langkah-Langkah Teknis

a) Penerimaan Utang

Berdasarkan Nota Kredit yang menunjukkan telah masuknya
penerimaan pembiayaan ke rekening kas daerah, Fungsi Akuntansi
PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mernatat
jurnal "Kas di Kas Daerah" di debit dan "Kewajiban Jangka Paajang
(sesuai rincian objek terkait)" di kredit dengan jurnal:

/,

Kas di Kas Daerah xxx

Kewajiban Jangka Panjang xxx
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Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi penerimaan
pembiayaan, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Estimasi Perubahan
SAL" di debit dan "Penerimaan Pembiayaan" di kredit dengan jurnal:

Estimasi Pembahan SAL XXX

Penerimaan Pembiayaan XXX

b) Pembayaran Kewajiban

Realisasi pembayaran kewajiban dilakukan melalui proses
penatausahaan yang dimulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM
hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut, Fungsi
Akuntansi PPKD mencatat "Kewajiban Jangka Panjang (sesuai
rincian objek terkait)" di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit
dengan jurnal:

Kewajiban Jangka Panjang XXX

Kas di Kas Daerah XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi pengeluaran
pembiayaan, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat "Pengeluaran
Pembiayaan" di debit dan "Estimasi Perubahan SAL" di kredit
dengan jurnal:

Pengeluaran Pembiayaan XXX

Estimasi Pembahan SAL XXX

c) Reklasifikasi Utang

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi PPKD
menyiapkan bukti memorial terkait pengakuan bagian utang jangka
panjang yang hams dibayar tahun ini. Setelah diotorisasi oleh
PPKD, bukti memorial tersebut menjadi dasar bagi Fungsi

^ Akuntansi PPKD untuk melakukan pengakuan reklasifikasi dengan
mencatat "Kewajiban Jangka Panjang" di debit dan "Bagian Lancar
Utang Jangka Panjang" di kredit dengan jurnal:

Kewajiban Jangka Panjang XXX

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang XXX

f. Akuntansi Pembiayaan PPKD

1) Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang melaksariakan sistem akuntansi pembiayaan . PPKD
adalah sebagai berikut:

a) Fungsi Akuntansi PPKD

b) PPKD
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2) Langkah-Langkah Teknis
a) Penerimaan Pembiayaan

Akuntansi penerimaan pembiayaan PPKD pada dasainya
mempakan akuntasi yang tidak berdiri sendiri. Akunt'ansi
penerimaan pembiayaan ini melekat pada pencatatan trans-aksi
lainnya khususnya penerimaan kas dari transaksi aset nonlancar
dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebiuah
jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi pelepasan
investasi, transaksi penerimaan utang dan transaksi lainnya yang
sejenis.

Fungsi akuntansi PPKD mencatat "Kas di Kas Daerah" di debit dan
"Kewajiban Jangka Panjang" di kredit dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah XXX

Kewa,]iban Jangka Panjang XXX

Berdasarkan transaksi di atas, Fungsi akuntansi PPKD mencatat
"Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Penerimaan Pembiayaan" di
kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL XXX

Penerimaan Pembiayaan XXX

b) Pengeluaran Pembiayaan

Sama halnya dengan akuntansi penerimaan pembiayaan PPjKD,
akuntansi pengeluaran pembiayaan PPKD pada dasarnya juga
mempakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntasi
pengeluaran pembiayaan ini melekat pada pencatatan trans^si
lainnya khususnya pengeluaran kas atas transaksi aset nonlancar
dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuah
jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi perolehan
investasi, transaksi pembayaran utang dan transaksi lainnya yang
sejenis.

Fungsi akuntansi PPKD mencatat pembayaran pokok pinjaman jdari
bank atau lembaga keuangan pada "Kewajiban Jangka Panjang"
debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit dengan jurnal:

di

Kewajiban Jangka Panjang XXX

Kas di Kas Daerah XXX

Berdasarkan Bukti Memorial yang telah diotorisasi, PPKD, Fungsi
akuntansi PPKD mencatat "Pengeluaran Pembiayaan" di debit dan
"Estimasi Pembahan SAL" di kredit dengan jurnal:

Pengeluaran Pembiayaan XXX

Estimasi Pembahan SAL
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Jumal Koreksi dan Penyesuaian PPKD

1) Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang melaksanakan sistera akuntansi dalam jurnal
penyesuaian dan koreksi PPKD adalah sebagai berikut :

a) Fungsi Akuntansi PPKD

b) PPKD

2) Langkah-Langkah Teknis

a) Koreksi kesalahan pencatatan

Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan,
berdasarkan dokumen atau bukti koreksi terkait, Fungsi Akuntansi
PPKD membuat bukti memorial terkait koreksi kesalahan
pencatatan. Selanjutnya bukti memorial tersebut diotorisasi oleh
PPKD dan kemudian digunakan sebagai dasar Fungsi Akuntansi
PPKD untuk membuat koreksi atas jurnal yang salah catat tersebut.
Misal, transaksi beban/belanja hibah dicatat pada beban/belanja
subsidi. Untuk melakukan koreksi atas kesalahan tersebut, Fungsi
Akuntansi PPKD mencatat "Beban Hibah" di debit dan "Beban
Subsidi" di kredit dengan jurnal:

Beban Hibah XXX

Beban Subsidi XXX

Selain itu pada saat bersamaan terhadap koreksi atas realisasi
belanja, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Belanja Hibah" di debit
dan "Belanja Subsidi" di kredit dengan jurnal:

Belanja Hibah XXX

Belanja Subsidi XXX

b) Beban Pen5dsihan Piutang

Dalam metode penyisihan (Allowance method), setiap akhir tahun
berdasarkan Laporan Neraca atau Laporan golongan umur piutang
pemerintah daerah akhir periode, Fungsi Akuntansi PPKD akan
membuat cadangan piutang tak tertagih. Fungsi Akuntansi PPKD
mencatat "Beban Penyisihan Piutang" di debit dan "Pen3dsihan
Piutang.. ."• di kredit dengan jurnal:

Beban Penyisihan Piutang XXX

Penyisihan Piutang ... XXX
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Pada saat terbit Surat Keputusan Kepala Daerah tentang
Penghapusan Piutang, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat
"Penjdsihan Piutang ..." di debit dan "Piutang..." di kredit de:igan
jurnal:

Penyisihan Piutang XXX

Piutang ... XXX

h. Jumal, Buku Besar, dan Neraca Saldo PPKD

1) Jurnal

Sebagai entitas akuntansi, SKPD melakukan proses akuntansi yang
dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan Lapjoran
Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh Fungsi Akuntansi
PPKD sesuai dengan dokumen transaksinya ke dalam buku jurnal.
Contoh format buku jurnal yang digunakan Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...

BUKU JURNAL

PPKD

Halaman

Tanggal
Nomor

Bukti

Kode

Rekening
Uraian Debit Kreclit

1 2 3 4 5 6

Fungsi Akuntansi PPKD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

Cara pengisian:

a. Kolom 1 diisi tanggal transaksi atau tanggal yang terdapat dalam
.  . bukti transaksi.

b. Kolom 2 diisi nomor bukti yang sesuai, misalnya SP2D, kuifansi,
STS, Tanda Bukti Pembayaran, dan sebagainya.

18



c. Kolom 3 diisi kode rekening yang sesuai, dimulai dari kode urusan,
organisasi, program, kegiatan, hingga rincian obyeknya. Misalnya
kode rekening untuk belanja telepon pada Dinas Pendapatan adalah :

1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.01

1.07 Kode Urusan

1.07.01 Kode Organisasi

01.02 Kode Program 85 Kegiatan

5.2.2.03.01 Rincian Obyek Belanja

d. Kolom 4 diisi uraian kode rekening, misalnya "Belanja Telepon".

e. Kolom 5 diisi jumlah rupiah yang dijurnal di debit.

f. Kolom 6 diisi jumlah rupiah yang dijurnal di kredit.

2) Buku Besar

Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jurnal adalah
posting ke buku besar. Dalam tahap ini, Fungsi Akuntansi PPKD mem-
posting atau memindahkan setiap akun beserta jumlahnya dari buku
jurnal ke buku besar masing-masing akun. Format buku besar yang
digunakan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA.

BUKU BESAR

PPKD

KODE REKENING

NAMA REKENING

PAGU APBD

PAGU PERUBAHAN APBD

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6

, tanggal;

Fungsi Akuntansi PPK

(tanda tqngan)

(nama lengkap)

. NIP.
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Cara pengisian:

a. Kode Rekening diisi dengan kode rekening yang sesuai, dimulai dari

kode umsan, organisasi, program, kegiatan, hingga rincian obyekinya
Mi bsalnya kode rekening untuk
Pendapatan adalah sebagai berikut:

elanja telepon pada Dinas

aset,

e.

f.

3)

1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.01

1.07 Kode Umsan

1.07.01 Kode Organisasi

01.02 Kode Program 85 Kegiatan

5.2.2.03.01 Rincian Obyek Belanja

b. Nama Rekening diisi dengan nama/uraian kode rekening sesuai kode
rekeningnya. ,

,c. Pagu APED diisi dengan pagu pendapatan/belanja sesuai dengan
jumlah yang terdapat dalam DPA Dinas/Badan/Kantor. Untuk

.  kewajiban, dan ekuitas dana, nilai Pagu APBD ini dikosongkan.

d. Pagu Pembahan APBD diisi dengan pagu pendapatan/belanja sesuai

dengan jumlah yang terdapat dalam DPA Pembahan
Dinas/Badan/Kantor. Untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dana, nilai

Pagu Pembahan APBD ini dikosongkan.

Kolom 1 diisi tanggal transaksi atau tanggal yang terdapat dalam

jurnal yang bersangkutan.

Kolom 2 diisi penjelasan seperlunya terkait dengan jurnal

diposting.

5. Kolom 3 diisi referensi atau dari buku jurnal halaman berapa jumal

yang diposting tersebut.

1. Kolom 4 diisi jumlah mpiah sesuai dengan yang ada di jurnal kblom
debit.

!. Kolom 5 diisi jumlah mpiah sesuai dengan yang ada di jurnal kolom

kredit.

i. Kolom 6 diisi saldo akumulasi.

Neraca Saldo

Pada setiap akhir periode akuntansi atau sesaat sebelum penyusunan
laporan keuangan, Fungsi Akuntansi PPKD menjmsun Neraca Saldo.

Neraca Saldo adalah suatu daftar yang berisi selumh kode rekening

beserta saldonya pada tanggal tertentu. Format Neraca Saldo

digunakan adalah sebagai berikut:

yang

yang
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.
NERACA SALDO PPKD

PER TANGGAL

Halaman.

Kode Rekening Nama Rekening Jumlah
1

Debit Kredit

1 2 3 4

, tanggal
Fungsi Akuntansi PPKD

(tanda tangan)

fnama lengkap)
NIP.

Cara pengisian:

a. Tanggal diisi dengan tanggal Neraca Saldo disusun.

b. Kolom 1 diisi kode rekening setiap buku besar.

c. Kolom 2 diisi nama/uraian kode rekening sesuai kode rekeningnya.
d. Kolom 3 diisi jumlah saldo buku besar yang memiliki saldo akhir

debit. ~

e. Kolom 4 diisi jumlah saldo buku besar yang memiliki saldo akhir
kredit.

i. Penyusunan Laporan Keuangan PPKD

1) Ketentuan Umum

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat PPKD dihasilkan
melalui proses akuntansi yang secara periodik dilakukan oleh Fungsi
Akuntansi PPKD. Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap
transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan
keuangan.

Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

, Pemerintahan, terdapat 5 Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD
sebagai entitas akuntansi, yaitu: ,

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b) Neraca; i

c) Laporan Operasional (LO);

d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
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Bagan berikut ini menunjukkan proses penyusunan Laporan Keuangan
PPKD:

Mengisi Neraca
Saldo Sebelum

Penyesuaian 0
Membuat

( 2 J Jumal
Penyesuaian

Membuat

Neraca Saldo

Setelah

Penyesuaian

Men5msun LRA,
-\ membuat jumal
M penutup LRA dan

NS Setelah

Penutupan LRA

Menyusun

Laporan
Pembahan

Ekuitas

Menyusun Laporan Keuangan

Mensmsun LO,
membuat jumal
penutup LO dan
NS Setelah

Penutupan LO

Menyusun
Neraca,

membuat jurnal
penutup akhir
dan NS akhir

Men5aisun
Catatan atas

Laporan Keuangan

2) Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan keuangan
adalah :

a) Fungsi Akuntansi PPKD

b) PPKD

3) Langkah-Langkah Teknis
a) Menyiapkan Kertas Kerja

Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan kertas kerja (worksheet)
sebagai alat untuk menyusun Laporan Keuangan. Kertas | kerja
adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan.
Laporan Keuangan. Kertas kerja betguna' untuk mempermudah
proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara
manual.
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Penggunaan format dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan
yang berkembang. Informasi minimal yang harus ada dalam format
kertas kerja tercantum dalam tabel sebagai berikut.

Kode

Rekening
Uraian

Neraca

Saldo (NS)
Penyesuaian

NS Setelah

Penyesuaian

D K D K D K

(1)

(1) Mengisi Neraca Saldo Sebelum Penyesuaian
Fungsi Akuntansi PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo
buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka neraca saldo
tersebut diletakkan di kolom "Neraca Saldo" yang terdapat pada
Kertas Kerja.

(2) Membuat Jurnal Penyesuaian

Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal
ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo
pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-
transaksi yang bersifat akrual. Jurnal penyesuaian tersebut
diletakkan dalam kolom "Penyesuaian" yang terdapat pada
Kertas Kerja.

Jumal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan
untuk:

(a) Koreksi kesalahan/Pemindahbukuan

(b) Pencatatan jurnal yang belum dilakukan

(c) Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada
akhir tahun

(3) Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
Fungsi Akuntansi PPKD melakukan penyesuaian atas neraca
saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat
sebelumnya. Nilai yang telah disesuaikan diletakkan pada kolom
"Neraca Saldo Setelah Penyesuaian" yang terdapat pada Kertas
Kerja.

b) Menyusun Laporan Keuangan

(1) Menjmsun LRA, membuat jurnal penutup LRA, dan Neraca
,  Saldo setelah Penutupan LRA
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Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan,
Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang terrtiasuk
dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan kenludian
disajikan dalam "Laporan Realisasi Anggaran".

Bersamaan dengan pembuatan LRA, Fungsi Akuntansi
membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah
membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0. Jurnal pelhutup
tersebut dilakukan dalam 3 tahap, sebagai berikut:

(a) Jurnal Penutup untuk menutup jurnal penganggaran
dibuat di awal tahun anggaran

mngsi

PPKD

yang

Apropriasi Belanja xxx

Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan xxx
Estimasi Perubahan SAL xxx

Estimasi Pendapatan kxx

Estimasi Penerimaan Pembiayaan Xxx

(b) Jurnal Penutup untuk realisasi anggaran, ditutup
akun surplus/defisit - LRA

pada

Pendapatan - LRA xxx

Penerimaan Pembiayaan ^ xxx

Bsla^nja ^ kxx

Pengeluaran Pembiayaan xxx

Surplus/Defisit - LRA 3^

(c) Jurnal Penutup untuk menutup akun surplus/defisit - LRA
pada akun Estimasi Perubahan SAL yaiig terbentuk selama
transaksi.

Surplus/Defisit- LRA jqcx

Estimasi Perubahan SAL xxx

tansiKemudian setelah membuat jurnal penutup, Fungsi Akunt
PPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA. Berikut
ini adalah format LRA PPKD:
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PEMERINTAH PROVINSI

PPKD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO. URAIAN
Anggaran

20X1

Realisasi

20X1
(%)

Realisasi

20X0

1 PENDAPATAN

2

3

4

5

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

6 Jumlah Pendapatan Asli Daerah XXX XXX XXX XXX

7

8

9

10

11

12

13

PENDAPATAN TRANSFER

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN

Dana.Bagi Hasil PaJak

Dana Bag! Hasil Sumber Daya Alam
Dana AJokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

X>0(

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

14 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan XXX XXX XXX XXX

15

16

17

18

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA

Dana OtonomI Khusus

Dana Penyesuaian
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

19 Jumlah Pendapatan Transfer Lalnnya XXX XXX XXX XXX

20 Jumlah Pendapatan Transfer XXX XXX XXX XXX

21

22

23

24

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Pendapatan HIbah
Pendapatan Lalnnya

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

25 Jumlah Laln-lain Pendapatan yang Sah XXX XXX XXX XXX

26 JUMLAH PENDAPATAN XXX XXX XXX XXX

2/

28 BELANJA

29

30

31

32

33

BELANJA OPERASI

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

34 Jumlah Belanja Operas! XXX XXX XXX XXX

35

36

37

BELANJA TAK TERDUGA

Belanja Tak Terduga XXX XXX XXX XXX

38 Jumlah Belanja Tak Terduga XXX XXX XXX XXX

39 JUMLAH BELANJA XXX XXX XXX XXX

40

41 TRANSFER

42

43

44

TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN

Transfer Bag! Hasil Pajak

Transfer BagI Hasil Pendapatan Lalnnya

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

45 Jumlah Transfer BagI Hasil Pendapatan XXX XXX XXX XXX

46

47

48

49

50

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lalnnya
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Transfer Bantuan Keuangan Lalnnya

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

51 Jumlah Transfer Bantuan Keuangan XXX XXX XXX XXX

52 Jumlah Transfer XXX XXX XXX XXX

53

54 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER XXX XXX XXX XXX

55

56 SURPLUS/DEHSIT XXX XXX XXX XXX

57

58 PEMBIAYAAN

59

60

61

62

63

64

65

66

67

66

69

70

71

72

73

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan SiLPA

Pencairan Dana Cadangan

Hasi! Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lalnnya

Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pinjaman Dalam Negeri - ObllgasI

Pinjaman Dalam Negeri - Lalnnya

Penerimaan Kemball Pinjaman kepada Perusahaan Negara

Penerimaan Kemball Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

Penerimaan Kemball Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lalnnya

Penerimaan Kemball Piutang

Penerimaan Kemball Investasi Dana Bergulir

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

}OC<

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

74 Jumlah Penerimaan Pembiayaan XXX XXX XXX XXX

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lalnnya

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - ObllgasI
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lalnnya

Pemberlan Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Pemberlan Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

Pemberlan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lalnnya

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

X>0(

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

xxx

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

88 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan XXX XXX XXX XXX

89 JUMLAH PEMBIAYAAN XXX XXX XXX XXX

90

91

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN/(SISA KURANG
PEMBIAYAAN ANGGARAN) XXX XXX XXX XXX
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PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA
PPKD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

7

6

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

PENDAPATAN

Anggaran

20X1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-Iain PAD yang Sah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

PENDAPATAN TRANSFER

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
Dana BagI Hasll Pajak
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Aiokasi Umum

Dana Aiokasi Khusus

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Porlmbangan

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
Dana Otonoml Khusus

Dana Penyesuaian
Jumlah Pendapatan Transfer Lalnnya

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
Pendapatan Bagi Hasll Pajak
Pendapatan Bagi Hasll Lainnya

Jumlah Transfer Pemerlntah Provinsl
Jumlah Pendapatan Transfer

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Lainnya

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA OPERASi

Belanja Bunga

Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial

Jumlah Belanja Operas!

BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga

Jumlah Belanja Tak Terduga
JUMLAH BELANJA

TRANSFER

TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN
Transfer Bagi Hasil Pajak
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Jumlah Transfer Bagi Hasll Pendapatan

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Jumlah Transfer Bantuan Keuangan
Jumlah Transfer

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER

SURPLUS/DERSIT

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SiLPA
Pencalran Dana Cadangan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerlntah Pusat
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Qbllgasi
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
Penerimaan Kemball Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Penerlmaan Kemball Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Penerimaan Kemball Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Penerimaan Kembaii Piutang

Penerimaan Kemball InvestasI Dana Bergulir
Jumlah Penerimaan Pembiayaan

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal/ InvestasI Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerlntah Daerah Lainnya
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Daiam Negeri - Qbllgasi
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
Pemberlan Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Pemberlan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Jumlah Pengoluaran Pembiayaan
JUMLAH PEMBIAYAAN

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN/ (SISA KURANG
PEMBIAYAAN ANGGARAN)

Realisasi

20X1

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

>00(

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

>oo<

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

(%)
Realisasi

20X0

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

MM

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

xxx:

xxX

xxX

>oo<

XXX

XXX

XXX

>o»

XXX

xxX

xxx

xxX

XXX

XXX

XXX

XXX

>XX

XXX

yxx

Xxx

Xxx

XXX

xxx

XXX

xxx

|>00(
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(2) Menyusun LO, jurnal penutup. LO dan Neraca Saldo setelah
Penutupan LO

Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang

termasuk dalam komponen Laporan Operasional untuk

kemudian membuat Laporan Operasional.

Bersamaan dengan pembuatan LO, Fungsi Akuntansi PPKD

membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah

membuat nilai akun-akun LO menjadi 0. Berikut ini contoh

jurnal penutup LO.

Pendapatan-LO XXX

Surplus / Defisit... -LO XXX

Beban XXX

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Fungsi

Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO.

Berikut ini adalah format LO PPKD:
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PEMERINTAH PROVINSI

PPKD

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUKTAHUN YANG BERAKHIR SAMPA! DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
(Dalam rupiah)

No URAIAN 20X1 20X0 Kenaikan/ (%)

KEGtATAN OPERASIONAL

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DIpisahkan
Lain-lain PAD yang Sah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

PENDAPATAN TRANSFER

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil SumberDaya Alam
Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA

Dana Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya

Jumlah Pendapatan Transfer

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Pendapatan HIbah
Pendapatan Lainnya

Jumlah Laln-laln Pendapatan yang sah
JUMLAH PENDAPATAN

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

m

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

BEBAN

BEBAN OPERAS!

Beban Subsidi

Beban Hibah

Beban Bantuan Soslal

Beban Lain-lain

Jumlah Beban Operas!

BEBAN TRANSFER

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Beban Transfer Keuangan Lainnya
Jumlah Beban Transfer

JUMLAH BEBAN

SURPLUS/DEFISIT DAR! OPERASl

SURPLUS/DEHSIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

SURPLUS NON OPERASIONAL

Surplus Penjualan Aset Non lancar
Surplus Penyalesaian Kewajiban Jangka Panjang
Surplus darl Keglatan Non Operaslonal Lainnya

Jumlah Surplus Non Operaslonal

DERSIT NON OPERASIONAL

Defisit Penjualan Aset Non lancar
DeflsltPenyelesalan Kewajiban Jangka Panjang
Defisit dari Kegiatan Non Operaslonal Lainnya

Jumlah Defisit Non Operaslonal

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM P05 LUAR BIASA

POS LUAR BIASA

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

PENDAPATAN LUAR BIASA

Pendapatan Luar Biasa

Jumlah Pendapatan Luar Blasa

BEBAN LUAR BIASA

Beban Luar Blasa

Jumlah Beban Luar Blasa

POS LUAR BIASA

SURPLUS/DEHSIT-LO

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

xxx

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

I
XXX

t
XXX

XXX

XXX

xJoc
Ja,
x:o(

T
XXX

xxX

T
xxX

xxx

xix
xix

xxx

xix
I,

xxx

xi.

xxX

XXX

A

xxx
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PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA

PPKD

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUKTAHUN YANG BERAKHIR SAMPAl DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah)

20X1 20X0 Kenaikan/ (%)

XXX XXX xxx xxx

XXX XXX XXX xxx

XXX XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

XXX XXK xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

XXX XXX ^  xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

»<x XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

X>OC XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

yyx XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

XXX XXX xxx xxx

URAIAN

KEGIATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

PENDAPATAN ASU DAERAH

Pajak Daerah

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Lain-lain PAD yang Sah

Jumlah Pendapatan AsII Daerah

PENDAPATAN TRANSFER

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN

Dana Bag) Hasil Pajak

Dana Bag) Hasil Sumber Daya Alam

DanaAlokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perlmbangan

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAJNNYA

Dana Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian

Jumlah Pendapatan Transfer Lalnnya

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Lalnnya

JumlahTransfer Pemerlntah Provlnsi

Jumlah Pendapatan Transfer

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Pendapatan Hibah

Pehdapatan Lalnnya

Jumlah Laln-lain Pendapatan yang sah

JUMLAH PENDAPATAN

BEBAN OPERASI

Beban Subsldl

Beban Hibah

Beban Bantuan Sosial

Beban Lain-lain

Jumlah Beban OperasI

BEBAN TRANSFER

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lalnnya

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lalnnya

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Beban Transfer Keuangan Lalnnya

Jumlah Beban Transfer

JUMLAH BEBAN

SURPLUS/DEFlSrr DARI OPERASI

SURPLUS/DEHSIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

SURPLUS NON OPERASIONAL

Surplus Penjuaian Aset Non iancar

Surplus Penyelesalan Kewajiban Jangka Panjang

Surplus darl Keglatan Non Operaslonal Lalnnya

Jumlah Surplus Non Operaslonal

DERSIT NON OPERASIONAL

Deflsit Penjuaian Aset Non Iancar

Defisit Penyelesalan Kewajiban Jangka Panjang

Defisltdarl Keglatan Non Operaslonal Lalnnya

Jumlah Deflsit Non Operaslonal

JUMLAH SURPLUS/DEHSIT DARI KEQATAN NON OPERASIONAL

SURPLUS/DERSIT SEBELUM POS LUAR BIASA

POS LUAR BIASA

PEND/VPATAN LUAR BIASA

Pendapatan LuarBlasa

Jumlah Pendapatan Luar Biasa

BEBAN LUAR BIASA

Beban LuarBlasa

Jumlah Beban Luar Btasa

POS LUAR BIASA

SURPLUS/DERSIT-LO
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(3) Menyusun Neraca, jurnal penutup akhir, dan Neraca Saldo
Akhir

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Fursgsi

Akuntansi PPKD membuat Neraca. Bersamaan denj

pembuatan Neraca, Fungsi Akuntansi PPKD membuat jui
penutup akhir untuk menutup akun Surplus/Defisit...-LO
akun Ekuitas. Berikut contoh jurnal penutup akhir.

jan

nal

ke

Surplus / Defisit...-LO xx?
Ekuitas

XXJ

Setelah membuat jurnal penutup akhir, Fungsi Akuntansi PPKD
menyusun Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini akan
menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi yang selanjutnya.
Berikut merupakan contoh format neraca PPKD Pemerintah
Provinsi / Kabupaten / Kota.
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA

PPKD

NERACA I
PER 31 DESEMBER20X1 DAN 20X0

I
(Dalam Rupiah)

No. Uraian 20X1 20X0

1 ASET

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ASET LANCAR

Kas di Kas Daerah

Investasi Jangka Pendek

Pen^^slhan Piutang

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara

Bagian Lancar PinjanDan kepada Penjsahaan Daerah

Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat

Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Bagian Lancar Taglhan Penjualan Angsuran

Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugl

Piutang Lainnya

RKSKPD

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

14 Jumlah Aset Lancar XXX XXX

15

16

17

18

19

20

21

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Nonpermanen

Pinjaman Jangka Panjang

Investasi dalam Surat Utang Negara

Investasi dalam Proyek Pembangunan

Investasi Nonpermanen Lainnya

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

22 Jumlah Investasi Nonpermanen XXX XXX

23

24

25

Investasi Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi Permanen Lainnya

XXX

XXX

XXX

XXX

26 Jumlah Investasi Permanen XXX XXX

27 Jumlah Investasi Jangka Panjang XXX XXX

28

29

30

DANACADANGAN

Dana Cadangan XXX XXX

31 Jumlah Dana Cadangan XXX XXX

32

33

34

35

36

37

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang

Kemltraan dengan Plhak Ketiga

AsetTidak Berwujud

Aset Lain-lalm

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

38 Jumlah Aset Lainnya XXX XXX

39

40 JUMLAH ASET XXX XXX

41

42 KEWAJIBAN

43

44

45

46

47

48

49

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Plhak Ketiga (PFK)

Utang Bunga

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan DIterima DImuka

Utang Jangka Pendek Lainnya

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

50 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek XXX XXX

51

52

53

54

55

56

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan

Utang Dalam Negeri - ObllgasI

Premium (Diskonto) ObligasI

Utang Jangka Panjang Lainnya

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

57 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang XXX XXX

58

59 JUMLAH KEWAJIBAN XXX XXX

60

61 EKUITAS

62

63

64

EKUITAS

Ekultas XXX XXX

65 Jumlah Ekultas XXX XXX

66

67 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA XXX XXX
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(4) Menyusun Laporan Pembahan Ekuitas

Selanjutnya, Fungsi Akuntansi PPKD membuat Laporan
Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data
perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya
diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat
sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan
menggambarkan pergerakan ekuitas PPKD.
Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan
Ekuitas PPKD Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

PEWIERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

PPKD

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAIDENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO URAIAN 20X1 2oxo

1 EKUFASAWAL XXX i(xx
1,

2 SURPLUS/DEFISrr-LG XXX XXX

3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUAKAN/KESALAHAN MENDASAR:
XXX4 KOREKSINILAIPERSEDIAAN XXX

5 SELISIH REVALUASIASETTETAP XXX XXX

6 LAIN-LAIN XXX XXX

7 EKUITAS AKHIR XXX XXX

(5) Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau
rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
dan Neraca. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas
Laporan Keuangan antara lain:

a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas
Akuntansi;

b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi
makro;

c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun
pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihs-dapi
dalam pencapaian target;

d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih uhtuk
diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian
penting lainnya; |

e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajiikan
pada lembar muka laporan keuangan;

f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam
lembar muka laporan keuangan; dan

g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian
wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan
keuangan.
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Berikut ini merupakan contoh format Catatan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

PPKD

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan PPKD
1.2 Landasan hukum penjnisunan laporan keuangan PPKD

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan PPKD

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
pemerintah daerah

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang
telah ditetapkan

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah

3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan
keuangan pemerintah daerah

3.1.1 Pendapatan

3.1.2 Beban

3.1.3 Belanja

3.1.4 Aset

3.1.5 Kewajiban

3.1.6 Ekuitas Dana.

3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan
dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas,
untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan
basis akrual pada pemerintah daerah.

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah

Bab V Penutup

Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah

1) Ketentuan Umum
Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang

merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan,
atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan melakukan

proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi

yang terdapat pada pemerintah daerah. Neraca saldo dari semua entitas

akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD menjadi dasar dalam
penyusunan laporan keuangan.
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Terdapat 7 Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD, yaitu:
a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
c) Neraca;

d) Laporan Operasional (LO);
e) Laporan Arus Kas (LAK);
f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Bagan berikut ini menunjukkan proses penyusunan Laporan Keuan
Pemerintah Daerah:

gan

Menyiapkan Kertas Kerja Konsolidast

Mengisi Neraca
Saldo SKPD dan

PPKD
Membuat Jumal

eliminasi
\ Membuat Neraca

3 \ Saldo Pemda

Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi

Menyusun Neraca,
membuat jurnal

penutup al^ir dan
NS akhir

Menjoisun LRA,
membuat jumal

penutup LRA dan NS
Setelah Penutupan

LRA

Menyusun LO,
membuat jumal

penutup LO dan NS
Setelah Penutupan

LO

Menyusun Laporan
Ams Kas

Menyusun Laporan
Pembahan SAL

Menyusun Laporan
Pembahan Ekuitas

Menyusun Catatan
atas Laporan
Keuangan
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2) Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

a) Fungsi Akuntansi PPKD

b) PPKD

3) Langkah-Langkah Teknis
a) Menjdapkan Kertas Keija Konsolidasi

Fungsi Akuntansi PPKD men3dapkan kertas kerja (worksheet)
dengan lajur sesuai banyaknya SKPD dan PPKD sebagai alat untuk

menyusun Neraca Saldo Gabungan SKPD dan PPKD. Kertas kerja ini
adalah alat bantu yang digunakan untuk menyiapkan kolom neraca

saldo pemerintah daerah dalam kertas kerja pen3rusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah. Kertas kerja berguna untuk
mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang
dihasilkan secara manual.

Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo PPKD yang dimasukkan
kedalam kertas kerja konsolidasi adalah Neraca Saldo yang sudah
disesuaikan. Setelah memasukkan semua neraca saldo kedalam

kertas kerja konsolidasi, Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal
eliminasi untuk menghapus akun transitoris yaitu RK PPKD dan RK

SKPD. Berdasarkan Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo PPKD

serta Jurnal Eliminasi, Fungsi Akuntansi PPKD mengisi Neraca
Saldo Pemerintah Daerah. Untuk eliminasi kedua akun tersebut,
fungsi akuntansi PPKD mencatat "RK-PPKD" di debit dan "RK-SKPD"

di kredit dengan jurnal:

RK-PPKD XXX

RK-SKPD XXX

Penggunaan format dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan
yang berkembang. Informasi minimal yang harus ada pada format
kertas kerja sebagai berikut.
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-=Neraea-Saido"-"

SKPD A

-=^Braca^aldo—

SKPD B

—^Neraca-Saido—'

SKPD dst

^Neraca

PP]

^icrlrlni

Kode

Akun
Uraian

Oo-LUU

CD Eliminasi Penida

D K D K D K D K D K D K
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b) Men5aisun Laporan Keuangan Konsolidasi

(1) Menyusun LRA, membuat jurnal penutup LRA, dan Neraca
Saldo setelah Penutupan LRA

Berdasarkan Neraca Saldo Pemerintah Daerah, Fungsi
Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk
dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan kemudian
disajikan dalam "Laporan Realisasi Anggaran".

Nilai kolom debit dan kredit pada kolom "Laporan Realisasi
Anggaran" dijumlahkan. Selisih antara kedua nilai ini

merupakan nilai "SILPA tahun berjalan". Nilai ini ditempatkan di
bawah kolom yang nilainya lebih kecil, sehingga akan diperoleh
nilai yang seimbang antara kolom debit dan kredit.

Bersamaan dengan pembuatan LRA, PPKD juga membuat jurnal
penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-

akun LRA menjadi 0. Berikut contoh jurnal penutup LRA

Pendapatan-LRA XXX

Penerimaan Pembiayaan -LRA XXX

Apropriasi Belanja XXX

Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan XXX

Estimasi Perubahan SAL XXX

Belanja XXX

Pengeluaran Pembiayaan -LRA XXX

Estimasi Pendapatan XXX

Estimasi Penerimaan Pembiayaan XXX

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi PPKD
men3aisun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.

Berikut ini merupakan contoh format Laporan Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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PEMERINTAH PROVINSI

LAPORAN REALtSASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Palam Ruplah)

Anggaran RealtsasI

20X1 20X1 (%)
ReaiisasI

20X0

PENDAPATAN

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

76

79

80

81

82

83

84

65

86

87

94

88

89

90

91

92

93

""95

96

97

96

99

100

101

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah

Jumlah Pendapatan AslI Daerah

PENDAPATAN TRANSFER

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
Dana Bagl Hasil PaJak
Dana Bagl Hasil Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perlmbangan

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNVA

Dana OtonomI Khusus

Dana Penyssuaian
Jumlah Pendapatan Transfer Lalnnya

Total Pendapatan Transfer

LAlN-t-AIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan HIbah

Pendapatan Dana Darurat

Pendapatan Lalnnya

Jumlah Pendapatan Laln-lain yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Bunga

Subsldl

HIbah

Bantuan Soslal

Jumlah Belanja Operasl

BELANJA MODAL

Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, IrlgasI dan Jarlngan
Belanja AsetTetap Lalnnya
Belanja Aset Lalnnya

Jumlah Belanja Modal

BELANJA TAK TERDUGA

Belanja Tak Terduga
Jumlah Belanja Tak Terduga

Jumlah Belanja

TRANSFER

TRANSFER/BAGl HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA

Bagl Hasil PaJak ke Kabupaten/Kota
Bag! Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota
Bagl Hasil Pendapatan Lalnnya ke Kabupaten/Kota

Jumlah Transfer Bagl Hasil Pendapatan ke KabJKota

TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN

Bantuan Keuangan ke Pemerlntah Daerah Lalnnya
Bantuan Keuangan Lalnnya

Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan
Jumlah Transfer

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

)00<

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

SURPLUS/DEF1SIT

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan SILPA
Pencalran Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
PInJaman Dalam Negerl - Pemerlntah Pusat
Pinjaman Dalam Negerl - Pemerlntah Daerah Lalnnya
PInJaman Dalam Negerl - Lembaga Keuangan Bank
Pinjaman Dalam Negerl - Lembaga Keuangan Bukan Bank
PInJaman Dalam Negerl - ObllgasI
PInJaman Dalam Negerl - Lalnnya
Penerlmaan Kemball PInJaman kepada Perusahaan Negara
Penerimaan Kemball PInJaman kepada Perusahaan Daerah

Penerlmaan Kemball PInJaman kepada Pemerlntah Daerah Lalnnya
Jumlah Penerlmaan

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal Pemerlntah Daerah
Pembayaran Pokok PInJaman Dalam Negerl - Pemerlntah Pusat
Pembayaran Pokok PInJaman Dalam Negeri - Pemerlntah Daerah Lalnnya
Pembayaran Pokok PInJaman Dalam Negerl - Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pokok PInJaman Dalam Negerl - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pembayaran Pokok PInJaman Dalam Negerl - ObllgasI
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negerl - Lalnnya
Pemberlan PInJaman kepada Perusahaan Negara

Pembetlan PInJaman kepada Perusahaan Daerah
Pemberlan PInJaman kepada Pemerlntah Daerah Lalnnya

Jumloh Pengoluaran
PEMBIAYAAN NETO

. Slsa Leblh Pemblayaan Anggaran i

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

xxx

XXX

XXX

XXX

XXX

XJCX

XXK

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

yxn

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

yx<

XXX

xxx

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

xxx.

XXX

yxK

XXX

>ocx

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

X50<

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
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PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA

LAPORAN R^LISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

NO. LIRA] AN Anggaran
20X1

Reallsasi

20X1 C/c)
Reallsaal

20X0

1 PENDAPATAN

2

3

4

5

6

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retrlbusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DIpisahkan
Laln-lain PAD yang Sah

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

X>0(

XXX

XXX

7 Jumlah Pendapatan Asll Daerah XXX XXX XXX XXX

e

9

10

11

12

13

14

PENDAPATAN TRANSFER

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN

Dana Bag) Hasil PaJak
Dana Bag! Hasil Sumber Daya AJam
Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perlmbangan XXX XXX XXX XXX

16

17

18

19

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA

Dana OtonomI Khusus

Dana Penyesualan
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

x>o<

20 Jumlah Pendapatan Transfer Pusat - Lalnnya XXX XXX XXX XXX

21

22

23

24

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI

Pendapatan Bag! Hasil PaJak
Pendapatan BagI Hasil Lalnnya

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

25 Jumlah Transfer Pomerlntah Provlnsi XXX XXX XXX XXX

26 Total Pendapatan Transfer XXX XXX XXX XXX

27

28

20

30

31

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANO SAH

Pendapatan HIbah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lalnnya

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

32 Jumlah Pendapatan l-aln-lain yang Sah XXX XXX XXX XXX

33 XXX XXX XXX XXX

34

35 BELANJA

36

37

38

39

40

41

42

BE1_ANJ A OPERASi

Belanja Pegawal
Belanja Barang

Bunga
SubsidI

HIbah

Bantuan Soslal

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

43 Jumlah Belanja Operaal XXX XXX XXX XXX

45

46

47

48

49

50

51

BEl-ANJA MODAL

Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Masln
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irlgasi dan Jarlngan
Belanja AsetTetap Lalnnya
Belanja Aset Lalnnya

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

52 Jumlah Belanja Modal XXX XXX XXX XXX

53

54

55

BELANJA TAK TERDUGA

Belanja Tak Terduga XXX XXX XXX XXX

56 Jumlah Belanja Tak Terduga XXX XXX XXX XXX

57 Jumlah Belanja XXX XXX XXX XXX

58

59 TRANSFER

60

61

62

63

TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA

BagI Hasil PaJak
BagI Hasil Retrlbusi

BagI Hasil Pendapatan Lalnnya

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

64 Jumlah Transfer BagI Hasil Ke Desa XXX XXX XXX XXX

65

66

67

68

TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN

Bantuan Keuangan ke Pemerlntah Daerah Lalnnya
Bantuan Keuangan Lalnnya

XXX

XXX

XXX

XXX

XX

XX

XXX

XXX

69 Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan XXX XXX XXX XXX

70 Jumlah Transfer XXX XXX XXX XXX

71 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER XXX XXX XXX XXX

72

73 SURPLUS/DEFISIT XXX XXX XXX XXX

74

75 PEMBIAYAAISl
76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan SILPA
Pencalran Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang DIpisahkan
PJnJaman Dalam Negerl • Pemerlntah Pusat
PInJaman Dalam Negerl - Pemerlntah Daerah Lalnnya
PInJaman Dalam Negerl - Lembaga Keuangan Bank
PInJaman Dalam Negerl - Lembaga Keuangan Bukan Bank
PInJaman Dalam Negerl - ObllgasI
PInJaman Dalam Negerl - Lalnnya
Penerimaan Kemball PInJaman kepada Perusahaan Negara

Penerlmaan Kemball PInJaman kepada Perusahaan Daerah
Penerimaan Kemball PInJaman kepada Pemerlntah Daerah Lalnnya

XXX

xxx

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

90 Jumlah Penerimaan XXX XXX XXX XXX

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pembentukan Dana Cadangan

Penyartaan Modal Pemerlntah Daerah
Pembayaran Pokok PInJaman Dalam Negerl - Pemerlntah Pusat
Pembayaran Pokok PInJaman Dalam Negerl - Pemerlntah Daerah Lalnnya
Pembayaran Pokok PInJaman Dalam Negerl - Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pokok PInJaman Dalam Negerl - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pembayaran Pokok PInJaman Dalam Negerl - ObllgasI
Pembayaran Pokok PInJaman Dalam Negerl - Lalnnya
Pemberlan PInJaman kepada Perusahaan Negara
Pemberlan PInJaman kepada Perusahaan Daerah
Pemberlan PInJaman kepada Pemerlntah Daerah Lalnnya

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

x»<

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

104 Jumlah Pongeluaran XXX XXX XXX XXX

105 PEMBIAYAAN NETO XXX XXX XXX XXX

106

107 Slea Loblh Pomblayaan Anggaran XXX XXX XXX XXX
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(2) Menyusun LO, membuat jurnal penutup LO dan Neraca Saldo
setelah Penutupan LO

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Fungsi

Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk

dalam komponen Laporan Operasional untuk kemudian
membuat Laporan Operasional.

Bersamaan dengan pembuatan LO, PPKD juga membuat ju:mal
penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-
akun LO menjadi 0. Berikut ini contoh jurnal penutup LO.

Pendapatan-LO xxx

Surplus / Defisit... -LO xac
Beban

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi PPKD
men3msun Neraca Saldo setelah Penutupan LO.

Berikut ini merupakan contoh format Laporan Operasional.
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-  PEMERINTAH PROVINSI

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESENBER 20X1 dan 20X0

No URAIAN 20X1 20X0

Kenaikan/

Penurunan (%)
KEGIATAN OPERASIONAL

1 PENDAPATAN

2

3

4

5

6

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

7 Jumlah Pendapatan Asll Daerah XXX XXX XXX XXX

8

9

10

11

12

13

14

PENDAPATAN TRANSFER

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANAPERIMBANGAN

Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Alokasl Umum

Dana Alokasl Khusus

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perlmbangan XXX XXX XXX XXX

16

17

18

19

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA

Dana Otonoml Khusus

Dana Penyesualan
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

20 Jumlah Pendapatan Transfer Lalnnya XXX XXX XXX XXX

21 Jumlah Pendapatan Transfer XXX XXX XXX XXX

22

23

24

25

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Pendapatan Hibah
Pendapatan Lalnnya

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

26 Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah XXX XXX XXX XXX

27 JUMLAH PENDAPATAN XXX XXX XXX XXX

28

29 BEBAN

30

31

32

33

34

35

36

37

38

BEBAN OPERASI

Beban Pegawal
Beban Barang Jasa

Beban Bunga
Beban Subslsdi

Beban Hibah

Beban Bantuan Sosial

Beban Penyusutan

Beban Lain-lain

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

39 Jumlah Beban Operas! XXX XXX XXX XXX

40

41

42

43

44

45

46

BEBAN TRANSFER

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lalnnya
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
Beban Transfer Keuangan Lalnnya

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

47 Jumlah Beban Transfer XXX XXX XXX XXX

48 JUMLAH BEBAN XXX XXX XXX XXX

49

50 JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI XXX XXX XXX XXX

51

52SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

53

54

55

56

SURPLUS NON OPERASIONAL

Surplus Penjualan Aset Non Lancar
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Surplus darl Kegiatan Non Operaslonal Lalnnya

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

57 Jumlah Surplus Non Operaslonal XXX XXX XXX XXX

58

59

60

61

62

DEFISIT NON OPERASIONAL

Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Defisit darl Kegiatan Non Operaslonal Lalnnya

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

63 Jumlah Defisit Non Operaslonal XXX XXX XXX XXX

64 JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL XXX XXX XXX XXX

65

66 SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA XXX XXX XXX XXX

67

68POS LUAR BIASA

69

70

PENDAPATAN LUAR BIASA

Pendapatan Luar Blasa XXX XXX XXX XXX

71 Jumlah Pendapatan Luar Blasa XXX XXX XXX XXX

72

73

74

BEBAN LUAR BIASA

Beban Luar Blasa XXX XXX XXX XXX

75 Jumlah Beban Luar Blasa XXX XXX XXX XXX

76 POS LUAR BIASA XXX XXX XXX XXX

77

78 SURPLUS/DEFISIT-LO XXX XXX XXX 1 XXX
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PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA

LAPORAN OPERASIONAL

UMTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAJ DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

No URAIAN 20X1 20X0

Kenaikan/

Penurunan (%)
KEGIATAN OPERASIONAL

1 PENDAPATAN

2

3

4

5

6

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah i
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dfpisahkan
Lain-Iain PAD yang Sah

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

'  XXX

XXX

7 Jumlah Pendapatan AslI Daerah XXX XXX XXX XXX

6

9

10

11

12

13

14

PENDAPATAN TRANSFER

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANAPERIMBANGAN

Dana Bag! Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

'  XXX

15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perlmbangan XXX XXX XXX XXX

16

17

18

19

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA

Dana Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

20 Jumlah Pendapatan Transfer Lalnnya XXX XXX XXX XXX

21

22

23

24

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI

Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Bagi Hasil Lalnnya

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

25 Jumlah Transfer Pemerlntah ProvinsI XXX XXX XXX XXX

26 Jumlah Pendapatan Transfer XXX XXX XXX XXX

27

28

29

30

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Pendapatan Hibah
Pendapatan Lalnnya

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

31 Jumlah Lain-Iain Pendapatan Yang Sah XXX XXX XXX XXX

32 JUMLAH PENDAPATAN XXX XXX XXX XXX

33

34 BEBAN

35

36

37

38

39

40

41

42

43

BEBAN OPERASI

Beban Pegawai
Beban Barang Jasa
Beban Bunga
Beban Subsisdi

Beban Hlbah

Beban Bantuan Sosiai

Beban Penyusutan

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

44 Jumlah Beban Operas! XXX XXX XXX XXX

45

46

47

48

49

50

51

BEBAN TRANSFER

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lalnnya
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerlntah Daerah Lalnnya
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
Beban Transfer Keuangan Lalnnya

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

52 Jumlah Beban Transfer XXX XXX XXX 1  XXX

53 JUMLAH BEBAN XXX XXX XXX 1  XXX

54

55 JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI XXX XXX XXX XXX

56

57SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

58

59

60

61

SURPLUS NON OPERASIONAL

Surplus Penjualan Aset Non Lancar
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Surplus dari Kegiatan Non Operasionai Lalnnya

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

62 Jumlah Surplus Non Operasionai XXX XXX XXX XXX

63

64

65

66

67

DEFISIT NON OPERASIONAL

Defisit Penjualan Aset Non Lancar
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Defisit dari Kegiatan Non Operasionai Lalnnya

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

68 Jumlah Defisit Non Operasionai XXX XXX XXX XXX

69 JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL XXX XXX XXX 1 XXX

70

71 SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA XXX XXX XXX 1 XXX

72

73POS LUAR BIASA

74

75

PENDAPATAN LUAR BIASA

Pendapatan Luar Blasa XXX XXX XXX XXX

76 Jumlah Pendapatan Luar Blasa XXX XXX XXX 1 XXX

77

78

79

BEBAN LUAR BIASA

Beban Luar Blasa XXX XXX XXX XXX

80 Jumlah Beban Luar Blasa XXX XXX XXX 1 XXX

81 POS LUAR BIASA XXX XXX XXX 1 XXX

82

83 SURPLUS/ DEFISIT - LO XXX XXX XXX ' XXX
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(3) Menjoasun Neraca, membuat jurnal penutup akhir, dan Neraca
Saldo Akhir

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Fungsi

Akuntansi PPKD membuat Neraca. Bersamaan dengan

pembuatan Neraca, PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk
menutup akun Surplus/Defisit-LO ke akun Ekuitas. Berikut ini

contoh jurnal penutup akhir.

Surplus / Defisit-LO XXX

Ekuitas XXX

Setelah membuat jurnal penutup akhir, Fungsi Akuntansi PPKD

menyusun Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini akan

menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi yang selanjutnya.

Berikut ini merupakan contoh format Neraca Pemerintah

Provinsi / Kabupaten / Kota.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

IS

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67'

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA

NERACA

PER 31 DESEMBER20X1 DAN 20X0

ASET

ASET LANCAR

Kas di Kas Daerah

Kas dl Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Penerlmaan

InvestasI Jangka Pendek

Plutang Pajak

Plutang RetrlbusI
Penyisihan Plutang

Belanja Dibayar Dimuka

Bagian Lancar PInjaman kepada Perusahaan Negara
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemsahaan Daerah
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerlntah Pusat
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerlntah Daerah Lalnnya
Bagian Lancar Taglhan Penjualan Angsuran
Bagian lancar Tuntutan GantI Rugi
Plutang Lalnnya

Persedlaan

Jumlah Aset Lancar

INVESTASI JANGKA PAN JANG

InvestasI Nonpermanen

Pinjaman Jangka Panjang
InvestasI dalam Surat Utang Negara

InvestasI dalam Proyek Pembangunan

InvestasI Nonpermanen Lalnnya

Jumlah InvestasI Nonpermanen

InvestasI Permanen

Penyertaan Modal Pemerlntah Daerah
InvestasI Permanen Lalnnya

Jumlah InvestasI Permanen

Jumlah InvestasI Jangka Panjang

ASETTETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan. Irlgasi dan Jahngan

Aset Tetap Lalnnya

Konstruksi dalam Pengerjaan

AkumulasI Penyusutan

Jumlah Aset Tetap

DANA CADANGAN

Dana Cadangan

Jumlah Dana Cadangan

ASET LAINNYA

Taglhan Penjualan Angsuran

Tuntutan GantI Rugl

Kemltraan dengan Plhak Ketlga

AsetTak Berwujud

Aset Laln-lalm

Jumlah Aset Lalnnya

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Plhak Ketlga (PFK)
Utang Bunga

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan Dlterlma Dimuka

Utang Belanja

Utang Jangka Pendek Lalnnya
Jumlah KewaJIban Jangka Pendek

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negerl - Sektor Perbankan
Utang Dalam Negerl - ObligasI
Premium (Dlskonto) ObligasI
Utang Jangka Panjang Lalnnya

Jumlah KewaJIban Jangka Panjang
JUMLAH KEWAJIBAN

xxx XXX

xxx xxJc
xxx xxx

xxx XXX

xxx xxx

xxx

xxx XXX

xxx xxx

xxx xxx

EKUITAS

Ekultas

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

(Dalam Ruplah)

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
I.

XXX

I
XXX

I
XXX

I
XXX

I
XXX

XXX

xx:j<
xxx

xxi
u

xxi
xxi
XXX

xxx
I

xxx
t

xxx
I.

xxx

I
xxx

I
xxx

xxx

xxx

xxx
I

xxx

xxx

xxx

xxX

xxx
I

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx xxx

XXX xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxix

xxx xx'k
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(4) Menyusun Laporan Perubahan SAL
Dari Laporan Realisasi Anggaran yang telah dibuat sebelumnya,
Fungsi Akuntansi PPKD dapat men3rusun Laporan Perubahan
SAL. Laporan Perubahan SAL ini merupakan akumulasi SiLPA
periode berjalan dah tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini
merupakan contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER20X1 DAN 20X0

NO URAIAN 20X1 20X0

1 Saldo Anggaran Lebih Awal XXX XXX

2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (XXX) (XXX)

3 Subtotal (1 + 2) XXX XXX

4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) XXX XXX

5 Subtotal (3+4) XXX XXX

6 Koreksl Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya XXX XXX

7 Laln-lain XXX XXX

8 Saldo Anggaran Leblh Akhir (5 + 6 + 7) XXX XXX

(5) Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas
Selanjutnya, Fungsi Akuntansi PPKD membuat Laporan
Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data
perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya
diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat
sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan
menggambarkan pergerakan ekuitas PPKD.
Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan
Ekuitas Pemerintah Daerah.

PEWIERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAIDENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO URAIAN 20X1 20X0

1 EKUITAS AWAL XXX XXX

2 SURPLUS/DEFISIT-LO XXX XXX

3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:

4 KOREKSINILAIPERSEDIAAN XXX XXX

5 SELISIHREVALUASIASETTETAP XXX XXX

6 LAIN-LAIN XXX XXX

7 EKUITAS AKHIR XXX XXX

(6) Membuat Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah. Inti
unsur dari Laporan Arus Kas ialah penerimaan kas dan
pengeluaran kas. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Buku
Besar Kas dan juga jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Semua
transaksi terkait Arus Kas tersebut kemudian diklasifikasikan

ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas
pendanaan, aktivitas transitoris. Berikut ini merupakan contoh
format Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah.
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PEMERINTAH PROVINSI

LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20XD

Metode Langsung
(Dalam Rupiah)

No.
Uralan

lAru^ Kas dari Aktivltas Operas!
2 Arus Masuk Kas
3  Penerimaan Pajak Daerah
4  Penerimaan Retribusi Daerah
5  Penerimaan Hasll Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6  Penerimaan Lain-lain PAD yang sah
7  Penerimaan Dana Bagi Hasll Pajak
8  Penerimaan Dana Bag! Hasll Sumber Daya Alam
9  penerimaan Dana AlokasI Umum
10 Penerimaan Dana AlokasI Khusus
■\-\ Penerimaan Dana Otonomi Khusus
12 Penerimaan Dana Penyesualan
■13 Penerimaan HIbah
14 Penerimaan Dana Darurat
15 Penerimaan Lalnnya
16 Penerimaan darl Pendapatan Luar Blasa
17 Jumlah Arus Masuk Kas
18 Arus Keluar Kas
19 Pembayaran Pegawal
20 Pembayaran Barang
21 Pembayaran Bunga
22 Pembayaran SubsidI
23 Pembayaran HIbah
24 Pembayaran Bantuan Soslal
25 Pembayaran Tak Terduga
26 Pembayaran BagI Hasll Pajak ke Kabupaten/ Kota
27 Pembayaran BagI Hasll Retribusi ke Kabupaten/ Kota
28 Pembayaran BagI Hasll Pendapatan Lalnnya ke Kabupaten Kota
29 Pembayaran Kejadlan Luar Blasa
30 Jumlah Arus Keluar Kas
31. Arus Kas Berslh dari Aktivltas Operas!
32 Arus Kas darl Aktivltas InvestasI
33 Arus Masuk Kas
34 pencalran Dana Cadangan
35 Penjualan atas Tanah
36 Penjualan atas Peralatan dan Mesin
37 Penjualan atas Gedung dan Bangunan
38 Penjualan atas Jalan, IrigasI dan Jarlngan
39 Penjualan Aset Tetap
40 Penjualan Aset Lalnnya
41 Hasll Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
42 Penerimaan Penjualan InvestasI Non Permanen
43 Jumlah Arus Masuk Kas
44 Arus Keluar Kas
45 Pembentukan Dana Cadangan
46 Perolehan Tanah
47 Perolehan Peralatan dan MesIn
48 Perolehan Gedung dan Bangunan
49 Perolehan Jalan, IrigasI dan Jarlngan
50 Perolehan Aset Tetap Lalnnya
51 Perolehan Aset Lalnnya
52 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
53 Pengeluaran Pembellan InvestasI Non Permanen
54 Jumlah Arus Keluar Kas
55 Arus Kas Berslh dari Aktivltas InvestasI

Arus Kas dari Aktivltas Pendanaan
57 Arus Masuk Kas
58 PInjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
59 PInjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lalnnya
60 PInjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
61 PInjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
62 PInjaman Dalam Negeri - ObllgasI
63 PInjaman Dalam Negeri - Lalnnya
64 Penerimaan Kemball PInjaman kepada Perusahaan Negara
65 Penerimaan Kemball PInjaman kepada Perusahaan Daerah
66 Penerimaan Kemball PInjaman kepada Pemerintah Daerah Lalnnya
67 Jumlah Arus Masuk Kas
68 Arus Keluar Kas
69 Pembayaran Pokok PInjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
70 Pembayaran Pokok PInjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lalnnya
71 Pembayaran Pokok PInjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
72 Pembayaran Pokok PInjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
73 Pembayaran Pokok PInjaman Dalam Negeri - ObllgasI
74 Pembayaran Pokok PInjaman Dalam Negeri - Lalnnya
75 Pemberlan PInjaman kepada Perusahaan Negara
76 Pemberlan PInjaman kepada Perusahaan Daerah
77 Pernberian PInjaman kepada Pemerintah Daerah Lalnnya
78 Jumlah Arus Keluar Kas
79 Arus Kas Berslh darl Aktivltas Pendanaan
80 Arus Kas darl Aktivltas Transltorls
81 Arus Masuk Kas
82 Penerimaan Perhltungan Flhak Ketlga
83 Jumlah Arus Masuk Kas
84 Arus Keluar Kas
85 Pengeluaran Perhltungan Flhak Ketlga (PFK)
86 Jumlah Arus Keluar Kas
87 Arus Kas Berslh darl Aktivltas transltorls
88 Kenalkan/Penurunan Kas
89 Saldo Awal Kas dl BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran
90 Saldo Akhir Kas dl BUD & Kas dl Bendahara Pengeluaran
91 Saldo AkhIr Kas di Bendahara Penerimaan
92 Saldo Akhir Kas

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

20XO

>p<x
>p<x
XXX

XXX

>po<.
XXX
xcx

xxx

>o<x
>xx
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

XXX
>o<x

)[<XX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
iXXX
XXX
XXX

XXX

Ixxx
'xxx
XXX
xxx

xxx
xxx

xxx
xxx

XXX
xxx

xxx

xxx

xxx
xxx

xxx

xxx
xxx

xxx
xxx

XXX

xxx
xxx

xxx

xxx

xxx

xxx
xxx

xxx

xxx

IXXX
IXXX

I xxx

I XXX
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PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

LAPORA.ISI ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20XD
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No. Uraian . 20X1 20X0

1 Arus Kas dari Aktivitas Operas!
2 Arus Masuk Kas

3 Penerimaan Pajak Daerah XXX XXX

4 Penerimaan RetribusI Daerah XXX XXX

5 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan XXX XXX

6 Penerimaan Laln-lain PAD yang sah XXX XXX

7 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak XXX XXX

8 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam XXX XXX

g Penerimaan Dana AlokasI Umum XXX XXX

io Penerimaan Dana AlokasI Khusus XXX XXX

11 Penerimaan Dana OtonomI Khusus XXX XXX

12 Penerimaan Dana Penyesualan XXX XXX

13 Penerimaan Pendapatan Bag! Hasil Pajak XXX XXX

14 Penerimaan Bagi Hasil Lalnnya XXX XXX

15 Penerimaan Hibah XXX XXX

16 Penerimaan Dana Darurat XXX XXX

17 Penerimaan Lalnnya XXX XXX

18 Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa XXX XXX

19 Jumiah Arus Masuk Kas XXX XXX

20 Arus Keiuar Kas

21 Pembayaran Pegawai XXX XXX

22 Pembayaran Barang XXX XXX

23 Pembayaran Bunga XXX XXX

24 Pembayaran SubsidI XXX XXX

25 Pembayaran Hibah XXX XXX

26 Pembayaran Bantuan Sosial XXX XXX

27 Pembayaran Tak Terduga XXX XXX

28 Pembayaran Bagi Hasii Pajak XXX XXX

29 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi XXX XXX

30 Pembayaran Bagi Hasii Pendapatan Lainnya XXX XXX

31 Pembayaran Kejadian Luar Biasa XXX XXX

32 Jumiah Arus Keiuar Kas XXX XXX

33 Arus Kas Berslh dari Aktivitas Operas! XXX XXX

34 Arus Kas dari Aktivitas Investasl

35 Arus Masuk Kas

36 Pencalran Dana Cadangan x>o< XXX

37 Penjualan atas Tanah XXX XXX

38 Penjualan atas Peralatan dan Mesin XXX XXX

39 Penjualan atas Gedung dan Bangunan XXX XXX

40 Penjualan atas Jaian, Irigasi dan Jaringan XXX XXX

41 Penjualan Aset Tetap XXX XXX

42 Penjualan Aset Lainnya XXX XXX

43 Hasii Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan XXX XXX

44 Penerimaan Penjualan Investasl Non Permanen XXX XXX

45 Jumiah Arus Masuk Kas XXX XXX

46 Arus Keiuar Kas

47 Pembentukan Dana Cadangan XXX XXX

48 Perolehan Tanah XXX XXX

49 Perolehan Peralatan dan Mesin XXX XXX

50 Perolehan Gedung dan Bangunan XXX XXX

51 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX

52 Perolehan Aset Tetap Lainnya XXX XXX

53 Perolehan Aset Lainnya XXX XXX

54 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX XXX

55 Pengeluaran Pembelian Investasl Non Permanen XXX XXX

56 Jumiah Arus Keiuar Kas XXX XXX

57 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasl XXX XXX

58 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

59 Arus Masuk Kas

60 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat XXX XXX

61 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX

62 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank XXX XXX

63 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank XXX XXX

64 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi XXX XXX

65 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya XXX XXX

66 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara XXX XXX

67 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah XXX XXX

68 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX

69 Jumiah Arus Masuk Kas XXX XXX

70 Arus Keiuar Kas

71 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat XXX XXX

72 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX

73 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank XXX XXX

74 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank XXX XXX

75 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi XXX XXX

76 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya XXX XXX

77 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara XXX XXX

78 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah XXX XXX

79 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lalnnya XXX XXX

80 Jumiah Arus Keiuar Kas XXX XXX

81 Arus Kas Berslh dari Aktivitas Pendanaan XXX XXX

82 Arus Kas dari Aktivitas Transltorls

83 Arus Masuk Kas

84 Penerimaan Perhltungan Flhak Ketiga XXX XXX

85 Jumiah Arus Masuk Kas XXX XXX

86 Arus Keiuar Kas

87 Pengeluaran Perhltungan Flhak Ketiga (PFK) XXX XXX

88 Jumiah Arus Keiuar Kas XXX XXX

89 Arus Kas Berslh dari Aktivitas transltorls XXX XXX

90 Kenalkan/Penurunan Kas XXX XXX

91 Saldo Awal Kas dl BUD & Kas dl Bendahara Pengeluaran XXX XXX

92 Saldo AKhIr Kas dl BUD & Kas dl Bendahara Pengeluaran XXX XXX

93 Saldo Akhlr Kas dl Bendahara Penerimaan XXX XXX

94 Saldo Akhlr Kas XXX XXX
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(7) Membuat Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau
rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.
Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan
Keuangan antara lain:

•  Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas
Akuntansi;

•  Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro;
•  Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tshun

pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi
dalam pencapaian target;

•  Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk
diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian
penting lainnya;

•  Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disaj
pada lembar muka laporan keuangan;

•  Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Staadar
Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan djQam
lembar muka laporan keuangan; dan

•  Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang
wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka lapDran
keuangan.

Berikut ini merupakan contoh format Catatan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

dan

ikan
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan pen3rusunan laporan keuangan pemerintah
daerah

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah
daerah

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja
APBD

2.1 Ekonomi makro

2.2 Kebijakan keuangan

2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah
daerah

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang
telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang
ada dalam SAP pada pemerintah daerah

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah

5.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan
keuangan pemerintah daerah

5.1.1 Pendapatan - LRA

5.1.2 Belanja

5.1.3 Transfer

5.1.4 Pembiayaan

5.1.5 Pendapatan - LO

5.1.6 Beban

5.1.7 Aset

5.1.8 Kewajiban

5.1.9 Ekuitas Dana

5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan
belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk
entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis
akrual pada pemerintah daerah.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah

Bab VII Penutup
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2. SISTEM AKUNTANSI SKPD

a. Pencatatan Anggaran pada SKPD

Pencatatan anggaran pada SKPD merupakan tahap persiapan sistem
akuntansi pemerintah daerah. Pada tahap ini dilakukan pencajtatan
untuk merekam data anggaran yang akan membentuk estimasi
perubahan SAL. Estimasi perubahan SAL ini merupakan 'akun
perantara yang berguna dalam rangka pencatatan transaksi realisasi
anggaran.

1) Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi pendapatan
SKPD adalah:

a) Pengguna Anggaran

b) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
2) Langkah-Langkah Teknis

Berdasarkan dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD),

PPK-SKPD mencatat "Estimasi Pendapatan" di debit sebesar total
anggaran pendapatan, dan "Apropriasi Belanja" di kredit sebesar
total anggaran belanja. Selisih antara anggaran pendapatan dan
anggaran belanja dicatat "Estimasi Perubahan SAL" di debit. Atas
transaksi di atas, PPK-SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Estimasi Pendapatan xxx

Estimasi Perubahan SAL xxx

Apropriasi Belanja xxx

Akuntansi Pendapatan SKPD

1) Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi pendapatan
SKPD adalah:

a) PPKD

b) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
2) Langkah-Langkah Teknis

Bagian ini akan menjelaskan urutan prosedur yang harus dilakukan
oleh PPK SKPD dalam melakukan pencatatan transaksi pendapatan.
Transaksi pendapatan SKPD merupakan

pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ins^ansi
pemungut pajak terpisah dari bendahara umum daerah (BUD),
maka pajak daerah dianggarkan dan dicatat pada instansi tersebut.
Sebaliknya apabila pemungutan pajak dilakukan oleh pejabat
pengelolaan keuangan daerah (PPKD) selaku BUD, pajak daerah
dianggarkan dan dicatat oleh PPKD. Ilustrasi pencatatan dalam hal
instansi pemungut pajak terpisah dari PPKD disajikan se
berikut
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a) Pemungutan pajak dapat didahului dengan penerbitan Surat
Ketetapan Pajak Daerah maupun penyetoran langsung oleh
masyarakat. Terhadap kedua cara pemungutan tersebut
pengakuan pendapatan pajak dilakukan pada saat penyetoran
oleh Wajib Pajak ke Rekening Kas Daerah.

Langkah-langkah teknis

SKPD yang berwenang akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKP Daerah) terkait. Selain disampaikan kepada Wajib
Pajak (WP), SKP Daerah tersebut akan didistribusikan kepada
PPK-SKPD. SKP Daerah tersebut akan menjadi dokumen

sumber dalam mengakui pendapatan pajak daerah setelah

dilakukan pembayaran. Terhadap transaksi tersebut PPK-SKPD

mengakui pendapatan pajak dengan mencatat "Kas di

Bendahara Penerimaan" di debit dan "Pendapatan Pajak
Daerah-LO (sesuai rincian objek terkait)" dengan jurnal :

Kas di Bendahara Penerimaan XXX

Pendapatan Pajak Daerah ...-LO XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPD mencatat

"Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Pendapatan Pajak

Daerah -LRA (sesuai rincian objek terkait)" di kredit dengan
jurnal:

Estimasi Perubahan SAL XXX

Pendapatan Pajak Daerah ...-LRA xjpc

Atas pajak yang diterima tersebut akan dilakukan penyetoran

ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran

(STS). Berdasarkan STS tersebut, PPK-SKPD mencatat "RK

PPKD" di debit dan "Kas di Bendahara Penerimaan" di kredit

dengan jurnal:

RK PPKD XXX

Kas di Bendahara Penerimaan XXX

Pada akhir tahun terhadap SKP yang belum dilunasi, PPK SKPD

mencatat "Piutang Pajak Daerah (sesuai rincian objek terkait)" di

debit dan "Pendapatan Pajak Daerah- LO (sesuai rincian objek

terkait)" di kredit dengan jurnal:

Piutang Pajak Daerah ... XXX

Pendapatan Pajak Daerah - LO XXX
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b. Kelompok pendapatan retribusi untuk memenuhi kewajiban
dalam periode tahun berjalan, diakui ketika pembayarannya
telah diterima.

Langkah-langkah teknis

Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kemudian
akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP juga
menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mengakui pendapatan
dengan mencatat "Kas di Bendahara Penerimaan" di debit dan
"Pendapatan Retribusi Daerah - LO (sesuai rincian objek
terkait)" di kredit dengan jurnal:

Kas di Bendahara Penerimaan XXX

Pendapatan Retribusi Daerah... -LO XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi
pendapatan retribusi, PPK-SKPD mencatat "Estimasi Perubahan
SAL" di debit dan "Pendapatan Retribusi Daerah-LRA (sesuai
rincian objek terkait)" di kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL XXX

Pendapatan Retribusi Daerah -LRA XXX

Atas retribusi yang diterima tersebut akan dilakukan penyejfcoran
ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran
(STS). Berdasarkan STS
PPKD" di debit dan "Kas

dengan jumal:

tersebut, PPK-SKPD mencatat "RK

di Bendahara Penerimaan" di kredit

RK PPKD XXX

Kas di Bendahara Penerimaan XXX

Pada akhir tahun terhadap SKR yang belum dilunasi, PPK SKPD
mencatat "Piutang Retribusi Daerah (sesuai rincian objek
terkait)" di debit dan "Pendapatan Retribusi Daerah - LO (s esuai
rincian objek terkait)" di kredit dengan jurnal:

Piutang Retribusi Daerah. XXX

Pendapatan Retribusi Daerah.... - LO

c. Akuntansi Belanja dan Beban SKPD

1) Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi beban
adalah:

a) Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)
b) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
c) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
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2) Langkah-Langkah Teknis
a) Belanja dan Beban Pegawai

(1) Belanja dan Beban Pegawai Menggunakan Uang Persediaan
Bendahara Pengeluaran SKPD menyerahkan bukti transaksi
beban pegawai yang menggunakan uang persediaan.
Berdasarkan bukti transaksi tersebut, PPK-SKPD mencatat
jumal "Beban Pegawai-LQ" di debit dan "Kas di Bendahara
Pengeluaran" di kredit dengan jurnal;

Beban Pegawai-LQ xxx

Kas di Bendahara Pengeluaran xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran realisasi belanja
pegawai, PPK-SKPD mencatat "Belanja Pegawai" di debit
dan "Estimasi Perubahan SAL" di kredit dengan jumal:

Belanja Pegawai xxx

Estimasi Perubahan SAL xxx

(2) Belanja dan Beban Pegawai Menggunakan Mekanisme LS
Pengakuan beban pegawai yang menggunakan mekanisme
LS dilakukan berdasarkan SP2D LS. SP2D LS ini menjadi
dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat "Beban Pegawai - LO"
di debit dan "RK PPKD" di kredit dengan jurnal:

Beban Pegawai - LO xxx
RK PPKD XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi
belanja pegawai, PPK-SKPD mencatat "Belanja Pegawai" di
debit dan "Estimasi Pembahan SAL" di kredit dengan jumal:

Belanja Pegawai xxx
Estimasi Pembahan SAL xxx

Belanja Pegawai tersebut dicatat jumlah bmtonya, yaitu
nilai sebelum potongan-potongan. Berbagai potongan atas
Belanja Pegawai tidak dicatat oleh PPK-SKPD, karena akan
dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD.

(3) Pengajuan Ganti Uang

Pengakuan ganti uang persediaan dilakukan berdasarkan
SP2D GU. SP2D GU ini menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk
mencatat "Kas di Bendahara Pengeluaran" di debit dan "RK
PPKD" di kredit dengan jumal:

Kas di Bendahara Pengeluaran xxx

RK PPKD xxx
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b) Belanja dan Beban Barang dan Jasa
(1) Belanja dan Beban Barang Menggunakan Uang Persediaan

Bendahara Pengeluaran SKPD menyerahkan bukti transaksi
beban barang dengan menggunakan uang persediaan.
Pengakuan beban barang yang menggunakan uang
persediaan dilakukan berdasarkan bukti transaksi bpban
barang. Bukti transaksi ini menjadi dasar bagi PPK-SKPD
untuk mencatat "Beban Barang dan Jasa (sesuai rincian
objek terkait)" di debit dan "Kas di Bendahara Pengeluaran"
di kredit dengan jurnal:

Beban Barang dan Jasa xxx

Kas di Bendahara Pengeluaran xxx

Khusus untuk pengadaan harang dan jasa berupa belanja
bahan pakai habis, belanja bahan/material, PPK-SKPD
mencatat "Beban Persediaan" di debit dan "Kas di bendahara

Pengeluaran" di kredit dengan jurnal:

Beban Persediaan xxx

Kas di Bendahara Pengeluaran ^

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap reaJisasi
Jasabelanja, PPK-SKPD mencatat "Belanja Barang dan

(sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Estimasi
Perubahan SAL" di kredit dengan jurnal:

Belanja Barang dan Jasa .... xxx

Estimasi Perubahan SAL

(2) Belanja dan Beban Barang dan Jasa Menggunakan
Mekanisme LS

Pengakuan beban barang yang menggunakan mekanisme LS
dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang.
Berita Acara. Serah Terima Barang tersebut menjadi dasar
bagi PPK-SKPD untuk mencatat "Beban Barang dan Jasa
(sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Utang Belanja
Barang dan Jasa " di kredit dengan jurnal:

Beban Barang dan Jasa ... xxx

Utang Belanja Barang dan Jasa ... xxX

Selanjutnya dilaksanak^ proses penatausahaan untuk
pembayaran beban barang tersebut. Berdasarkan SP2D
pelunasan utang beban tersebut, PPK-SKPD mencatat
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"Utang Belanja Barang " di debit dan "RK PPKD" di kredit
dengan jurnal:

Utang Belanja Barang ... XXX

RK PPKD XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi
belanja, PPK-SKPD mencatat "Belanja (sesuai rincian objek
terkait)" di debit dan "Estimasi Pembahan SAL" di kredit
dengan jumal:

Belanja XXX

Estimasi Pembahan SAL XXX

Belanja barang tersebut dicatat berdasarkan nilai bruto.

(3) Pengajuan Ganti Uang
Pengakuan ganti uang persediaan dilakukan berdasarkan
SP2D GU. SP2D GU ini menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk
mencatat "Kas di Bendahara Pengeluaran" di debit dan "RK
PPKD" di kredit dengan jurnal:

Kas di Bendahara Pengeluaran XXX

RK PPKD XXX

(4) Transaksi pembayaran biaya sewa yang masa manfaatnya
lebih dari satu tahun anggaran

Apabila SKPD melakukan pembayaran sewa yang masa
manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran yang dicatat
dengan pendekatan beban oleh pemerintah daerah, PPK-
SKPD akan mencatat "Beban Sewa" untuk mencatat beban

tahun berkenaan dan "Beban Sewa Dibayar di Muka" untuk
mencatat sisanya di debit dan "RK PPKD" di kredit dengan
jurnal:

Beban Sewa XXX

Beban Sewa Dibayar di Muka XXX

RK PPKD XXX

c) Pengembalian Beban

Dalam kasus terjadi penerimaan kembali beban pada periode

berjalan dan mempengaruhi posisi kas, PPK-SKPD mencatat
"Kas di Bendahara Pengeluaran" di debit dan "Beban (sesuai

rincian objek yang terkait)" di kredit dengan jurnal:

Kas di Bendahara Pengeluaran XXX

Beban ... XXX
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Sebagai transaksi untuk mengkoreksi realisasi anggaran, F|PK-
SKPD mencatat "Estimasi Pembahan SAL" di debit dan "Bel^ja
(sesuai rincian objek terkait)" di kredit dengan jumal:

Estimasi Perubahan SAL XXX

Belanja ... XXX

Kasus pengembalian beban juga dapat terjadi pada belanja-
belanja yang terjadi di periode sebelumnya (pengemb^ian
dilakukan setelah laporan keuangan diterbitkan). Pada kasus
seperti ini harus diidentifikasi terlebih dahulu ap^ah
pengembalian terjadi pada belanja yang sifatnya berulang atau
tidak berulang.

Dalam hal pengembalian terjadi pada belanja yang sifa:nya
berulang, PPK-SKPD mencatat "RK PPKD" di debit dan "Beban
(sesuai rincian objek terkait)" di kredit dengan jumal:

RK PPKD XXX

Beban XXX

Sebagai transaksi; untuk mengkoreksi realisasi anggaran, PPK-
SKPD mencatat "Estimasi Pembahan SAL" di debit dan "Belanja
(sesuai rincian objek terkait)" di kredit dengan jumal:

Estimasi Pembahan SAL

Belanja „...

XXX

XXX

Dalam hal pengembalian belanja yang sifatnya tidak bem^.ang,
PPK-SKPD tidak melakukan pencatatan. Pencatatan dilakukan
oleh Fungsi Akuntansi PPKD dimana Fungsi Akuntansi I^PKD
mencatat "Kas di Kas Daerah" di debit dan "Pendapatan
Lainnya-LO" di kredit dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah XXX

Pendapatan Lainnya-LO XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD
mencatat "Estimasi Pembahan SAL" di debit dan "Pendapatan
Lainnya-LRA" di kredit dengan jurnal:

Estimasi Pembahan SAL XXX

Pendapatan Lainnya-LRA
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d. Akuntansi Aset SKPD

1) Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi aset SKPD
adalah:

a) Kuasa BUD

b) PPKD

c) Pengguna Barang

d) Pengelola Barang

e) Pejabat penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

2) Langkah-Langkah Teknis

a) Pembelian Aset Tetap

Dalam kasus pembelian aset tetap, berdasarkan bukti transaksi

berupa Berita Acara Penerimaan Barang, PPK-SKPD akan
membuat bukti memorial aset tetap yang kemudian diotorisasi
oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan bukti memorial aset

tetap ini, PPK-SKPD mencatat "Aset Tetap " di debit dan
"Utang Belanja Modal" di kredit dengan jurnal;

Aset Tetap XXX

Utang Belanja Modal XXX

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk
pembayaran perolehan aset tetap tersebut mulai dari pengajuan
SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan
SP2D tersebut PPK-SKPD akan mencatat "Utang Belanja Modal"
di debit dan "RK PPKD" di kredit dengan jurnal:

Utang Belanja Modal XXX

RK PPKD XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPD juga mencatat
"Belanja Modal (sesuai jenisnya)" di debit dan "Estimasi
Perubahan SAL" di kredit dengan jurnal:

Belanja Modal XXX

Estimasi Perubahan SAL XXX

Penghapusan Aset Tetap

Penghapusan aset tetap dapat terjadi karena penjualan, tukar-

menukar, hibah, penyertaan modal, pemusnahan atau karena

sebab-sebab lainnya.

Untuk penghapusan aset tetap karena penjualan surplus, PPK
SKPD akan mencatat "RK PPKD" dan "Akumulasi Penjoisutan"
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di debit serta "Surplus Penjualan Aset Non Lancar LO" dan
"Aset tetap (sesuai jenisnya)" sebesar nilai perolehannya di
kredit dengan jumal:

RK PPKD ■ XXX

Akumulasi Penyusutan xxx

Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO xxx

Aset tetap.■... 221

Sedangkan untuk penghapusan aset tetap karena pemusnahan
PPK-SKPD mencatat penghapusan aset tetap tersebut. Terhadap
kejadian diatas, PPK-SKPD mencatat "Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap....," dan "Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya -LO" di debit dan "Aset Tetap " di kredit dengan
jurnal:

Akumulasi Pen3nasutan Aset Tetap xxx
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO xxx

Aset Tetap xxx

Akuntansi Kewajiban SKPD
1) Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi kewajiban SKPD
adalah:

a) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
b) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

2) Langkah-Langkah Teknis
Ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian barang dan jasa
yang telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan, PPK-
SKPD akan mengakui adanya utang/kewajiban akibat transaksi
tersebut dengan mericatat "Beban...(sesuai rincian objek terkait)" di
debit dan "Utang Belanja" di kredit dengan jurnal:

Beban.... xxx

Utang Belanja ^ xxx

Dalam kasus pembelian aset tetap dan pelunasan belum dilakukan,
PPK-SKPD mencatat "Aset Tetap" di debit dan "Utang Belanja" di
kredit dengan jurnal: .

Aset Tetap j ^ xxx
Utang Belanja ^ xxx
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Pada saat SKPD melakukan pembayaran, maka PPK-SKPD mencatat

"Utang Belanja" di debit dan "Kas di Bendahara Pengeluaran" (untuk
kasus belanja menggunakan UP) atau "RK PPKD" (untuk kasus
belanja dengan mekanisme LS) di kredit dengan jumal:

Utang Belanja XXX

Kas di Bendahara Pengeluaran XXX

ATAU

Utang Belanja XXX

RK PPKD XXX

f. Jurnal Koreksi dan Penyesuaian SKPD

1) Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur jurnal penyesuaian dan

koreksi SKPD adalah:

a) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

b) Pihak yang Melakukan Stock Opname

2) Langkah-Langkah Teknis

a) Koreksi kesalahan pencatatan

Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan,
PPK-SKPD akan membuat bukti memorial yang akan diotorisasi

oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan bukti memorial yang
telah diotorisasi, PPK-SKPD langsung membuat pembetulan atas

jurnal yang salah catat tersebut. Misal, transaksi beban/belanja
telepon dicatat pada beban/belanja listrik. Untuk melakukan

koreksi atas kesalahan tersebut, PPK-SKPD mencatat "Beban

Jasa Telepon" di debit dan "Beban Jasa listrik" di kredit dengan
jurnal:

Beban Jasa Telepon XXX

Beban Jasa Listrik XXX

Sebagai transaksi realisasi

"Belanja telepon" di debit dan

jurnal:

anggaran, PPK-SKPD mencatat

"Belanja listrik" di kredit dengan

Belanja telepon XXX

Belanja listrik XXX

b) Pengakuan persediaan

Apabila SKPD melakukan transaksi persediaan dengan

pendekatan beban dan metode periodik, maka pada akhir

periode sebelum menyusun laporan keuangan, secara rutin
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c)

akan dilakukan stock opname setiap akhir periode untuk
mengetahui sisa persediaan yang dimiliki. Berdasarkan bsrita
acara stock opname, PPK-SKPD mencatat "Persediaan... (sesuai
jenisnya)" di debit dan "Beban Barang dan Jasa (setesar
persediaan yang ada di akhir periode)" di kredit dengan jurnal:

Persediaan XXX

Beban Barang dan Jasa XXX

Jurnal penyusutan

Berdasarkan daftar barang dan kebijakan akuntansi yang

dimiliki oleh Pemerintah Daerah, PPK-SKPD pada akhir tehun

akan membuat bukti memorial yang kemudian akan diotonisasi
oleh Pengguna Anggaran untuk mengakui depresiasi ktau
penyusutan atas aset tetap yang dimiliki. PPK-SKPD men(iatat
"Beban Penyusutan..." di debit dan "Akumulasi Pen3msutaiji" di
kredit dengan jumal;

Beban Penyusutan ... XXX

Akumulasi Penyusutan XXX

d) Penyesuaian Beban Jasa Dibayar di Muka

Apabila SKPD telah mencatat transaksi pengadaan barang
jasa untuk beberapa tahun seperti pembayaran
Pemerintah Daerah perlu membuat jurnal penyesuaian pada
akhir tahun untuk menyesuaikan beban tersebut. Pada a^ir
tahun berikutnya, berdasarkan Surat Perjanjian Sewa,
SKPD akan membuat bukti memorial yang kemudian dkan
diotorisasi oleh Pengguna Anggaran untuk penyesuaian beban
sewa. PPK-SKPD akan mencatat "Beban Sewa" di debit

"Beban Jasa dibayar dimuka" di kredit dengan jurnal:

dan

sewa,

pada

s^khir
|PK-
kan

:ban

dan

Beban Sewa XXX

Beban Jasa dibayar dimuka XXX

Jurnal, Buku Besar dan Neraca Saldo SKPD

1) Jurnal

Sebagai entitas akuntansi, SKPD melakukan proses akuntansi yang
dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan Laporan
Keuahgan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh PPK-
sesuai dengan dokumen transaksinya ke dalam buku jurnal. Fotmat
buku jurnal yang digunakan adalah sebagai berikut:
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PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA.

BUKU JURNAL

SKPD: Halaman:

Tanggal
Nomor

Bukti

Kode

Rekening
Uraian Debit Kredit

1 2 3 4 5 6

xxxx,

PPK SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

Cara pengisian:

a. Kolom 1 diisi tanggal transaksi atau tanggal yang terdapat dalam
bukti transaksi.

b. Kolom 2 diisi nomor bukti yang sesuai, misalnya SP2D, kuitansi,
STS, Tanda Bukti Pembayaran, dan sebagainya.

c. Kolom 3 diisi kode rekening yang sesuai, dimulai dari kode urusan,

organisasi, program, kegiatan, hingga rincian obyeknya. Misalnya
kode rekening untuk belanja telepon pada Dinas Pendapatan
adalah :

1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.01

1.07 Kode urusan

1.07.01 Kode organisasi

01.02 Kode Program 85 Kegiatan

5.2.2.03.01 Rincian obyek belanja

d. Kolom 4 diisi uraian kode rekening, misalnya "Belanja Telepon",

e. Kolom 5 diisi jumlah rupiah yang dijurn^ di debit.

f. Kolom 6 diisi jumlah rupiah yang dijurnal di kredit.

2) Buku Besar
Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jurnal
adalah posting ke buku besar. Dalam tahap ini, PPK-SKPD mem-
posting atau memindahkan setiap akun beserta jumlahnya dari buku
jurnal ke buku besar masing-masing akun. Format buku besar yang
digunakan adalah sebagai berikut:
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.
BUKU BESAR

SKPD

KODE REKENING

NAMA REKENING

PAGU APBD

PAGU PERUBAHAN APBD

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Salelo

1 2 3 4 5 6

, tanggal

PPK SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Cara pengisian:

a. SKPD diisi dengan nama Dinas/Badan/Kantor yang bersangkutan.

b. Kode Rekening diisi dengan kode rekening yang sesuai, dirtiulai
dari kode urusan, organisasi, program, kegiatan, hingga rincian
obyeknya. Misalnya kode rekening untuk belanja telepon pada
Dinas Pendapatan adalah:

1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.01

1.07

1.07.01

01.02

5.2.2.03.01

Kode urusan

Kode organisasi

Kode Program 85 Kegiatan

Rincian obyek belanja

c. Nama Rekening diisi dengan nama/uraian kode rekening sesuai
kode rekeningnya.

d. Pagu APBD diisi dengan pagu pendapatan/belanja sesuai dengan
jumlah yang terdapat dalam DPA Dinas/Badan/Kantor. Untuk
aset, kewajiban, dan ekuitas dana, nilai Pagu APBD ini dapat
dikosongkan.

e. Pagu Perubahan APBD diisi dengan pagu pendapatan/belanja
sesuai dengan jumlah yang terdapat dalam DPA Perubahan
Dinas/Badan/Kantor. Untuk; aset, kewajiban, dan ekuitas dana,
nilai Pagu Perubahan APBD ini dapat dikosongkan.

62



f. Kolom 1 diisi tanggal transaksi atau tanggal yang terdapat dalam
jurnal yang bersangkutan.

g. Kolom 2 diisi penjelasan seperlunya terkait dengan jurnal yang
diposting.

h. Kolom 3 diisi referensi, atau dari buku jurnal halaman berapa
jumal yang diposting tersebut.

i. Kolom 4 diisi jumlah rupiah sesuai dengan yang ada di jurnal
kolom debit.

j. Kolom 5 diisi jumlah rupiah sesuai dengan yang ada di jurnal
kolom kredit.

k. Kolom 6 diisi saldo akumulasi.

3) Neraca Saldo

Pada setiap akhir periode akuntansi, atau sesaat sebelum
penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD menyusun Neraca Saldo.
Neraca Saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh kode rekening
beserta saldonya pada tanggal tertentu. Format Neraca Saldo yang
digunakan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.

NERACA SALDO PER TANGGAL

SKPD Halaman.

Kode Rekening Nama Rekening
Jumlah

Debit Kredit

1 2 3 4

, tanggal.

PPK SKPD

(tanda tangan)

fnama lengkap)

NIP.

Cara pengisian:

a. Tanggal diisi dengan tanggal Neraca Saldo disusun

b. SKPD diisi dengan nama Dinas/Badan/Kantor yang bersangkutan.

c. Kolom 1 diisi kode rekening setiap buku besar.

d. Kolom 2 diisi nama/uraian kode rekening sesuai kode
rekeningnya.
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e. Kolom 3 diisi jumlah saldo buku besar yang memiliki saldo akhir
debit.

f. Kolom 4 diisi jumlah saldo buku besar yang memiliki saldo akhir
kredit.

h. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1) Ketentuan Umum
Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat SKPD dihasilkan
melalui proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh PPK-SKPD.
Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi
keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan.

Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, terdapat 5 Laporan Keuangan yang dibuat oleh
SKPD, yaitu:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b) Neraca;

c) Laporan Operasional (LO);

d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Bagan berikut ini menunjukkan proses penyusunan Laporan
Keuangan SKPD:

Mengisi
Neraca Saldo

Sebelum

Menyiapkan Kertas Kerja

Membuat

Jurnal

penyesuaian

Membuat

Neraca Saldo

Setelah0

Men5rusun LRA,Q membuat jurnal
penutup LRA dan

NS Setelah

Penutupan LRA

Menyusun Laporan Keuangan

Menyusun LO,
membuat jumal
penutup LO dan
NS Setelah

Penutupan LO

0
Menyusun
Laporan j

Perubahan ^
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2) Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan
keuangan adalah :

a) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

b) Pengguna Anggaran

3) Langkah-Langkah Teknis

a) Menyiapkan Kertas Kerja

PPK-SKPD men5dapkan kertas kerja (worksheet) sebagai alat
untuk menyusun Laporan Keuangan. Kertas kerja adalah alat

bantu yang digunakan dalam proses pembuatan Laporan
Keuangan. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses
pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual.

Penggunaan format dalam hal ini disesuaikan dengan
kebutuhan yang berkembang. Informasi minimal yang hams ada
pada format kertas kerja adalah sebagai berikut:

Kode

Rekening
Uraian

Neraca

Saldo (NS)
Penyesuaian

NS Setelah

Penyesuaian

D K D K D K

(1) Mengisi Neraca Saldo sebelum penyesuaian

PPK-SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar
menjadi neraca saldo. Angka-angka neraca saldo tersebut
diletakkan di kolom "Neraca Saldo" yang terdapat pada
Kertas Kerja.

(2) Membuat Jurnal Penyesuaian

PPK-SKPD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat
dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada
akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi
yang bersifat akmal. Jurnal penyesuaian tersebut
diletakkan dalam kolom "Penyesuaian" yang terdapat pada
Kertas Kerja.

Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan
untuk:

(a) Koreksi kesalahan/Pemindahbukuan

(b) Pencatatan jurnal yang belum dilakukan

(c) Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya
pada akhir tahun
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(3) Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

PPK-SKPD melakukan penyesuaian atas neraca saldo

berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat

sebelumnya. Nilai yang telah disesuaikan diletakkan pada
kolom "Neraca Saldo Setelah Penyesuaian" yang terdapat
pada Kertas Kerja.

b) Menjnisun Laporan Keuangan

(1) Menyusun LRA, membuat jurnal penutup LRA, dan Neraca
Saldo setelah Penutupan LRA

Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan,

Akuntansi SKPD mengidentifikasi akun-akun yang terraasuk

dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan kemudian
disajikan dalam "Laporan Realisasi Anggaran".

Bersamaan dengan pembuatan LRA, Akuntansi SKPD juga

membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah

membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0. Berikut ini contoh

jurnal penutup LRA

Jurnal Penutup untuk menutup jurnal penganggaran

yang dibuat di awal tahun anggaran

Apropriasi Belanja xxx

Estimasi Perubahan SAL xxx

Estimasi Pendapatan xxx

(b) Jurnal Penutup untuk realisasi anggaran, ditutup
akun surplus/defisit-LRA

pada

Pendapatan-LRA xxx

Belanja xxx

Surplus / Defisit-LRA xxx

(c) Jurnal Penutup untuk menutup akun surplus/defisit-
LRA pada akun Estimasi Perubahan SAL yang terbentuk
selama transaksi.

Surplus/Defisit-LRA xxx

Estimasi Perubahan SAL xxx

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi

SKPD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.
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Berikut ini adalah format LRA pendapatan dan belanja
SKPD.

PENIERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

SKPD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO. URAIAN
Anggaran

20X1

RealisasI

20X1
(%)

Realisasi

20X0

1 PENDAPATAN

2 PENDAPATAN ASLI DAERAH

3

4

5

Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah

Lain-lain PAD yang Sah

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

xxx

XXX

xxx

xxx

xxx

6 Jumlah Pendapatan Asli Daerah XXX XXX xxx xxx

7

8 JUMLAH PENDAPATAN XXX XXX xxx xxx

9

10 BELANJA

11 BELANJA OPERAS!

12

13

Belanja Pegawal

Belanja Barang
XXX

XXX

XXX

XXX

xxx

xxx

xxx

xxx

14 Jumlah Belanja Operas! XXX XXX xxx xxx

16

16 BELANJA MODAL

17

18

19

20

21

22

Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin

BelanJa.Gedung dan Bangunan

Belanja Jalan, IrlgasI dan Jaringan

Belanja AsetTetap Lalnnya
Belanja Aset Lalnnya

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXK

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

23 Jumlah Belanja Operas! XXX XXX xxx xxx

24

2b JUMLAH BELANJA XXX XXX xxx xxx

26

27 SURPLUS/DERSIT XXX XXX xxx xxx

(2) Menyusun LO, jurnal penutup LO dan Neraca Saldo setelah
Penutupan LO

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA,
Akuntansi SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk
dalam komponen Laporan Operasional untuk kemudian
disajikan dalam Laporan Operasional.

Bersamaan dengan pembuatan LO, Akuntansi SKPD juga
membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah
membuat nilai- akun-akun LO menjadi 0.

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi
SKPD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO.
Berikut ini contoh jurnal penutup LO.

Pendapatan-LO xxx

Surplus / Defisit... -LO xxx

Beban xxx
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA

SKPD

LAPORAN OPERASIONAL

UNTTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAIDENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah)

No URAIAN 20X1 20X0

Kenalkan/

Penurunan (%)

KEGIATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Lain-lain PAD yang Sah •

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

BEBAN

BEB>^ OPERASI
Beban Pegawai
Beban Barang Jasa
Beban Bunga
Beban Subsisdi

Beban Hibah

Beban Bantuan Sosial

Beban Penyusutan

Beban Lain-lain

Jumlah Beban Operas!

JUMLAH BEBAN

SURPLUS/DEFISIT-LO

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

(3) Menjoisun Neraca, membuat jurnal penutup akhir, dan
Neraca Saldo akhir

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Akuntansi

SKPD membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan

Neraca, Akuntansi SKPD membuat jurnal penutup akhir
untuk menutup akun Surplus (Defisit) - LO ke akun
Ekuitas. Berilcut ini contoh jurnal penutup akhir.

Surplus/Defisit.. .-LO XXX

Ekuitas XIP"

Kemudian, setelah membuat jurnal penutup akhir,
Akuntansi SKPD menjrusun Neraca Saldo Akhir. Neraca
Saldo Akhir ini akan menjadi Neraca Awal untuk periode
akuntansi yang selanjutnya.

Berikut ini merupakan contoh format Neraca S^PD
Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA

SKPD

NERACA

PER 31 DESEMBER20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No. Uraian 20X1 20X0

1

O

ASET

3 ASET LANCAR

4 Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX

5 Kas di Bendahara Penerimaan XXX XXX

6 Plutang Pajak Daerah XXX XXX

7 Plutang RetribusI Daerah XXX XXX

8 Penylsihan Plutang XXX XXX

9 Beianja di Bayardi muka XXX XXX

10 Bagian Lancar Tagihan Penjuaian Angsuran XXX XXX

11 Bagian LancarTunlutan Ganf Kerugian XXX XXX

12 Pjutang Lainnya XXX XXX

13 Persediaan XXX XXX

14 Jumlah Aset Lancar XXX XXX

15

16 ASET TETAP

17 Tanah XXX XXX

18 Peraiatandan Mesin XXX XXX

19 Gedung dan Bangunan XXX XXX

20 Jalan, irigasi dan Jaringan XXX XXX

21 Aset Tetap Lainnya XXX XXX

22 Konstruksi Daiam Pengetjaan XXX XXX

23 Akumuiasi Penyusutan XXX XXX

24 Jumlah Aset Tetap XXX XXX

25

26 ASET LAINNYA

27 Tagihan Penjuaian Angsuran XXX XXX

28 Tuntutan Ganti Kenjgian XXX XXX

29 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga XXX XXX

30 AsetTak Berwujud XXX XXX

31 Aset Lain-iain XXX XXX

32 Jumlah Aset Lainnya XXX XXX

33

34 JUMLAH ASET XXX XXX

35

36 KEWAJIBAN

37

38 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

39 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) XXX XXX

40 Pendapatan Diterima Dimuka XXX XXX

41 Utang Beianja XXX XXX

42 Utang Jangka Pendek Lainnya XXX XXX

43 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek XXX XXX

44 ■  JUMLAH KEWAJIBAN XXX XXX

45

46 EKUITAS

47

48 EKUITAS

49 Ekuitas XXX XXX

50 RK r'kPPKD XXX XXX

51 JUMLAH EKUITAS xx'x XXX

52

53 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS XXX XXX
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(4) Menyusun Laporan Pembahan Ekuitas
Selanjutnya, Akuntansi SKPD membuat Laporan Pembahan
Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data
pembahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya
diperoleh dari Laporan Opersional yang telah dibuat
sebelumnya. Laporan Pembahan Ekuitas ini £tkan
menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD.
Berikut ini mempakan contoh format Laporan Pembahan
Ekuitas SKPD.

PEMERINTAHPROVINSI/KABUPATEN/KOTA

SKPD

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIRSAMPAIDENGAN 31 DESEMBER20X1 DAN 20X0

NO URAIAN 20X1 20X0

EKUITAS AWAL

SURPLUS/DEFISrr-LO

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUAKAN/KESALAHAN MENDASAR:
KOREKSINILAIPERSEDIAAN

SELISIH REVALUASI ASETTETAP
LAIN-LAIN

EKUITAS AKHIR

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

dan

(5) Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas,Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif
atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Pembahan SAL, Laporan
Operasional, Laporan Pembahan Ekuitas, Neraca, dan
Laporan Ams Kas. Hal-hal yang diungkapkan di c:alam
Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:
(a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas

Akuntansi;

(b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan
ekonomi makro;

(c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun
pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi
dalam pencapaian target;

(d) Informasi tentang dasar periyusunan laporan keu^g^
dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk
diterapkan atas transakshtransaksi dan kejadian-
kejadian penting lainnya. Rincian dan penjelasan
masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka
laporan keuangan;,

(e) Informasi: yang dihamskan oleh Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam
lembar muka laporan keuangan; dan

(f) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang
wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka k.poran
keuangan;
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Berikut ini merupakan contoh format Catatan atas Laporan
Keuangan SKPD Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SKPD

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang
telah ditetapkan

Bab III Perijelesan pos-pos laporan keuangan SKPD
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3.1.4 Aset
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TENTANG

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA
PEMERINTAH DAERAH

BAGAN AKUN STANDAR

PEMERINTAH DAERAH

Kode Akun Uraian Akun

1 ASBT

1 1 ASBT LANCAR

1 1 1 Kaa dan Setara Kas

1 1 1 01 Kas di Kas Daerah

1 1 1 01 01 Kas di Kas Daerah

1 1 1 02 Kas di Bendahara Penerimaan

1 1 1 02 01 Kas di Bendahara Penerimaan

1 1 1 03 Kas di Bendahara Pengeluaran

1 1 1 03 01 Kas di Bendahara Pengeluaran

1 1 1 04 Kas di BLUD

1 1 1 04 01 Kas di BLUD

1 1 1 05 Kas Lainnya

1 1 1 05 01 Kas Lainnya

1 1 1 06 Setara Kas

1 1 1 06 01 Setara Kas...

1 1 1 06 02 Dst

1 1 2 Investasl Jangka Pendek

1 1 2 01 Investasi dalam Saham

1 1 2 01 01 Investasi dalam Saham....

1 1 2 01 02 Dst

1 1 2 02 Investasi dalam Deposito

1 1 2 02 01 Deposito Jangka Pendek

1 1 2 03 Investasi dalam SUN

1 2 03 01 Investasi dalam SUN

1 2 04 Investasi dalam SBI

1 2 04 01 Investasi dalam SBI

1 2 05 Investasi dalam SPN

1 1 2 05 01 Investasi dalam SPN

1 1 2 06 Investasi Jangka Pendek BLUD
1 1 2 06 01 Investasi Jangka Pendek BLUD

1 1 2 07 Investasi Jangka Pendek Lainnya
1 1 2 07 01 Investasi Jangka Pendek Lainnya

1 1 3 Piutang Pendapatan

1 1 3 01 Piutang Paiak Daerah

1 1 3 01 01 Piutang Paiak Kendaraan Bermotor

.  1 1 3 01 02 Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

1 1 3 01 03 Piutang Paiak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

1 1 3 01 04 Piutang Paiak Air Permukaan

1 1 3 01 05 Piutang Paiak Rokok

1 1 3 01 06 Piutang Paiak Hotel

1 1 3 01 07 Piutang Paiak Restoran

1  . 1 3 01 08 Piutang Paiak Hiburan
1 1 3 01 09 Piutang Paiak Reklame
1 1 3 01 10 Piutang Paiak Penerangan Jalan

1 1 3 01 11 Piutang Paiak Parkir

1 1 3 01 12 Piutang Paiak Air Tanah

1 1 3 01 13 Piutang Paiak Sarang Burung Walet

1 1 3 01 14 Piutang Paiak Mineral Bukan Logam dan Batuan

1 1 3 01 15 Piutang Paiak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
1 1 3 01 16 Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

1 1 3 02 Piutang Retribusi

1 3 02 01 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan
1 1 3 02 02 Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
1 1 3 02 03 Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil



1 1 3 02 04 Piutang Retribusi Pelavanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

1 1 3 02 05 Piutang Retribusi Pelavanan Parkir di Tepi Jalan Umum

1 1 3 02 06 Piutang Retribusi Pelavanan Pasar

1 1 3 02 07 Piutang Retribusi Penguiian Kendaraan Bermotor
1 1 3 02 08 Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

1 1 3 02 09 Piutang Retribusi Penggantian Biava Cetak Peta
1 1 3 02 10 Piutang Retribusi Penvediaan dan/atau Penvedotan Kakus
1 1 3 02 11 Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair

1 1 3 02 12 Piutang Retribusi Pelavanan Tera/Tera Ulang [

1 1 3 02 13 Piutang Retribusi Pelavanan Pendidikan

1 1 3 02 14 Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
1 1 3 02 15 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

1 1 3 02 16 Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
1 1 3 02 17 Piutang Retribusi Tempat Pelelangan
1 1 3 02 18 Piutang Retribusi Terminal

I 1 3 02 19 Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir I

1 1 3 02 20 Piutang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa I
1 1 3 02 21 Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan I

1 1 3 02 22 Piutang Retribusi Pelavanan Kepelabuhan I
1 1 3 02 23 Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga I

1 1 3 02 24 Piutang Retribusi Penvebrangan Air

1 1 3 02 25 Piutang Retribusi Peniualan Produksi Usaha Daerah

1 1 3 02 26 Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan I

1 1 3 02 27 Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol |
1 1 3 02 28 Piutang Retribusi Izin Gangguan 1

1 1 3 02 29 Piutang Retribusi Izin Trayek 1

1 1 3 02 30 Piutang Retribusi Izin Perikanan 1

1 1 3 02 31 Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas 1

1 1 3 02 32 Piutang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekeriakan Tenaga Keria Asing (IMTA) I
f

1 1 3 03 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |.
1 1 3 03 01 Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD I
1 1 3 03 02 Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN 1
1 1 3 03 03 Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta 1

1 1 3 03 04 Dst 1

1 1 3 04 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

1 1 3 04 01 Piutang Jasa Giro

1 1 3 04 02 Piutang Bunga deposito 1

1 . 3 04 03 Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah I

1 3 04 04 Piutang Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah 1

1 3 04 05 Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekcijaan
1 3 04 06 Piutang Denda Paiak

1 1 3 04 07 Piutang Denda Retribusi

1 1 3 04 08 Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan
1 1 3 04 09 Piutang dari Pengembalian

1 1 3 04 10 Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

1 1 3 04 11 Piutang dari Angsuran/Cicilan Peniualan

1 1 3 04 12 Piutang Zakat *

1 1 3 04 13 Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

1 1 3 04 14 Piutang BLUD

1 3 04 15 Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan |

1 1 3 04 16 Piutang Hasil dari pengelolaan dana bergulir 1

1 1 3 04 17 Dst 1
1

1 1 3 05 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 1

1 1 3 05 01 Piutang Bagi Hasil Paiak

1 1 3 05 02 Piutang Bagi Hasil Bukan Paiak/Sumber Daya Alam
1 1 3 05 03 Dst

1 1 3 06 Piutang Transfer Pemerintah Lainnva

1 1 3 06 01 Piutang Transfer Dana BOS Kurang Salur

1 1 3 06 02 Dst

1 1 3 07 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

1 1 3 07 01 Piutang Transfer Bagi Hasil Paiak Daerah

1 1 3 07 02 Piutang Transfer Lainnya

1 1 3 07 03 Dst

1 1 3 08 Piutang Pendapatan Lainnya

1 1 3 08 01 Piutang Pendapatan Lainnya

1 1 3 08 02 Dst

1 1 4 Piutang Lainnya

1 1 4 01 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
1 1 4 01 01 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

1 1 4 01 02 Dst 1

1

1 1 4 02 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya

1 1 4 02 01 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara
1 1 4 02 02 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah
1 1 4 02 03 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah

1 1 4 02 04 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

1 1 4 02 05 Dst

1 1 4 03 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran



1 1 4 "03 01-:Baflian Lancar Tagihan Peniualan Angsuran PenJualaji Pufnah pinas Pae^ Golongan III
1 1 4 03 02 Bagian Lancar Tagihan Peniualan Angsurah Perijud^ Kendaraan Perorangari Dinas
1 1 4 03 03 Dst

1 1 4 04 Bagian lancar Tuntutan Ganti Kenigian Daerah

1 1 4 04 01 Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara

1 1 4 04 02 Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara

1 1 4 05 Uang Muka

1 1 4 05 01 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa

1 1 4 05 02 Dst

1 1 5 Penylslhan Piutang

1 1 5 01 Penvisihan Piutang Pendapatan

1 1 5 01 01 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

1 1 5 01 02 Penvisihan Piutang Retribusi

1 1 5 01 03 Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1 1 5 01 04 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

1 1 5- 01 05 Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

1 1 5 01 06 Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

1 1 5 01 07 Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya

1 1 5 01 08 Dst

1 1 5 02 Penyisihan Piutang Lainnya

1 1 5 02 01 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

1 1 5 02 02 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Paniang kepada Entitas Lainnya

1 1 5 02 03 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

1 1 5 02 04 Penvisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian

1 1 5 02 05 Penyisihan Uang Muka

1 1 5 02 06 Dst

1 1 6 Beban Dibayar Dlmuka

1 1 6 01 Beban Pegawai Dibayar Dlmuka

1 1 6 01 01 Beban Gaji dan Tuniangan Dibayar Dimuka

1 1 6 01 02 Beban Tambahan Penghasilan PNS Dibayar Dimuka

1 1 6 01 03 Dst

1 1 6 02 Beban Barang Dibayar Dimuka

1 1 6 02 01 Beban Barang Dibayar Dimuka

1 1 6 02 02 Dst

1 1 6 03 Beban Jasa Dibayar Dimuka

1 1 6 03 01 Beban Jasa Dibayar Dimuka

1 1 6 03 02 Beban Sewa Dibayar Dimuka

1 1 6 03 03 Dst

1 1 6 04 Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka

1 1 6 04 01 Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka

1 1 6 04 02 Dst

1 6 05 Beban Lainnya

1 1 6 05 01 Beban Lainnya

1 1 6 05 02 Dst

1 1 7 Persedlaan

1 1 7 01 Persediaan Bahan Pakai Habis

1 1 7 01 01 Persediaan Alat Tulis Kantor

1 1 7 01 02 Persediaan Dokumen/Administrasi Tender

1 1 7 01 03 Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kisiing)
1 7 01 04 Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya

1 1 7 01 05 Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1 1 7 01 06 Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas

1 1 7 01 07 Persediaan Isi tabung pemadam kebakaran

1 1 7 01 08 Persediaan Isi tabung gas

1 1 7 01 09 Dst

1 1 7 02 Persediaan Bahan/Material

1 1 7 02 01 Persediaan Bahan baku bangunan

1 1 7 02 02 Persediaan Bahan/bibit tanaman

1 1 7 02 03 Persediaan Bibit temak

1 1 7 02 04 Persediaan Bahan obat-obatan

1 1 7 02 05 Persediaan Bahan lamia

1 1 7 02 06 Persediaan Bahan Makanan Pokok

1 1 7 02 07 Dst

1 1 7 03 Persediaan Barang Laiimya

1 1 7 03 01 Persediaan Barang Yang Akan di Berikan Kepada Pihak Ketiga

1 1 7 03 02 Dst !,

1 1 8 Aset Untuk Dlkonsolldaslkan

1 1 8 01 RKSKPD

1 1 8 01 01 RK SKPD

1 1 8 01 02 Dst



1 7, INVESTASl JANGKA PANJANG

1 2 1 Investasi JanKk& Pan{ane Non Pemanen

1 9 1 01 Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
1 9 1 01 01 Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara

1 9 1 01 02 Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah

1 9 1 01 03 Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta
1 9 1 01 04 Dst

1 2 1 02 investasi dalam Obligasi 1

1 9 1 02 01 Investasi dalam Obligasi

1 9 1 02 02 Dst

1 9 1 03 Investasi dalam Proyek Pembangunan

1 9 1 03 01 Investasi dalam Proyek Pembangunan

1 9 1 03 02 Dst

1 9. 1 04 Dana Berpulir

1 9 1 04 01 Dana Bergulir

1 9 1 04 02 Dst

1 9 1 05 Deposito Jangka Paniang

1 9 1 05 01 Deposito Jangka Paniang

1 9 1 05 02 Dst

1 2 1 06 Investasi Non Permanen Lainnya

1 9 1 06 01 Investasi Non Permanen Lainnya

1 9 1 06 02 Dst

1 2 2 Investasi Jangka PanJang Permanen

1 2 2 01 Penyert«nti Modal Pemerintah Daerah

1 9 9 01 01 Penyertaan Modal Kepada BUMN

1 9 9 01 09 Penyertnnn Modal Kepada BUMD

1 2 2 01 03 Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta
1 9 9 01 04 Dst

1 9 2 02 Investasi Permanen Lainnya

1 9 9 02 01 Investasi Permanen Lainnya

1 9 9 09 02 Dst

1 3 abet tetap

3 1 Tanah

1 3 01 Tanah Perkampungan

1 3 01 01 Tanah Kampung

1 3 01 02 Tanah Emplasmen

1 3 01 03 Tanah Kuburan

1 3 01 04 Dst

1 3 02 Tanah Pertanian

1 3 02 01 Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami 1

1 3 02 02 Tanah Tegalan 1
1 3 1 02 03 Tanah Ladang 1
1 3 1 02 04 Dst 1

1

r 3 1 03 Tanah Perkebunan 1.

1 3 1 03 01 Tanah Perkebunan 1
1 3 1 03 02 Dst 1 .

1

1 3 1 04 Kebun Campuran 1
1 3 1 04 01 Bidang Tanah Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan 1
1 3 1 04 02 Tumbuh Liar BercampurJenis Lain 1

1 3 1 04 03 Dst 1.
1

1 3 1 05 Hutan

1 3 1 05 01 Hutan Lebat

1 3 1 05 02 Hutan Belukar

1 3 1 05 03 Hutan Tanaman Jenis

1 3 1 05 04 Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa

1 3 1 05 05 Hutan Untuk Penggunaan Khusus

3 1 05 06 Dst

1

1 3 1 06 Kolam Ikan

1 3 1 06 01 Tambak

1 3 1 06 02 Air Tawar

1 3 1 06 03 Dst

1 3 1 07 Danau/Rawa

1 3 I 07 01 Danau

1 3 1 07 02 Rawa

1 3 1 08 Tanah Tandus/Rusak

1 3 1 08 01 Tanah Tandus



1 3 08 02 Tanah Rusak

1 3 1 09 Alang-alang dan Padang Rumput

1 3 1 09 01 Alang-alang

1 3 1 09 02 Padang Rumput

1 3 1 10 Tanah Pengguna Lain

1 3 1 10 01 Tanah Pengguna Lain

1 3 1 10 02 Dst

1 3 1 11 Tanah Untuk Bangunan Gedung

1 3 1 11 01 Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal

1 3 1 11 02 Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan

1 3 1 11 03 Tanah Untuk Bangunan Industri

1 3 1 11 04 Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa

1 3 1 11 05 Tanah Kosong

1 3 1 11 06 Tanah Petemakan

1 3 1 11 07 Tanah Bangunan Pengairan

1 3 1 11 08 Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan

1 3 1 11 09 Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst

1 3 1 11 10 Dst

1 3 1 12 Tanah Pertambangan

1 3 1 12 01 Pertambangan

1 3 1 12 02 Dst

1 3 1 13 Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung

1 3 1 13 01 Tanah Lapangan Olah Raga

1 3 1 13 02 Tanah Lapangan Parkir

1 3 1 13 03 Tanah Lapangan Penimbun Barang

1 3 1 13 04 Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam

1 3 1 13 05 Tanah Lapangan Penguiian/Pengolahan

1 3 1 13 06 Tanah Lapangan Terbang

1 3 1 13 07 Tanah Untuk Bangunan Jalan

1 3 1 13 08 Tanah Untuk Bangunan Air

1 3 1 13 09 Tanah Untuk Bangunan Instalasi

1 3 1 13 10 Tanah Untuk Bangunan Jaringan

1 3 1 13 11 Tanah Untuk Bangunan Bersejarah

1 3 1 13 12 Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga

1 3 1 13 13 Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah

1 3 1 13 14 Dst

1 3 2 Peralatan dan Mesin

1 3 2 01 Alat-Alat Besar Darat

1 3 2 01 01 Tractor

1 3 2 01 02 Grader

•1 3 2 01 03 Excavator

1 3 2 01 04 Pile Driver

1 3 2 01 05 Hauler

1 3 2 01 06 Asphal Equipment

1 3 2 01 07 Compacting Equipment

1 3 2 01 08 Aggregate $ Concrete Equipment
1 3 2 01 09 Loader

1 3 2 01 10 Alat Pengangkat

1 3 2 01 11 Mesin Proses

1 3 . 2 01 12 Dst

1 3 2 02 Alat-Alat Besar Apung

1 3 2 02 01 Dredger

1 3 2 02 02 Floating Excavator

1 3 2 02 03 Amphibi Dredger
1 3 2 02 04 Kapal Tarik

1 3 2 02 05 Mesin Proses Apung

1 3 2 02 06 Dst

1 3 2 03 Alat-alat Bantu

1 3 2 03 01 Alat Penarik

1 3 2 03 02 Feeder

1 3 2 03 03 Compressor

1 3 2 03 04 Electric Generating Set
1 3 2 03 05 Pompa

1 3 2 03 06 Mesin Bor

1 3 2 03 07 Unit Pemeliharaan Lapangan
1 3 2 03 08 Alat Pengolahan Air Kotor
1 3 2 03 09 Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator
1 3 2 03 10 Dst

1 3 2 04 Alat Angkutan Darat Bermotor

1 3 2 04 01 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
1 3 2 04' 02 Kendaraan Bermotor Penumpang

1 3 2 04 03 Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
1 3 2 04 04 Kendaraan Bermotor Khusus

1 3 2 04 05 Kendaraan Bermotor Beroda Dua

1- 3 2 04 06 Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
1 3 2 04 07 Dst



1 3 2 05 Alat Angkutan Berat Tak Bermotor 1

1 3 2 05 01 Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1

1 3 2 05 02 ^endaraan Tak Bermotor Berpenumpang 1

1 3 2 05 03 Kendaraan Tak Bermotor Khusus 1

1 3 2 06 Alat Angkut Apung Bermotor 1
1 3 2 06 01 Alat Angkut Apung Bermotor Barang 1
1 3 2 06 02 Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang 1
1 3 2 06 03 Alat Angkut Apung Bermotor Khusus 1

[

1 3 2 07 Alat Angkut Apung Tak Bermotor 1
1 3 2 07 01 Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang

1 3 2 07 02 Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang

1 3 2 07 03 Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus

1 3 2 08 Alat Angkut Bermotor Udara

1 3 2 08 01 Pesawat Terbang

1 3 2 08 02 Dst

1 3 2 09 Alat Bengkel Bermesin

1 3 2 09 01 Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi

1 3 2 09 02 Perkakas Konstruksi Logam vang Berpindah

1 3 2 09 03 Perkakas Benekel Listrik

1 3 2 09 04 Perkakas Bengkel Service

1 3 2 09 05 Perkakas Pengangkat Bermesin

1 3 2 09 06 Perkakas Bengkel Kavu

1 3 2 09 07 Perkakas Bengkel Khusus

1 3 2 09 08 Peralatan Las 1

1 3 2 09 09 Perkakas Pabrik Es 1

1 3 2 09 10 Dst 1
1

1 3 2 10 Alat Bengkel Tak Bermesin 1

1 3 2 10 01 Perkakas Bengkel Konstruksi Logam 1

1 3 2 10 02 Perkakas Bengkel Listrik

1 3 2 10 03 Perkakas Bengkel Service

1 3 2 10 04 Perkakas Pengangkat

1 3 2 10 05 Perkakas Standar (Standart Tool]

1 3 2 10 06 Perkakas Khusus (Special Tool)

1 3 2 10 07 Perkakas Bengkel Keiia

1 3 2 10 08 Peralatan Tukang-tukang Besi

1 3 2 10 09 Peralatan Tukang Kayu (

1 3 2 10 10 Peralatan Tukang Kulit 1

1 3 2 10 11 Peralatan Ukur, Gip Ss Feting 1

1 3 2 10 12 Dst 1
1

1 3 2 11' Alat Ukur 1

1 3 2 11 01 Alat Ukur universal 1

1 3 2 11 02 Alat Ukur/Test Intelegensia 1

1 3 2 11 03 Alat Ukur/Test Alat Kepribadian 1
1 3 2 11 04 Alat Ukur /Test Klinis Lain 1

1 3 2 11 05 Alat Calibrasi 1

1 3 2 11 06 Oscilloscope 1

1 3 2 11 07 Universal Tester 1

1 3 2 11 08. Alat Ukur/Pembanding 1
1 3 2 11 09 Alat Ukur Lainnya 1
1 3 2 11 10 Alat Timbangan/Blora

1 3 2 11 11 Anak Timbangan/Biasa

1 3 2 11 12 Takaran Kering

1 3 2 11 13 Takaran Bahan Bangunan 2 HL

1 3 2 11 14 Takaran Latex/Getah Susu 1

1 3 2 11 15 Gelas Takar Berbagai Capasitas 1

1 3 2 11 16' Dst

1 3 2 12 Alat Pengolahan

1 3 2 12 01 Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman

1 3 2 12 02 Alat Panen/Pengolahan

1 3 2 12 03 Alat-Alat Petemakan

1 3 2 12 04 Alat Penyimpanan. Hasil Percobaan Pertanian
1 3 2 12 05 Alat Laboratorium Pertanian

1 3 2 12 06 Alat Processing

1 3 2 12 07 Alat Pasca Panen

1 3 2 12 08 Alat Produksi Perikanan

1 3 2 12 09 Dst

1 3 2 13 Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan

I 3 2 13 01 Alat Pemeliharaan Tanaman

1 3 2 13 02 Alat Panen

1 3 2 13 03 Alat Penyimpeuian 1
1 3 2 13 04 Alat Laboratorium 1

1 3 2 13 05 Alat Penangkap Ikan

1 3 2 13 06 Dst

1 3 2 14 Alat Kantor

1 3 2 14 01 Mesin Tik

1 3 2 14 02 Mesin Hitung/Jumlah

1 3 2 14 03 Alat Reproduksi (Pengganda)

1 3 2 14 04 Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor i



1 3 2 14 05 Mat Kantor Lainnya

1 3 2 14 06 Dst

1 3 2 15 Mat Rumah Tangga

1 3 2 15 01 Meubelair

1 3 2 15 02 Mat Peneukur Waktu

1 3 2 15 03 Mat Pembersih

1 3 2 15 04 Alat Pendingin

1 3 2 15 05 Mat Dapur

1 3 2 15 06 Mat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

1 3 2 15 07 Mat Pemadam Kebakaran

1 3 2 15 08 Dst

1 3 2 16 Komputer

1 3 2 16 01 Komputer Unit/Jaringan

1 3 2 16 02 Personal Komputer

1 3 2 16 03 Peralatan Komputer Mainframe

1 3 2 16 04 Peralatan Mini Komputer

1 3 2 16 05 Peralatan Personal Komputer

1 3 2 16 06 Perlatan Jaringan

1 3 2 16 07 Dst

1 3 2 17 Meia Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

1 3 2 17 01 Meja Keija Pejabat

1 3 2 17 02 Meia Rapat Pejabat

1 3 2 17 03 Kursi Keija Pejabat

1 3 2 17 04 Kursi Rapat Peiabat

1 3 2 17 05 Kursi Hadap Depan Meja Keija Pejabat
1 3 2 17 06 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat

1 3 2 17 07 Lemari dan Arsip Pejabat

1 3 2 17 08 Dst

1 3 2 18 Alat Studio

1 3 2 18 01 Peralatan Studio Visual

1 3 2 18 02 Peralatan Studio Video dan Film

1 3 2 18 03 Peralatan Studio Video dan Film A

1 3 2 18 04 Peralatan Cetak

1 3 2 18 05 Peralatan Computing

1 3 2 18 06 Peralatan Pemetaan Ukur

1 3 2 18 07 Dst

1 3 2 19 Mat Komunikasi

1 3 2 19 01 Alat Komunikasi Telephone

1 3 2 19 02 Alat Komunikasi Radio SSB

1 3 2 19 03 Alat Komunikasi Radio HF/FM
1 3 2 19 04 Alat Komunikasi Radio VHP

1 3 2 19 05 Mat Komunikasi Radio UHF

1 3 2 19 06 Alat Komunikasi Sosial

1 3 2 19 07 Alat-alat Sandi

1 3 2 19 08 Dst

1 3 2 20 Peralatan Pemancar

1 3 2 20 01 Peralatan Pemancar MF/MW

1 3 2 20 02 Peralatan Pemancar HF/SW

1 3 2 20 03 Peralatan Pemancar VHF/FM

1 3 2 20 04 Peralatan Pemancar UHF

1 3 2 20 05 Peralatan Pemancar SHF

1 3 2 20 06 Peralatan Antena MF/MW
1 3 2 20 07 Peralatan Antena HF/SW

1 3 2 20 08 Peralatan Antena VHF/FM

1 3 2 20 09 Peralatan Antena UHF

1 3 2 20 10 Peralatan Antena SHF/Parabola

1 3 2 20 11 Peralatan Translator VHF/VHF

1 3 2 20 12 Peralatan Translator UHF/UHF

I 3 2 20 13 Peralatan Translator VHF/UHF

1 3 2 20 14 Peralatan Translator UHF/VHF
1 3 2 20 15 Peralatan Microvawe FPU

1 3 2 20 16 Peralatan Microvawe Terestrial

1 3 2 20 17 Peralatan Microvawe TVRO

1 3 2 20 18 Peralatan Dummy Load

1 3 2 20 19 Switcher Antena

1 3 2 20 20 Switcher/Menara Antena

1 3 2 20 21 Feeder

1 3 2 20 22 Humitity Control

1 3 2 20 23 Program Input Equipment

1 3 2 20 24 Peralatan Antena Penerima VHF

1 3 2 20 25 Dst

1 3 2 21 Alat Kedokteran

1 3 2 21 01 Alat Kedokteran Umum

1 3 2 21 02 Alat Kedokteran Gigi
1 3 2 21 03 Alat Kedokteran Keluarga Berencana

1 3 2 21 04 Alat Kedokteran Mata

1 3 2 21 05 Alat Kedokteran T.H.T

1 3 2 21 06 Alat Rotgen

1 3 2 21 07 Alat Farmasi

1 3 2 21 08 Alat Kedokteran Bedah



1 3 2 21 09 Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan

1 3 2 21 10 Mat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam

1 3 2 21 11 VIortuary

1 3 2 21 12 Alat Kesehatan Anak 1

1 •3 2 21 13 Poliklinik Set 1

1 3 2 21 14 Penderita Cacat Tubuh !

1 3 2 21 15 Alat Kedokteran NeuroloRi fsyaraf) 1

1 3 2 21 16 Alat Kedokteran Jantung 1

1 3 2 21 17 Alat Kedokteran Nuklir 1
1 3 2 21 18 Alat Kedokteran Radiologi 1

1 3 2 21 19 Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin 1

1 3 2 21 20 Alat Kedokteran Gawat Darurat !

1 3 2 21 21 Alat Kedokteran Jiwa 1

1 3 2 21 22 Alat Kedokteran Hewan 1 ,

1 3 2 21 23 Dst 1
1

1 3 2 22 Alat Kesehatan 1

1 3 2 22 01 Alat Kesehatan Perawatan i

1 3 2 22 02 Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 1

1 3 2 22 03 Alat Kesehatan Matra Laut 1

1 3 2 22 04 Alat Kesehatan Matra Udara 1

1 3 2 22 05 Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian 1

1 3 2 22 06 Alat Kesehatan Olahraga 1

1 3 2 22 07 Dst i
1

1 3 2 23 Unit-Unit Laboratorium 1

1 3 2 23 01 Alat Laboratorium Kimia Air 1

1 3 2 23 02 Alat Laboratorium Microbiologi 1

1 3 2 23 03 Alat Laboratorium Hldro Kimia 1

1 3 2 23 04 Mat Laboratorium Model/Hidrolika i

1 3 2 23 05 Alat Laboratorium Buatan/Geologi 1

1 3 2 23 06 Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi 1

1 3 2 23 07 Alat Laboratorium Aspal Cat fis Kimia 1

1 3 2 23 08 Alat Laboratorium Mekanik Tanah & Batuan 1

1 3 2 23 09 Alat Laboratorium Cocok Tanam 1

1 3 2 23 10 Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik 1

1 3 2 23 11 Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A 1

1 3 2 23 12 Alat Laboratorium Umum 1

1 3 2 23 13 Alat Laboratorium Umum A 1

1 3 2 23 14 Alat Laboratorium Kedokteran 1

1 3 2 23 15 Alat Laboratorium Microbiologi I

1 3 2 23 16 Alat Laboratorium Kimia i

1 3 2 23 17 Alat Laboratorium Microbiologi A 1

1 3 2 23 18 Alat Laboratorium Patologi 1

1 3 2 23 19 Alat Laboratorium Immunologi 1

1 3 2 23 20 Alat Laboratorium Hematologi 1

1 3 2 23 21 Alat Laboratorium Film 1

1 3 2 23 22 Alat Laboratorium Makanan 1

1 3 2 23 23 Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi 1

1 3 2 23 24 Alat Laboratorium Farmasi 1

1 3 2 23 25 Alat Laboratorium Fisika 1

1 3 2 23 26 Alat Laboratorium Hidrodinamika 1

1 3 2 23 27 Alat Laboratorium Klimatologi 1
1 3 2 23 28 Alat Laboratorium Proses Peleburan I

1 3 2 23 29 Alat Laboratorium Pasir 1

1 3 2 23 30 Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan

1 3 2 23 31 Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola

1 3 2 23 32 Alat Laboratorium Metalographv

1 3 2 23 33 Alat Laboratorium Proses Pengelasan
1 3 2 23 34 Alat Laboratorium Uii Proses Pengelasan

1 3 2 23 35 Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam

1 3 2 23 36 Alat Laboratorium Matrologie

1 3 2 23 37 Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam

1 3 2 23 38 Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
1 3 2 23 39 Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil

1 3 2 23 40 Alat Laboratorium Uji Tekstel t

1 3 2 23 41 Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik 1

1 3 2 23 42 Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet

1 3 2 23 43 Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik

1 3 2 23 44 Alat Laboratorium Uji Keramik 1
1 3 2 23 45 Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa 1
1 3 2 23 46 Alat Laboratorium Pertanian 1

1 3 2 23 47 Alat Laboratorium Pertanian A 1

1 3 2 23 48 Alat Laboratorium Pertanian B 1

1 3 2 23 49 Alat Laboratorium Elektronika dan Daya 1,

■  1 3 2 23 50 Alat Laboratorium Energi Surya 1

1 3 2 23 51 Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas 1

1 3 2 23 52 Alat Laboratorium Oceanografi t
1 3 2 23 53 Alat Laboratorium Lingkungan Perairan 1
1 3 2 23 54 Alat Laboratorium Biologi Peralatan 1
1 3 2 23 55 Alat Laboratorium Biologi 1,
1 3 2 23 56 Alat Laboratorium Geofisika 1

1 3 2 23 57 Alat Laboratorium Tambang 1

1 3 2 23 58 Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia

1 3 2 23 59 Alat Laboratorium Proses Industri

1 3 2 23 60 Alat Laboratorium Kesehatan Keija
1 3 2 23 61 Laboratorium Kearsipan



1 3 2 23 62 Laboratorium Hematologi & Urinalisis

1 3 2 23 63 Laboratoriiim Hematologi 85 Urinalisis A

1 3 2 23 64 Alat Laboratorium Lainnya

1 3 2 23 65 Dst

1 3 2 24 Alat Peraga/Praktek Sekolah

1 3 2 24 01 Bidang Studi: Bahasa Indonesia
1 3 2 24 02 Bidang Studi: Matematika

1 3 2 24 03 Bidang Studi: IPA Dasar

1 3 2 24 04 Bidang Studi: IPA Lan.jutan

1 3 2 24 05 Bidang Studi: IPA Menengah

1 3 2 24 06 Bidang Studi: IPA Atas

1 3 2 24 07 Bidang Studi: IPS

1 3 2 24 08 Bidang Studi: Agama Islam

1 3 2 24 09 Bidang Studi: Ketrampilan

1 3 2 24 10 Bidang Studi: Kesenian

1 3 2 24 11 Bidang Studi: Olah Raga

1 3 2 24 12 Bidang Studi: PMP

1 3 2 24 13 Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain

1 3 2 24 14 Dst

1 3 2 25 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir

1 3 2 25 01 Analytical instrument

1 3 •2 25 02 Instrument Probe/Sensor

1 3 2 25 03 General Laboratory Tool

1 3 2 25 04 Instrument Probe/Sensor A

1 3 2 25 05 Glassware Plastic/Utensils

1 3 2 25 06 Laboratory Safety Equipment

1 3 2 25 07 Dst

1 3 2 26 Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika

1 3 2 26 01 Radiation Detector

1 3 2 26 02 Modular Counting and Scentific

1 3 2 26 03 Assembly/Accounting System

1 3 2 26 04 Recorder Display

1 3 2 26 05 System/Power Supply

1 3 2 26 06 Measuring / Testing Device

1 3 2 26 07 Opto Electronics

1 3 2 26 08 Accelator

1 3 2 26 09 Reactor Expermental System

1 3 2 26 10 Dst

1 3 2 27 Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan

1 3 2 27 01 Alat Ukur Fisika Kesehatan

1 3 2 27 02 Alat Kesehatan Kerfa

3 2 27 03 Proteksi Lingkungan

1- 3 2 27 04 Meteorological Equipment

1 3 2 27 05 Sumber Radiasi

1 3 2 27 06 Dst

1 3 2 28 Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
1 3 2 28 01 Radiation Application Equipment

1 3 2 28 02 Non Destructive Test (NDT) Device

1 3 2 28 03 Peralatan Umum Kedoteran /Klinik Nuklir

1 3 2 28 04 Peralatan Hidrologi

1 3 2 28 05 Dst

1 3 2 29 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

1 3 2 29 01 Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah

1 3 2 29 02 Alat Laboratorium Kualitas Udara

1 3 2 29 03 Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran

1 3 2 29 04 Laboratorium Lingkungan

1 3 2 29 05 Alat Laboratorium Penunjang

1 3 2 29 06 Dst

1 3 2 30 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika

1 3 2 30 01 Towing Carnage

1 3 2 30 02 Wave Generator and Absorber

1 3 2 30 03 Data Aqquistion and Analyzing System

1 3 2 30 04 Cavitation Tunnel

1 3 2 30 05 Overhead Cranes

1 3 2 30 06 Peralatan umum

1 3 2 30 07 Pemesinan : Model Ship Workshop
1 3 2 30 08 Pemesinan : Propeller Model Workshop

1 3 2 30 09 Pemesinan : Mechanical Workshop
1 3 2 30 10 Pemesinan : Precision Mechanical Workshop
1 3 2 30 11 Pemesinan Painting Shop

1 3 2 30 12 Pemesinan : Ship Model Preparation Shop
1 3 2 30 13 Pemesinan : Electrical Workshop

1 3 2 30 14 MOB

1 3 2 30 15 Photo and Film Equipment
1 3 2 30 16 Dst

1 3 2 31 Senjata Api

1 3 2 31 01 Senjata Genggam

1 3 2 31 02 Senjata Pinggang

1 3 2 31 03 Senjata Bahu/Seniata Laras Parijang



1 3 2 31 04 Senapan Mesin 1

1 3 2 31 05 Mortir 1

1 3 2 31 06 Anti Lapis Baia 1

1 3 2 31 07 Artileri Medan (Armed) 1

1 3 2 31 08 Artileri Pertahanan Udara (Arhanudl 1

1 3 2 31 09 Peluru Kendali/Rudal 1

1 3 2 31 10 Kavaleri 1

1 3 2 31 11 Seniata Lain-lain

1 3 2 32 Perseniataan Non Seniata Api 1

1 3 2 32 01 Alat Keamanan 1

1 3 2. 32 02 Non Seniata Api 1
1

1 3 2 33 Amunisi 1

1 3 2 33 01 Amunisi Umum 1

1 3 2 33 02 Amunisi Daiat 1

1 3 2 33 03 Dst 1
1

1 3 2 34 Seniata Sinar 1

1 3 2 34 01 Laser 1

1 3 2 34 02 Dst 1

1 3 2 35 Alat Keamanan dan Perlindunaan

1 3 2 35 01 Aiat Bantu Keamanan 1

1 3 2 35 02 Alat Perlindunaan 1

1 3 2 35 03 Alat Bantu Laiu Lintas Darat dan Air

1 3 2 35 04 Dst

1 3 3 Gedung dan Bangunan

1 3 3 01 Baneunan Geduna Tempat Keria

1 3 3 01 01 Bangunan Gedung Kantor

1 3 3 01 02 Banaunan Gudang

1 3 3 01 03 Bangunan Gudang Untuk Bengkel

1 3 3 01 04 Bangunan Gedung Instalasi

1 3 3 01 05 Bangunan Gedung Laboratorium

1 3 3 01 06 Bangunan Kesehatan

1 3 3 01 07 Bangunan Oceanarium/Opservatorium 1

1 3 3 01 08 Bangunan Gedung Tempat Ibadah 1

1 3 3 01 09 Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1

1 3 3 01 10 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1
1 3 3 01 11 Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 1

I 3 3 01 12 Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar i
1 3 3 01 13 Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga 1

1 3 3 01 14 Bangunan Gedung Garasi/Pooi ' 1
1 3 3 01 15 Bangunan Gedung Pemotongan Hewan 1

1 3 3 01 16 Bangunan Gedung Pabrik 1
1 3 3 01 17 Bangunan Stasiun Bus 1
1 3 3 01 18 Bangunan Kandang Hewan/Temak 1
1 3 3 01 19 Bangunan Gedung Perpustakaan 1
1 3 3 01 20 Bangunan Gedung Museum 1
1 3 3 01 21 Bangunan Gedung Terminai/Peiabuhan/Bandar I

1 3 3 01 22 Bangunan Penguiian Keiaikan 1

1 3 3 01 23 Bangunan Lembaga Pemasyarakatan

1 3 3 01 24 Bangunan Rumah Tahanan

1 3 3 01 25 Bangunan Gedung Kramatorium 1

1 3 3 01 26 Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan 1

1 3 3 01 27 Bangunan Gedung Tempat Keria Lainnya 1
1

1 3 3 02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 1

1 3 3 02 01 Rumah Negara Golongan I 1

1 3 3 02 02 Rumah Negara Golongan II 1

1 3 3 02 03 Rumah Negara Golongan III 1

1 3 3 02 04 Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1

1 3 3 02 05 Asrama 1

1 3 3 02 06 Hotel

1 3 3 02 07 Motel

1 3 3 02 08 Flat/Rumah Susun

1 3 3 02 09 Dst 1
1

1 3 3 03 Bangunan Menara 1

1 3 3 03 01 Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai 1

1 3 3 03 02 Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara 1

1 3 3 03 03 Bangunan Menara Telekomunikasi 1

I 3 3 03 04 Dst 1
1

1 3 3 04 Bangunan Berseiarah 1

1 3 3 04 01 Istana Peringatan 1

1 3 3 04 02 Rumah Adat 1

1 3 3 04 03 Rumah Peninggaian Seiarah 1

1 3 3 04 04 Makam Seiarah 1
1 3 3 04 05 Bangunan Tempat Ibadah Berseiarah 1

1 3 3 04 06 Dst 1
1

1 3 3 05 Tugu Peringatan 1
1 3 3 05 01 Tugu Kemerdekaan 1

1 3 3 05 02 Tugu Pembangunan 1
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1 3 3 05 03 Tugu PerinRatan Lainnya

1 3 3 06 Candi

1 3 3 06 01 Candi Hindhu

1 3 3 06 02 Candi Budha

■  1 3 3 06 03 Candi Lainnya

1 3 3 07 Monumen/BanRunan Bersejarah

1 3 3 07 01 BanRunan Bersejarah Lainnya

1 3 3 08 Turu Titik Kontrol/Pasti
1 3 3 08 01 TuRu/Tanda Batas

1 3 3 08 02 Dst

1 3 3 oy Rambu-Rambu

1 3 3 09 01 Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat

1 3 3 09 02 Rambu Tidak Bersuar

1 3 3 09 03 Dst

1 3 3 10 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara

1 3 3 10 01 Rumwey/Threshold LiRht

1 3 3 10 02 Visual Approach Slope Indicator (VASI)

1 3 3 10 03 Approach LiRht

1 3 3 10 04 Rumwey Identification Light (Rells)

1 3 3 10 06 SiRnal

1 3 3 10 06 Flood Light

1 3 3 10 07 Dst

1 3 4 Jalan, Irlgasi* dan Jarlngan

1 3 4 01 Jalan

1 3 4 01 01 Jalan Negara/Nasional

1 3 4 01 02 Jalan Propinsi

1 3 4 01 03 Jalan Kabupaten/Kota

1 3 4 01 04 Jalan Desa

1 3 4 01 06 Jalan Khusus

1 3 4 01 06 Jalan Tol

1 3 4 01 07 Jalan Kereta

> 1, 3 4 01 08 Landasan Pacu Pesawat Terbang

1 3 4 01 09 Dst

1 3 4 02 Jembatan

1 3 4 02 01 Jembatan NeRara/Nasional

1 3 4 02 02 Jembatan Propinsi ■

1 3 4 02 03 Jembatan Kabupaten/Kota

1 3 4 02 04 Jembatan Desa

1 3 4 02 06 Jembatan Khusus

1 3 4 02 06 Jembatan Pada Jalan Tol

1 3 4 02 07 Jembatan Pada Jalan Kereta Api
1 3 4 02 08 Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang

1 3 4 02 09 Jembatan Penyeberangan

1 3 4 02 10 Dst

1 3 4 03 Bangunan Air Irigasi

1 3 4 03 01 Bangunan Waduk

1 3 4 03 02 Bangunan Pengambilan Irigasi

1 3 4 03 03 Bangunan Pembawa Irigasi

1 3 4 03 04 Bangunan Pembuang Irigasi

1 3 4 03 05 Bangunan Pengaman Irigasi

1 3 4 03 06 Bangunan Pelengkap Irigasi
1 3 4 03 07 Dst

1 3 4 04 Bangunan Air Pasang Surut

1 3 4 04 01 Bangunan Waduk

1 3 4 04 02 Bangunan Pengambilan Pasang Surut
1 3 4 04 03 Bangunan Pembawa Pasang Surut

1 3 4 04 04 Bangunan Pembuang Pasang Surut
1 3 4 04 05 Bangunan Pengaman Pasang Surut

1 3 4 04 06 Bangunan Pelengkap Pasang Surut

1 3 4 04 07 Bangunan Sawah Pasang Surut

1 3 4 04 08 Dst

1 3 4 05 Bangunan Air Rawa
1 3 4 Ob 01 Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder

1 3 4 05 02 Bangunan Pengembalian Pasang Rawa
1 3 4 06 03 Bangunan Pembawa Pasang Rawa

i 3 4 06 04 Bangunan Pembuang Pasang Rawa
1 3 4 05 05 Bangunan Pengamanan Pasang Surut

i 3 4 06 06 Bangunan Pelengkap Pasang Rawa

1 3- 4 05 07 Bangunan Saw^ Pengembangan Rawa
1 3 4 05 08 Dst

1 3 4 06 Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
1 3 4 06 01 Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai
1 3 4 06 02 Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai
1 3 4 06 03 Bangunan Pembuang Pengaman

1 3 4 06 04 Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
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1 3 4 06 05 3anBunan Pengaman Penaamanan Sungal 1
1 3 4 06 06 3aneunan Pelengkac Pengamanan Sungal 1

1 3 4 06 07 Ost 1
1

1 3 4 07 3angunan Pengembang^ Sumber Air dan Air Tanah 1

1 3 4 07 01 3angunan Waduk Pengembangan Sumber Air 1

1 3 4 07 02 3angunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air I
1 3 4 07 03 3angunan Pembawa Pengembangan Sumber Air I

1 3 4 07 04 Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air 1

1 3 4 07 05 Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air I

1 3 4 07 06 Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air 1

1 3 4 07 07 Dst

1 3 4 08 Bangunan Air Bersih/Baku

1 3 4 08 01 Waduk Air Bersih/Air Baku

1 3 4 08 02 Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku

1 3 4 08 03 Bangunan Pembawa Air Bersih

1 3 4 08 04 Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku

1 3 4 08 05 Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku

1 3 4 08 06 Dst 1
1

1 3 4 09 Bangunan Air Kotor 1

1 3 4 09 01 Bangunan Pembawa Air Kotor 1

1 3 4 09 02 Bangunan Waduk Air Kotor 1

1 3 4 09 03 Bangunan Pembuangan Air Kotor 1

1 3 4 09 04 Bangunan Pengaman Air Kotor 1

1 3 4 09 05 Bangunan Peiengkap Air Kotor 1

1 3 4 09 06 Dst 1
1

1 3 4 10 Bangunan Air i

1 3 4 10 01 Bangunan Air Laut 1

1 3 4 10 02 Bangunan Air Tawar 1

1 3 4 10 03 Dst 1
1

1 3 4 11 Instalasi Air Minum Bersih 1

1 3 4 11 01 Air Muka Tanah 1

1 3 4 11 02 Air Sumber /Mata Air 1

1 3 4 11 03 Air Tanah Dalam 1

1 3 4 11 04 Air Tanah Dangkal 1

1 3 4 11 05 Air Bersih/Air Baku Lainnya 1

1 3 4 11 06 Dst 1
1

1 3 4 12 Instalasi Air Kotor 1

1 3 4 12 01 Instalasi Air Kotor

1 3 4 12 02 Instalasi Air Buangan Industii
1 3 4 12 03 Instalasi Air Buangan Pertanian

1 3 4 12 04 Dst

1 3 4 13 Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik

1 3 4 13 01 Instalasi Pengolahan Sampah Organik
1 3 4 13 02 Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik

1 3 4 14 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan

1 3 4 14 01 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan

1 3 4 14 02 Dst

1 3 4 15 Instalasi Pembangkit Listrik

1 3 4 15 01 Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
1 3 4 15 02 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTDJ
1 3 4 15 03 Pembangkit Liatrik Tenaga Mikro (Hidro)
1 3 4 15 04 Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTANl

1 3 4 15 05 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU|
1 3 4 15 06 Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)

1 3 4 15 07 Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 1

1 3 4 15 08 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPI

1 3 4 15 09 Pemban^t Listrik Tenaga Tenaga Surya (PLTS)
1 3 4 15 10 Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
1 3 4 15 11 Pembangkit Listrik Tenaga Samudra/Gelombang Samudra (PLTSm)

1 3 4 15 12 Dst 1
1

1 3 4 16 Instalasi Gardu Listrik 1

1 3 4 16 01 Instalasi Gardu Listrik Induk 1

I 3 4 16 02 Instalasi Gardu Listrik Distribusi 1

1 3 4 16 03 Instalasi Pusat Pengatur Listrik 1

.  1 3 4 16 04 Dst 1

1

1 3 4 17 Instalasi Pertahanan 1

1 3 4 17 01 Instalasi Pertahanan Di Darat 1

1 3 4 17 02 Dst 1

1

1 3 4 18 Instalasi Gas 1

1 3 4 18 01 Instalasi Gardu Gas 1

1 3 4 18 02 Instalasi Jaringan Pipa Gas 1

3 4 19 Instalasi Pengaman

1 3 4 19 01 Instalasi Pengaman Penangkal Petir 1

1 3 4 19 02 Dst
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1 3 4 20 Jaringan Air Minum

1 3 4 20 01 Jaringan Pembawa

1 3 4 20 02 Jaringan Induk Distribusi

1 3 4 20 03 JarinRan Cabang Distribusi

1 3 4 20 04 Jaringan Sambungan ke rumah

1 3 4 20 05 Dst

1 3 4 21 Jaringan Listrik

1 3 4 21 01 Jaringan Transmisi

1 3 4 21 02 Jaringan Distribusi

1 3 4 22 Jaringan Telepon

1 3 4 22 01 Jaringan Telepon Di atas Tanah

1 3 4 22 02 Jaringan Telepon Di bawah Tanah

1 3 4 22 03 Jaringan Telepon Didalam Air

,

1 3 4 23 Jaringan Gas

1 3 4 23 01 Jaringan Pipa Gas Transmisi

1 3 4 23 02 Jaringan Pipa Distribusi

1 3 4 23 03 Jaringan Pipa Dinas

1 3 4 23 04 Jaringan BBM

1 3 4 23 05 Dst

1 3 5 Aset Tetap Lainnya

1 3 5 01 Buku

1 3 5 01 01 Umum

1 3 5 01 02 Filsafat

1 3 5 01 03 Agama

1 3 5 01 04 Ilmu Sosial

1 • 3 5 01 05 llmu Bahasa

1 3 5 01 06 Matematika 8s Pengetahuan alam

1 3 5 01 07 Ilmu Pengetahuan Praktis

1 3 5 01 08 Arsitektur, Kesenian, Olah raga

1 3 5 01 09 Geografi, Biografi, Sejarah

1 3 5 01 10 Dst

1 3 5 02 Terbitan

1 3 5 02 01 Terbitan Berkala

1 3 5 02 02 Buku Laporan

1 3 5 02 03 Dst

1 3 5 03 Barang-Barang Perpustakaan

1 3 5 03 01 Peta

1 3 5 03 02 Naskah (Manuskrip)

1 3 5 03 03 Musik

1 3 5 03 04 Kaiya Grafika (Graphic Material)

1 3 5 03 05 Three Dimensional Artetacs and Realita

1 3 5 03 06 Bentuk Micro (Microform)

1 3 5 03 07 Rekaman Suara (Sound Recording)

1 3 5 03 08 Berkas Komputer (Computer Files)

1 3 5 03 09 Film Bergerak dan Rek^an Video
1 3 5 03 10 Tarscalt

1 3 5 03 11 Dst

1 3 5 04 Barang Bercorak Kebudavaan

1 3 5 04 01 Pahatan

1 3 5 04 02 Lukisan

1 3 5 04 03 Alat Kesenian

1 3 5 04 04 Alat Olah Raga

1 3 5 04 05 Tanda Penghargaan

1 3 5 04 06 Maket dan Foto Dokumen

1 3 5 04 07 Benda-benda Bersejarah

1 3 5 04 08 Barang Keraiinan

3 5 04 09 Dst

1 3 5 05 Alat Olah Raga Lainnya

1 3 5 05 01 Senam

1 3 5 05 02 Alat Olah Raga Air

1 3 5 05 03 Alat Olah Raga Udara

1 3 5 05 04 Dst

1 3 5 06 Hewan

1 3 5 06 01 Binatang Temak

1 3 5 06 02 Binatang Unggas

1 3 5 •06 03 Binatang Melata
1 3 5 06 04 Binatang Ikan

1 3 5 06 05 Hewan Kebun Binatang

1 3 5 06 06 Hewan Pengamanan

1 3 5 06 07 Dst

1 3 5 07 Tanaman

1 3 5 07 01 Tanaman Perkebunan

1 3 5 07 02 Tanaman Holtikultura

1 3 5 07 03 Tanaman Kehutanan

1 3 5 07 04 Tanaman Hias
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1 3 S 07 OS Tanaman Obat dan Kosmetika

1 3 5 07 06 Dst

I 3 5 08 Aset Tetap Renovasi
1 3 5 08 01 Aset Tetap Renovasi

1 3 5 08 02 Dst

1 3 6 Xonatniksi Dalam Pengeijaan

1 3 6 01 Konstruksi Dalam Pengerjaan

1 . 3 6 01 01 Konstruksi Dalam Pengerjaan

1 3 6 01 02 Dst

1 3 7 Akumulasi Penyusutan

1 3 7 01 Akumulas Penyusutan Peralatan dan Mesin

1 3 7 01 01 Akumulas Penyusutan Alat-Alat Besar Darat

1 3 7 01 02 Akumulas Penyusutan Alat>Alat Besar Apung |

1 3 7 01 03 Akumulas Penyusutan Alat-alat Bantu

1 3 7 01 04 Akumulas Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor

1 3 7 01 05 Akumulas Penyusutan Alat Angkutan Berat Tak Bermotor

1 3 7 01 06 Akumulas Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor

1 3 7 01 07 Akumulas Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor

1 3 7 01 08 Akumulas Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara

1 3 7 01 09 Akumulas Pen5rusutan Alat Bengkel Bermesin

1 3 7 01 10 Akumulas Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin

1 3 7 01 11 Akumulas Penyusutan Alat Ukur

1 3 7 01 12 Akumulas Penyusutan Alat Pengolahan Pertanian

1 3 7 01 13 Akumulas Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian

1 3 7 01 14 Akumulas Penyusutan Alat Kantor

1 3 7 01 15 Akumulas Penyusutan Alat Rumah Tangga

1 3 7 01 16 Akumulas Penyusutan Peralatan Komputer

1 3 7 01 17 Akumulas Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/R^at Pejabat

: 3 7 01 18 Akumulas Penyusutan Alat Studio

1 3 7 01 19 Akumulas Penyusutan Alat Komunikasi

1 3 7 01 20 Akumulas Penyusutan Peralatan Pemancar

1 3 7 01 21 Akumulas Penyusutan Alat Kedokteran

1 3 7 01 22 Akumulas Penyusutan Alat Kesehatan I

1 3 7 01 23 Akumulas Penyusutan Unit-Unit Laboratorium |

1 3 7 01 24 Akumulas Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah

1 3 7 01 25 Akumulas Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir

1 3 7 01 26 Akumulas Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika

1 3 7 01 27 Akumulas Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan

1 3 7 01 28 Akumulas Penyusutan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)

1 3 7 01 29 Akumulas Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

1 3 7 01 30 Akumulas Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika

1 3 7 01 31 Akumulas Penyusutan Senjata Api
1 3 7 01 32 Akumulas Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api

1 3 7 01 33 Akumulas Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan

1 3 7 02 Akumulas Penyusutan Gedung dan Bangunan

1 3 7 02 01 Akumulas Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja

1 3 7 02 02 Akumulas Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal

1 3 7 02 03 Akumulas Penyusutan Bangunan Menara

1 3 7 02 04 Akumulas Penyusutan Bangunan Bersejarah

1 3 7 02 05 Akumulas Penjoisutan Tugu Peringatan

1 3 7 02 06 Akumulas Penyusutan Candi

1 3 7 02 07 Akumulas Penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah

1 3 7 02 08 Akumulas Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti

1 3 7 02 09 Akumulas Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu

1 3 7 02 10 Akumulas Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara

1 3 7 03 Akumulas Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan
1 3 7 03 01 Akumulas Penyusutan Jalan

1 3 7 03 02 Akumulas Penyusutan Jembatan 1

1 3 7 03 03 Akumulas Penyusutan Bangunan Air Irigasi I

1 3 7 03 04 Akumulas Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut 1
1 3 7 03 05 Akumulas Penyusutan Bangunan Air Rawa 1

1 3 7 03 06 Akumulas Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam 1

1 3 7 03 07 Akumulas Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah I

1 3 7 03 08 Akumulas Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku 1

1 3 7 03 09 Akumulas Penyusutan Bangunan Air Kotor
1 3 7 03 10 Akumulas Penyusutan Bangunan Air
1 3 7 03 11 Akumulas Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih

1 3 7 03 12 Akumulas Penyusutan Instalasi Air Kotor
1 3 7 03 13 Akumulas Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah

1 3 7 03 14 Akumulas Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan

1 3 7 03 15 Akumulas Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik

1 3 7 03 16 Akumulas Penyusutan Instalasi Gardu Listrik

1 3 7 03 17 Akumulas Penyusutan Instalasi Pertahanan

1 3 7 03 18 Akumulas Penyusutan Instalasi Gas

1 3 7 03 19 Akumulas Penyusutan Instalasi Pengaman |

1 3 7 03 20 Akumulas Penjrusutan Jaringan Air Minum
1 3 7 03 21 Akumulas Penyusutan Jaringan Listrik

1 3 7 03 22 Akumulas Penyusutan Jaringan Telepon

1 3 7 03 23 Akumulas Penyusutan Jaringan Gas 1
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1 4 DANA CADANOAN

1 4 1 Dana Cadangen

1 4 1 U1 Dana Cadansan

1 4 \ 01 01 Dana CadanRan

1 4 1 01 02 Dst

1 5 ABET LAINNYA

1 5 1 Tagihan JanRka PanlanR

1 5 1 01 TaRihan Penjualan Anasuran

1 5 1  01 01 TaRihan AnRsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah GolonRan III
1 5 1  1 01 02 TaRihan AnRSuran Penjualan Kendaraan PeroranRan Dinas
1 5 1 01 03 Dst

1 5 2 02 Tuntutan Ganti KeruRlan Daerah

1 5 2 02 01 Tuntutan Ganti KeruRian Daerah Terhadap Bendahara
1 5 2 02 02 Tuntutan Ganti Kerufiian Daerah Terhadap PcRawai NeReri Bukan Bendahara

1 5 2 Kemltraan densan Plhak KetiRa

1 5 2 01 Sewa

1 5 2 01 01 Sewa

1 5 2 01 02 Dst

1 5 2 02 Keijasama Pemanfaatan

1 5 2 02 01 Kerjasama Pemanfaatan

1 b 2 02 02 Dst

1 b 2 03 BanRun Runa serah

1 5 2 03 01 BanRUn Runa serah

1 5 2 03 02 Dst

1 5 2 04 Bangun serah Runa

1 5 2 04 01 BanRun serah Runa

1 5 2 04 02 Dst

1 5 3 Aset Tldak Berwtijud

1 5 3 01 Goodwill

1 5 3 01 01 Goodwill

1 b 3 01 02 Dst

1 b 3 02 Lisensi dan frenchise

1 5 3 02 01 Lisensi dan frenchise ....

1 5 3 02 02 Dst

1 b 3 03 Hak Cipta
1 5 3 03 01 Hak Cipta....

1 b 3 03 02 Dst

i b 3 04 Paten

1 5 3 04 01 Paten ....

1 b 3 04 02 Dst

1 5 3 05 Aset Tidat Berwujud Lainnya
1 b 3 Ob 01 Software

1 b 3 Ob 02 Kajian

1 5 3 05 03 Dst

1 b 3 Ob Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1 b 3 Ob 01 Akumulasi Amortisasi Goodwill

1 b 3 Ob 02 Akumulasi Amortisasi Lisensi dan frenchise
1 S 3 Ob 03 Akumulasi Amortisasi Hak Cipta
1 b 3 Ob 04 Akumulasi Amortisasi Paten

i b 3 Ob Ob Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya

1 5 4 Aset Lal&'laln

i b 4 01 Aset Lain-lain

1 5 4 01 01 Aset Lain-lain

1 b 4 01 02 Dst

2 KEWAJIBAN

2 1 KBWAJIBAN JANGKA PENDEK *

2 1 1 Utang PerhltuttRan Pihak KetlRa (PFKl

2 i 1 01 UtanR Taspen

2 i 1 01 01 UtanR Taspen

2 1 1 02 UtanR luran Jaminan Kesehatan
2 1 i 02 01 UtanR luran Jaminan Kesehatan
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1 1 03 Jtanp PPh Pusat

? 1 1 03 01 LJtansPPh21

■ 1 1 03 02 Utans PPh 22

?, 1 1 03 03 Utane PPh 23

2 1 1 03 04 Utang PPh 25

2 1 1 03 05

2 1 1 04 Jtang PPN Pusat

2 1 1 04 01 Utang PPN Pusat

2 1 1 05 Utang Taperum

2 1 1 05 01 Jtang Taperum

2. 1 1 06 Jtang luran Wajib Pegawai

2 1 1 06 01 Utans luran Waiib Pegawai

2 1 1 07 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya
2 1 1 07 01 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya
2 1 1 07 02

2 1 1 08 Utang Jaminan

2 1 1 08 01 Utang Jaminan

2 1 1 08 02

2 1 2 Utang Bunga

2 1 2 01 Utang Bunga kepada Pemerintah

2 1 2 01 01 Utang Bunga kepada Pemerintah

2 1 2 02 Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya

2 1 2 02 01 Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya 1

2 1 2 02 02

2 1 2 03 T Itang Bunga Kepada BUMN/BUMD
2 1 2 03 01 Utang Bunga Kepada BUMN

2 1 2 03 02 Utang Bunga Kepada BUMD

2 1 2 04 Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank
2 1 2 04 01 Utang Bunga kepada Bank

2 1 2 04 02 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

2 1 2 05 Utans Bunga Dalam Negeri Lainnya 1

2, 1 2 05 01 Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya
2 1 2 05 02

2 1 2 06 Utang Bunga Luar Negeri

2

2

1 2

2 06 02

2 3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

2 3 01 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
2 1 3 01 01 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
2 1 3 01 02

2 1 3 02 Be^ian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
2 1 3 02 01 Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
2 1 3 02 02

2 1 3 03 Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat

2 1 3 03 01 Basian Lancar Utang Pemerintah Pusat

2 1 3 03 02

2 1 3 04 Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya
2 1 3 04 01 Basian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya

2 1 3 04 02

2 1 3 05 Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota

2 1 3 05 01 Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota

2 1 3 05 02 Dst

2 1 4 Pendapatan Dlterima Dlmuka

2 1 4 01 Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III

12- • 4 01 or Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III

2 ' 1 4 01 02

2 1 4 02 Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III
2 1 4 02 01 Uang Muka Peniualan Produk Pemda Dari Pihak III
2 1 4 02 02

2 1 4 03 Uang Muka Lelang Peniualan Aset Daerah
2 1 4 03 01 Uans Muka Lelang Peniualan Aset Daerah

2 1 4 03 02 Dst

1.

2 1 4 04 Pendapatan Dlterima Dimuka lainnya

2 1 4 04 01 Pendapatan Dlterima Dimuka lainnya
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2 1 4 04 02

2 1 5 Utang Belai^a

2 1 5 01 Utang Belanja Pegawai

2 1 5 01 01 Utang Belanja Gaji dan Tunjangan

2 1 5 01 02

2 1 5 02 Utang Belanja Barang dan Jasa

2 1 5 02 01 Utang Belanja Jasa

2 1 5 02 02 Utang Belanja Pemeliharaan

2 1 5. 02 03 Utang Belanja Pen'alanan Dinas

2 1 5 02 04 Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

2 1 5 02 05 Utang Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

2 1 5 02 06

2 1 5 03 Utang Belanja Modal

2 1 5 03 01 Utang Belanja Modal Tanah

2 1 5 03 02 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesln

2 1 5 03 03 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

2 1 5 03 04 Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

2 1 5 03 05 Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

2 1 5 04 Utang Belanja Subsidi

2 1 5 04 01 Utang Belanja Subsidi kepada BUMN

2 1 5 04 02 Utang Belanja Subsidi kepada BUMD

2 1 5 04 03 Utang Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya

2 1 5 04 04 Dst

2 1 5 05 Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

2 1 5 05 01 Utang Transfer Bagi Hasil Paiak Daerah

2 5 05 02 Utang Transfer Lainnya

2 5 05 03 Dst

2 5 06 Utang Belanja Lain-lain

2 5 06 01 Utang Belanja Lain-lain

2 5 06 02 Dst

2 1 6 Utang Jangka Pendek Lainnya
,

2 6 01 Utang Kelebihan Pembavaran PAD

2 6 01 01 Utang Kelebihan Pembayaran Paiak

2 • 6 01 02 Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi

2 • 6 01 03 Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan

2 6 01 04 Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain PAD yang sah

2 6 02 Utang Kelebihan Pembavaran Transfer

2 1 6 02 01 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

2 1 6 02 02 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

2 1 6 02 03 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

2 1 6 02 04 Utang Kelebihan Pembavaran Transfer Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

2 "1 6 03 Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah

2 1 6 03 01 Utang Kelebihan Pembayaran Hibah

2 1 6 03 02 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Lainnya

2 1 6 04 Utang Transfer

2 1 6 04 01 Utang Transfer Bagi Hasil Pajak

2 1 6 04 02 Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

2 1 6 04 03 Utang Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

2 1 6 04 04 Utang Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

2 1 6 04 05 Utang Transfer Bantuan Kepada Partai Politik

2 1 6 04 06 Dst

2 1 6 05 Utang Jangka Pendek Lainnya

2 1 6 05 01 Utang Jangka Pendek Lainnya

2 1 6 05 02

2 2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

2 2 1 Utang Dalam Negeri

2 2 1 01 Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
2 2 1 01 01 Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan

2 2 1 02 Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank

2 2 02 01 Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank

2 2 03 Utang Dalam Negeri-Obligasi

2 2 03 01 Utang Dalam Negeri-Obligasi

2 2 04 Utang Pemerintah Pusat

2 2 04 01 Utang Pemerintah Pusat

2 2 05 Utang Pemerintah Daerah Lainnya
2 2 05 01 Utang Pemerintah Daerah Lainnya ■
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2 2 1 06 Dalam Negeri Lainnya

2 2 1 06 01 Utang Dalam Negeri Lainnva

2 2 2 Utang Jangka Pai^aiig Lalnnya
1

2 2 2 01 Utang Jangka Panjang Lainnya

2 2 2 01 01 Utang Jangka Panjang Lainnva

3 BKUITA8

3 1 EKUITAS

3 1 1 Bkuitas

3 1 1 01 Ekuitas

3 1 1 01 01 Ekuitas

3 1 1 02 Surplus/Defisit - LO
3 1 1 02 01 Surplus/Defisit - LO

3 1 2 Bkuitas SAL

3 1 2 01 Estimasi Pendapatan

3 1 ■2 01 01 Estimasi Pendapatan

3 2 02 Estimasi Penerimaan Pembiayaan
3 2 02 01 Estimasi Penerimaan Pembiayaan

3 1 2 03 Apropriasi Belanja
3 2 03 01 Apropriasi Belanja

3 1 2 04 Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
3 2 04 01 Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan

3 2 05 Estimasi Perubahan SAL
3 2 05 01 Estimasi Perubahan SAL

3 2 06 Surplus/Defisit - LRA
3 2 06 01 Surplus/Defisit - LRA

3 1 3 Bkuitas untuk Dikonsolidasikan
•

3 1 3 01 RK PPKD

3 1 3 01 01 RK PPKD

4 PENDAPATAN - LRA

4 1 PENDAPATAN ASLI DABRAH (PAD) - LRA 1

4 1 1 Pendapatan PaJak Daerah - LRA

4 1 1 01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA
4 1 1 01 01 PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LRA
4 1 1 01 02 PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LRA,
4 1 1 01 03 PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA
4 1 1 01 04 PKB - Mobil Bus - Micrdbus - LRA
4 1 1 01 05 PKB - Mobil Bus - Bus - LRA
4 1 1 01 06 PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA
4 1 1 01 07 PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA
4 1 1 01 08 PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA
4 1 1 01 09 PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA
4 1 1 01 10 PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA
4 1 1 01 11 PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LRA
4 1 1 01 12 Dst

4 1 1 02 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LRA |
4 1 1 02 01 BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan - LRA I
4 1 1 02 02 BBNKB -Mobil Penumpang' - Jeep - LRA
4 1 1 02 03 BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus - LRA
4 1 1 02 04 BBNKB -Mobil Bus - Microbus - LRA
4 1 1 02 05 BBNKB -Mobil Bus • Bus - LRA
4 1 1 02 06 BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA
4 1 1 02 07 BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA
4 1 1 02 08 BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA
4 1 1 02 09 BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA 1
4 1 1 02 10 BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA |
4 1 1 02 11 BBNKB -Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LRA
4 1 1 02 12 Dst

4 1 1 03 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA
4 1 I 03 01 Pajak Bahan Bakar Premium - LRA
4 1 1 03 02 Pajak Bahan Bakar Pertamax - LRA
4 1 1 03 03 Pajak Bahan Bakar Pertamax Plus - LRA
4 1 1 03 04 Pajak Bahan Bakar Solar - LRA
4 1 1 03 05 Pajak Bahan Bakar Gas - LRA
4 1 1 03 06 Dst

18



4 1 1 04 Paiak Air Permukaan - LRA

4 1 1 04 01 Paiak Air Permukaan - LRA

4 1 1 05 Paiak Rokok - LRA

4 1 1 05 01 Paiak Rokok - LRA

4 1 1 06 Paiak Hotel - LRA

4 1 1 06 01 Hotel - LRA

4 1 1 06 02 Motel - LRA

4 1 1 06 03 Losmen - LRA

4 1 1 06 04 Gubuk Pariwisata - LRA

4 1 1 06 05 Wisma Pariwisata - LRA

4 1 1 06 06 PesanRgrahan - LRA

4 1 1 06 07 Rumah Penginapan dan sejenisnya - LRA

4 1 1 06 08 Rumah Kos dengan iumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) - LRA
4 1 1 06 09 Dst

4 1 1 07 Paiak Restoran - LRA

4 1 1 07 01 Restoran - LRA

4 1 1 07 02 Rumah Makan - LRA

4 1 1 07 03 Kafetaria - LRA

4 1 1 07 04 Kantin - LRA

4 1 1 07 05 Warung - LRA

4 1 1 07 06 Bar - LRA

4 1 1 07 07 Jasa Boga/ Katering - LRA

4 1 1 07 08 Dst

4 1 1 08 Paiak Hiburan - LRA

4 1 1 08 01 Tontonan Film/Bioskop - LRA

4 1 1 08 02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LRA

4 1 1 08 03 Kontes Kecantikan, Binaraga, dan sejenisnya - LRA

4 1 1 08 04 Pameran - LRA

4 1 1 08 05 Diskotik. Karaoke, Klab Malam dan sejenisnya - LRA

4 1 1 08 06 Sirkus/Akrobat/Sulap - LRA

4 1 1 08 07 Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LRA

4 1 1 08 08 Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LRA

4 1 1 08 09 Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran {fitnes center) - LRA
4 1 1 08 10 Pertandingan Olahraga - LRA

4 1 1 08 11 Dst

4 1 1 09 Paiak Reklame - LRA

4 1 1 09 01 Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA
4 1 1 09 02 Reklame Kain - LRA

4 1 1 09 03 Reklame Melekat/Stiker - LRA

4 1 1 09 04 Reklame Selebaran r LRA

4 1 1 09 Ob Reklame Berjalan - LRA

4 1 1 09 06 Reklame Udara - LRA

4 1 09 07 Reklame Apung - LRA

4 1 1 09 08 Reklame Suara - LRA

4 1 09 09 Reklame Film/ Slide - LRA

4 1 09 10 Reklame Peragaan - LRA

4 1 09 11 Dst

4 1 10 Paiak Penerangan Jalan - LRA

4 1 10 01 Paiak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri - LRA

4 1 10 02 Paiak Penerangan Jalan sumber lain - LRA

4 1 1 11 Paiak Parkir - LRA

4 1 1 11 01 Paiak Parkir - LRA

4 1 1 12 Paiak Air Tanah - LRA

4 1 1 12 01 Paiak Air Tanah - LRA

4 1 1 13 Paiak Sarang Burung Walet - LRA
4 1 1 13 01 Paiak Sarang Burung Walet - LRA

4 1 1 14 Paiak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA
4 1 1 14 01 Asbes - LRA

4 1 1 14 02 Batu Tulis - LRA

4 1 1 14 03 Batu setengah permata - LRA

4 1 1 14 04 Batu Kapur - LRA
4 1 1 14 05 Batu Apung - LRA

4 1 1 14 06 Batu Permata - LRA

4 1 1 14 07 Bentonit - LRA

4 1 1 14 08 Dolomit - LRA

4 1 1 14 09 Feldspar - LRA

4 1 1 14 10 Garam Batu (Halite) - LRA

4 1 1 14 11 Graflt - LRA

4 1 1 14 12 Granit/Andesit - LRA
4 1 1 14 13 Gips - LRA

4 1 1 14 14 Kalsit - LRA

4 1 1 14 15 Kaolin - LRA

4 1 1 14 16 Leusit - LRA

4 1 1 14 17 Magnesit - LRA
4 1 1 14 18 Mika-LRA

4 1 1 14 19 Manner - LRA

4 1 1 14 20 Nitrat - LRA |
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4 1 1 14 21 Opsidien - LRA

4 1 1 14 22 Oker-LRA 1

4 1 1 14 23 Pasir dan kerikil - LRA 1

4 1 1 14 24 Pasir Kuarsa - LRA 1

4 1 1 14 25 Perlit - LRA

4 1 1 14 26 Phospat - LRA

4 1 1 14 27 Talk - LRA 1

4 1 1 14 28 Tanah Serap (Fullers earth) - LRA I

4 1 1 14 29 Tanah Diatome - LRA 1

4 1 1 14 30 Tanah Liat - LRA 1

4 1 1 14 31 Tawas (Alum) - LRA 1

4 1 1 14 32 Tras - LRA 1

4 1 1 14 33 Yarosif - LRA 1

4 1 1 14 34 Zeolit - LRA 1

4 1 1 14 35 Basal - LRA 1

4 1 1 14 36 Trakit - LRA 1

4 1 1 14 37 Mineral bukan logam dan lainnya - LRA I

1

4 1 1 15 Paiak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA |

4 1 1 15 01 Paiak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA |
1

4 1 1 16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA

4 1 1 16 01 BPHTB - Pemindahan Hak - LRA

4 1 1 16 02 BPHTB - Pemberian Hak Baru - LRA

4 1 2 Pendapatan Retrlbusi Daerah - LRA

4 1 2 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA
4 1 2 01 01 Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA
4 1 2 01 02 Puskesmas keliling - LRA

4 1 2 01 03 Puskesmas pembantu - LRA

4 1 2 01 04 Balai Pengobatan - LRA
4 1 2 01 05 Rumah Sakit Umum Daerah - LRA

4 1 2 01 06 Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda - LRA
1

4 1 2 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA |

4 1 2 02 01 Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbemya ke lokasi pembuangan sementara - LRA |

4 1 2 02 02

Pengangkutan Sampah dari Sumbemya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi
pembuangan/pembuangan akhir sampah - LRA

4 1 2 02 03 Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah - LRA v 1

4 1 2 03 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA

4 1 2 03 01 Kartu Tanda Penduduk - LRA 1

4 1 2 03 02 Kartu Keterangan Bertempat Tinggal - LRA I

4 1 2 03 03 Kartu Identitas Keija - LRA 1
4 1 2 03 04 Kartu Penduduk Sementara - LRA I

4 1 2 03 05 Kartu Identitas Penduduk Musiman - LRA I

4 1 2 03 06 Kartu Keluarga - LRA 1
4 1 2 03 07 Akta Catatan Sipil - LRA 1

i

4 1 2 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA i

4 1 2 04 01 Pelayanan Penguburan/Pemakaman - LRA t
4 1 2 04 02 Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat - LRA |

1

4 1 2 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA |
4 1 2 05 01 Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA |

1

4 1 2 06 Retribusi Pelayanan Pasar - LRA

4 1 2 06 01 Pelataran - LRA

4 1 2 06 02 Los - LRA 1

4 1 2 06 03 Kios - LRA 1

1,

4 1 2 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA I
4 1 2 07 01 Retribusi PKB ■ Mobil Penumpang - Sedan • LRA 1

4 1 2 07 02 Retribusi PKB • Mobil Penumpang - Jeep - LRA I
4 1 2 07 03 Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA 1

4 1 2 07 04 Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus • LRA 1

4 1 2 07 05 Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LRA 1

4 1 2 07 06 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA I
4 1 2 07 07 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA I
4 1 2 07 08 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA I

4 1 2 07 09 Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA

4 1 2 07 10 Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA
4 1 2 07 11 Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LRA

4 1 2 07 12 Dst

4 1 2 08 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA

4 1 2 08 01 Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengu.fian Alat Pemadam Kebakaran - LRA

4 1 2 08 02 Alat Penanggulangan Kebakaran - LRA

4 1 2 08 03 Alat Penyelamatan Jiwa - LRA

4 1 2 08 04 Dst

4 1 2 09 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA

4 1 2 09 01 Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LRA

4 1 2 09 02 Penyediaan Peta Foto - LRA

4 1 2 09 03 Penyediaan Peta Digital - LRA
4 1 2 09 04 Penyediaan Peta Tematik - LRA

20



4 1 2 09 05 Penvediaan PetaTeknis (Struktur) - LRA

4 1 2 10 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA

4 ,2 10,-01 Penvediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA

4 1 2 11 Retribusi PenKolahan.Limbah Cair - LRA

4 1 2 11 01 Riim^ Tangga-'LRA

4 1 2 11 02 Perkantoran - LRA

4 1 2 11 03 Industri - LRA . .

4 1 2 . ,.12 Retribusi Pelayanan Tera/Tera UlanR - LRA

4 1 2 12 01 Penguiian Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya - LRA

4 . .1 2 12 .02. Pengujian dalam keadaan terbungkus - LRA ...

4 1 2 13 Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA

4 1 2 13 01 Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LRA

4 1 2 13 02 Pelatihan Teknis - LRA

4 1 2 14 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA

4 1 2 14 01 Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi - LRA

4 1 2 15 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA

4 1 2 15 01 Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA

4 1 2 15 02 Laboratorium - LRA

4 1 2 15 03 Ruangan -LRA

4 1 2 15 04 Kendaraan Bermotor - LRA

4 1 2 16 Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA

4 1 2 16 01 Penyediaan Fasllitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LRA

4 1 2 16 02 Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LRA

4 1 2 16 03 Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah - LRA

4 1 2 17 Retribusi Tempat Pelelangan - LRA

4 1 2 17 01 Pelelangan Ikan - LRA

4 1 2 17 02 Pelelangan Temak - LRA

4 1 2 17 03 Pelelangan Hasil Bumi - LRA

4 1 2 17 04 Pelelangan Hasil Hutan - LRA

4 1 2 17 05 Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan - LRA

4 1 2 18 Retribusi Terminal - LRA

4 1 2 18 01 Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LRA

4 1 2 18 02 Tempat Kegiatan Usaha - LRA
4 1 2 18 03 Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LRA

4 1 2 19 Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA
4 1 2 19 01 Pelayanan Tempat Khusus Parkir LRA

4 1 2 20 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA

4 1 2 20 01 Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LRA

4 1 2 21 Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA
4 1 2 21 01 Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong - LRA
4 1 2 21 02 Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sesudah dipotong - LRA

4 1 2 22 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA
4 1 2 22 01 Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA

4 1 2 23. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA

4 1 2 23 01 Pelayanan Tempat Rekreasi - LRA
4 1 2 23 02 Pelayanan Tempat Pariwisata - LRA
4 1 2 23 03 Pelayanan Tempat Olahraga -^LRA

4 1 2 24 Retribusi Penyeberangan Air - LRA
4 1 2 24 01 Pelayanan Penyeberangan Orang - LRA

4 1 2 24 02 Pelayanan Penyeberangan Barang - LRA

4 1 2 25 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA
4 1 2 25 01 Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LRA

4 1 2 26 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA

- 4 1 2 26 01 Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LRA

4 1 2 27 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA
4 1 2 27 01 Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA

4 1 2 28 Retribusi Izin Gangguan - LRA

4 ' 1 2 28 01 Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LRA
4 1 2 28 02 Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan - LRA

4 1 2 29 Retribusi Izin Trayek - LRA
4 1 2 29 01 Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LRA
4 1 2 29 02 Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LRA

4 1 2 30 Retribusi Izin Perikanan - LRA

4 1 2 30 01 Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi - LRA
4 1 2 30 02 Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LRA
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4 1 2 31 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas • LRA
4 1 2 31 01 PenRKunaan ruas .lalan tertentu - LKA 1

4 1 2 31 02 PengRunaan koridor tertentu -LRA

4 1 2 31 03 PenRgunaan kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh kendaraan bermotor perseorangan dan barang -i LRA

4 1 2 32 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekeriakan Tenaga Keria Asing (IMTA) - LRA
4 1 2 32 01 Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Keiia Tenaga Keria Asing - LRA

4 1 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dlpisahkan - LRA

4 1 3 01

Bagian Laba yang cUbagikan kepada Hemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD -
LRA 1

4 1 3 01 01

Bagian Laba yang dibagikan kepada l^emda (devidenj atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BL
LRA

^MD

4 1 3 01 02 Dst

4 1 3 02

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Negai
LRA i

a/BUMN -

4 1 3 02 01 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMN - LRA 1

1

4 1 3 03 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahann Milik Swasfa - LRA

4 1 3 03 01

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta
LRA 1

4 1 3 03 .02 Dst

4 1 4 Lain-laln PAD Yang 8ah • LRA 1

4 1 4 01 Hasil Peniualan Aset Daerah Yang Tidak Dlpisahkan - LRA

4 1 4 01 01 Hasil Penjualan Tanah - LRA

4 1 4 01 02 Hasil Penjualaii Peralatan dan Mesin - LRA

4 1 4 01 03 Hasil Peniualan Qedung dan Bangunan - LRA
4 1 4 01 04 Hasil Peniualan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LRA
4 1 4 01 Ob Hasil Penjualan Aset Tetap Lalnnya - LI^

4 1 4 02 Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA

4 1 4 02 01 Hasil Peniualan Aset Lainnya - LRA

4 1 4 03 Penerimaan Jasa Giro - LRA 1
4 1 4 03 01 Jasa Giro Kas Daerah - LRA 1
4 1 4 03 02 Jasa Giro Bendahara - LRA 1
4 1 4 03 03 Jasa Giro Dana Cadangan - LRA 1
4 1 4 03 04 Dst 1

1
4 1 4 04 Pendapatan Bunga - LRA 1
4 1 4 04 01 Pendapatan Bunga Deposito - LRA 1
4 1 4 04 02 Pendapatan Bunga Dana Bergulir - LRA |
4 1 4 04 03 Dst 1

4 i 4 Ob Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA 1
4 1 4 05 01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - LRA |
4 1 4 05 02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LRA |

4 1 4 06 Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LRA |
4 1 4 06 01 Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah - LRA |
4 1 4 06 02 Penerimaan Potongan dari - LRA 1
4 .  1 4 06 03 Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari - LRA |
4 1 4 06 04 Dst 1

1
4 1 4 07 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekeiiaan - LRA |
4 1

1
4 07 01

02

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksannnn Pekeiiaan - LRA |

4 1 4 08 Pendapatan Denda Paiak - LRA 1
4 1 4 08 01 Pendapatan Denda Paiak Kendaraan Bermotor - LRA |
4 i 4 08 02 Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA |
4 1 4 08 03 Pendapatan Denda Paiak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA [
4 i 4 08 04 Pendapatan Denda Paiak Air Permukaan ■ LRA |
4 1 4 08 05 Pendapatan Denda Paiak Rokok - LRA 1
4 1 4 08 06 Pendapatan Denda Paiak Hotel -LRA 1
4 1 4. 08 07 Pendapatan Denda Paiak Restoran - LRA i
4 1 4 08 08 Pendapatan Denda Paiak Hiburan - LRA r
4 I 4 08 oy Pendapatan Denda Paiak Reklame - LRA
4 1 4 08 10 Pendapatan Denda Paiak Penerangan Jalan - LRA
4 1 4 08 11 Pendapatan Denda Paiak Parkir - LRA
4 1 4 08 12 Pendapatan Denda Paiak Air Tanah - LRA
4 1 4 08 13 Pendapatan Denda Paiak Sarang Burung Walet - LRA
4 1 4 08 14 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA
4 1 4 08 lb Pendapatan Denda Paiak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkota«n - lRA
4 i 4 08 16 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA

4 1 4 oy Pendapatan Denda Retribusi - LRA
4 1 4 oy 01 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA
4 1 4 oy 02 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA
4 i 4 oy 03 Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catalan Sipii - LR^
4 i 4 09 04 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA
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4 1 4 09 05 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA
4 Jl 4 09 06 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar - LRA
4 1 4 09 07 Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendajaan Bermotor - LRA

4 1 4 09 08 Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA
4 1 4 09 09 Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA
4 1 4 09 10 Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
4 1 4 09 11 Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA
4 1 4 09 12 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA
4 i 4 09 13 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA

4 1 4 09 14 Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian -MenaraTelekomunikasi - LRA
4 1 4 09 15 Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA
4 1 4 09 16 Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA
4 1 4 09 17 Pendapatan Denda Retribusi Terapat Pelelangan - LRA
4 1 4 09 18 Pendapatan Denda Retribusi Terminal - ,LRA

4 1 4 09 19 Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir ■ LRA
4 1 4 09 20 Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA
4 1 4 09 21 Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA
4 i 4 09 22 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA
4 i 4 09 23 Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA
4 1 4 09 24 Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan Air - LRA

4 1 4 09 2b Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA
4 1 4 09 26 Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA
4 i 4 09 27 Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA
4 1 4 09 28 Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan - LRA
4 1 4 09 29 Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LRA
4 1 4 09 30 Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan - LRA

4 1 4 09 31 Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LRA
4 1 4 09 32 Pendapatan Denda Retribusi Perpaniangan Izin Mempekeriakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA

4 1 4 10 Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LRA

4 1 4 10 01 Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LRA

4 1 4 10 02 Pendapatan Denda Keriasama Pemanfaatan Aset Daerah - LRA

4 1 4 10 03 Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LRA
4 1 4 10 04 Pendapatan Denda Bangun Serah Guna - LRA

4 1 4 11 Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA
4 1 4 11 01 Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA

4 1 4 11 02 Dst

4 4 12 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA

4 4 12 01 Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa - LRA
4 4 12 02 Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LRA
4 4 12 03 Dst

4 1 4 13 Pendapatan dari Pengembalian
4 1 4 13 01 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Paiak Penghasilan Pasal 21 - LRA
4 1 4 13 02 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan - LRA
4 1 4 13 03 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaii dan Tuniangan - LRA
4 1 4 13 04 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perialanan Dinas - LRA
4 1 4 13 Ob Dst

4 1 4 14 Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LRA
4 1. 4 14 01 Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah - LRA
4 1 4 14 02 Pendapatan Penyelenggaraan Diklat - LRA
4 1 4 14 03 Dst

4 1 4 lb Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LRA
4 1 4 lb 01 Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III - LRA
4 1 4 lb 02 Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas - LRA
4 1 4 15 03 Dst

4 1 4 lb Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA
4 1 4 16 01 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LRA
4 1 4 16 02 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan- LRA
4 1 4 16 03 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LRA
4 1 4 16 04 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LRA

4 1 4 17 Pendapatan Zakat* - LRA
4 1 4 17 01 Pendapatan Zakat* - LRA

4 1 4 18 Pendapatan BLUD - LRA
4 i 4 18 01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA
4 i 4 18 02 Pendapatan Hibah BLUD - LRA
4 1 4 18 03 Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LRA
4 1 4 18 04 Dst

4 1 4 19 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA
4 1 4 19 01 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA

4 2 PENDAPATAN TRANSFER - LRA

4 2 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perlmbangan • LRA

4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak - LRA
4 2 1 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LRA
4 2 1 01 02 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LRA
4 2 1 01 03 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LRA
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4 9 1 ni 04

Bagi Hasil dari P^'ak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib P^'ak Orang Pribadi Dalam Negeri dan
21-LRA

PPh Pasal

4 9 1 m 05 Bafii hasil Cukai HasU Tembakau - LRA 1
1

4 9 1 09 Bafii Hasil Bukan Pajak/Sumber Dava Alam - LRA |
4 9 1 09 01 3afii Hasil dari luran Hak Pengusahaan Hutan - LRA |
4 9 1 09 09 Bafii Hasil dari Provisi Sumber Dava Hutan - LRA |
4 9 1 09 03 Bafii Hasil dari Dana Reboisasi • LRA 1
4 9 1 09 04 3agi Hasil dari luran Tetap (Land-Rentl - LRA |
4 9 1 02 05 Bafii Hasil dari luran Eksplorasi dan luran Eksploitasi (Royalti) - LRA |
4 9 1 09 06 Bafii Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LRA |

4 9 1 09 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LRA I
4 9 1 02 08 Bafii Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA |
4 9 1 02 09 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi -LRA I
4 9 1 02 10 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA (

1

4 9 1 03 Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA 1

4 9. 1 03 01 Dana Alokasi Umum - LRA 1
1,

4 9 1 04 Dana Alokasi Khusus (DAKl - LRA 1

4 9 1 04 01 DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LRA I

4 9 04 02 DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LRA 1

4 9 1 04 03 DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LRA I

4 9 1 04 04 DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA 1

4 9 1 04 05 DAK Bidang Keluarga Berencana ■ LRA 1

4 9 1 04 06 DAK Bidang Kehutanan - LRA 1

4 9 1 04 07 DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LRA |,,

4 9 1 04 08 DAK Bidang Kesehatan - LRA 1

4 9 1 04 09 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA 1

4 9 1 04 10 DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LRA 1

4 9 1 04 11 DAK Bidang Transportasi Perdesaan - LRA I

4 9 1 04 12 DAK Bidang Perdagangan - LRA 1
4 2 1 04 13 DAK Bidang Lingkungan Hidup - LRA 1

4 9 1 04 14 DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal fSPDT) - LRA 1
4 2 1 04 15 DAK Bidang Pertanian - LRA 1

4 9 1 04 16 DAK Bidang Energi Pedesaan - LRA 1

4 2 1 04 17 DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan - LRA " |
4 9 04 18 DAK Bidang Pendidikan - LRA 1

4 9 04 19 DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LRA 1

4 9, 04 20 Dst 1

4 2 2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lalnnya - LRA |

4 2 2 01 Dana Otonomi Khusus - LRA 1

4 2 2 01 01 Dana Otonomi Khusus - LRA 1

4 9 2 01 02 Dana Tambahan Infrastruktur- LRA 1

4 2 2 02 Dana Keistimewaan - LRA 1

4 2 2 02 01 Dana Keistimewaan - LRA** 1
1

4 2 2 03 Dana Penyesuaian - LRA 1
4 2 2 03 01 Tuniangan Profesi Guru PNSD - LRA 1
4 2 2 03 02 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LRA I

4 2 2 03 03 Dana Insentif Daerah - LRA 1

4 2 2 03 04 Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi - LRA 1
4 2 2 03 05 Bantuan Operasional Sekolah - LRA*** 1
4 2 2 03 06 Dst 1.

4 2 3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA

4 2 3 01 Pendapatan Bagi Hasil Paiak - LRA

4 9 3 01 01 Pendapatan Bagi Hasil Paiak - LRA 1

4 2 3 01 02 Dst 1

4 2 3 02 Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA 1
4 2 3 02 01 Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA 1
4 2 3 02 02 Dst 1

1

4 2 3 03 Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA i

4 2 3 03 01 Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA (
1

4 2 4 Bantuan Kenangan - LRA 1
4 2 4 01 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA |
4 2 4 01 01 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LRA 1
4 9 4 01 02 Dst 1

1

4 2 4 02 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA I

4 9 4 02 01 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA I
4 2 4 02 02 Dst 1,

1.

4 2 4 03 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA I

4 2 4 03 01 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA I
4 2 4 03 02 Dst 1

1

4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA I

1

4 3 1 Pendapatan Hibah - LRA
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4 3 1 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA

4 3 1 01 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah

4 3 1 02 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA

4 3 1 02 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA

4 3 1 03 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/OrKanisasi Swasta dalam Negeri - LRA
4 3 1 03 01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri^ - LRA
4 3 1 03 ■02 Dst

4 3 1 04 Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LRA
4 3 1 04 01 Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LRA
4 3 1 04 02 Pendapatan Hibah dari perorangan - LRA

4 3 2 Dana Darurat - LRA

4 3 •2 01 Dana Darurat - LRA
4 3 2 01 01 Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam -'LRA
4 3 2 01 02 Dst

4 3 3 Pendapatan Lainnya - LRA

4 3 3 01 Pendapatan Lainnya - LRA
4 3 3 01 01 Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga - LRA
4 3 3 01 02 Dst

5 BBLANJA

5 1 BELANJA OPERASI

6 1 1 Belax^a Pegawai

5 1 1 01 Belan.ia Gaji dan Tunjangan
5 1 1 01 01 Gai'i Pokok PNS/ Uang Representasi
5 • 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga
5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan
5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional
5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum
5 1 1 01 06 Tunjangan Beras
5 1 01' 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji
5 1 1 01 09 luran Jamman Kesehatan

. 5. 1 1 ,01 10 Uang Paket
'5 1 1 01 11 Tunjangan Badan Musyawarah
5 1 1 01 12 Tunjangan Korhisi , ,
5' 1 1 01 13 Tunjangan Badan Anggaran
5 1 1 , 01 14 Tunjangan Badan Kehormatan
5 1 1 01 15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
5 1 1 01 16 Tunjangan Perumahan
5 1 1 01 17 Uang Duka Wafat/Tewas
5 1 1 01 18 Uang Jasa Pengabdiah
5 1 1 01 19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
5 1 1 01 20 Tunjangan Kesehatan DPRD
5 1 1 01 21 Dst

5 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5 1 ,02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5 1 02 02 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas
5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
5 1 1 02 04 Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
5 1 1 02 Ob Dst

5 , 1 1 03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
5 1 1 03 01 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5 1 1 03 02 Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
5 1 1 03 03 Dst

'

5 1 1 04 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
5 1 1 04 01 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan
5 1 1 04 02 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan
5 1 1 04 03 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan

5 1 1 05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah
' 5 1 1 05 01 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LRA

5 1 1 05 02 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA
5 1 1 05 03 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bah an Bakar Kendaraan Bermotor - LRA
5 1 1 05 04 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan - LRA
5 1 1 05 05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LRA
b , 1 1 Ob 06 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LRA
5 1 1 05 07 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LRA
5 1 1 05 08 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LRA
5 1 1 05 09 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LRA
5 1 1 05 10 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LRA
5 1 1 05 ,11 Insentif Pemungutan-Pajak Daerah - Pajak Parlor - LRA
5 1 1 05 12 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LRA
5 1 1 05 13 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet - LRA |
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5 1 1 05 14 Insentif PemunRUtan Pajak Daerah - Pai'ak Mineral Bukan LoRam dan Batuan - LRA

5 1 1 05 15 Insentif PemunRUtan Paiak Daerah - Paiak Bumi dan BanRunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA

5 1 1 05 16 Insentif PemunRutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan BanRunan - LRA

5 1 1 06 Insentif PemunRUtan Retribusi Daerah

5 1 1 06 01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LRA

5 1 1 06 02 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelavanan Persampahan/ Kebersihan - LRA

5 1 1 06 03

Insentii femungutan KetnPusi uaeran - Fenggantian tJiaya uetaic Kartu Tanda Penduduk dan Akta CatataH Sipil -
LRA 1

5 1 1 06 04 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelavanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA 1
5 1 1 06 05 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA

5 1 1 06 06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LRA

5 1 1 06 07 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA |
5 1 1 06 08 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA (
5 1 1 06 09 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA |
5 1 1 06 10 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA |
5 1 1 06 11 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair - LRA |
5 1 1 06 12 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA |
5 1 1 06 13 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan - LRA |
5 •1 1 06 14 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA |
5 1 1 06 15 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA |
5 1 1 06 16 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA 1
5 1 1 06 17 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan - LRA |
5 1 1 06 18 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LRA |
5 1 1 06 19 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir - LRA |
5 1 1 06 20 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA

5 ■1 1 06 21 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LRA
5 1 1 06 22 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan - LRA
5 1 1 06 23 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA
5 1 1 06 24 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyeberangan Air - LRA
5 1 1 06 25 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA
5 1 1 06 26 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LRA
5 1 1 06 27 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA
5 1 1 06 28 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan - LRA
5 1 1 06 29 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek LRA
5 1 1 06 30 Insentii Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan - LRA |
5 1 1 06 31 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas - LRA |
5 1 1 06 32 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Keria Asing flMTAl - LRA

5 1 1 07 Uang Lembur
5 1 07 01 Uang Lembur PNS
5 1 07 02 Uang Lembur Non PNS |

1
5 1 2 Belanja Barang dan Jasa |

1
5 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis |
5 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 1
5 2 01 02 Belanja dokumen/administrasi tender |
5 2 01 03 Belanja alat listrik dan elektronik (larapu pijar, battery kering) |
5 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya j
5 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih [
5 1 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas |
5 1 2 01 07 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran |
5 1 2 01 08 Belanja pengisian tabung gas |
5 1 2 01 09 Dst I

5 1 2 02 Belanja Bahan/Material I
5 1 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan I
5 1 2 02 02 Belanja bahan/bibit tanaman 1
5 1 2 02 03 Belanja bibit temak [
5 1 2 02 04 Belanja bahan obat-obatan I
5 1 2 02 05 Belanja bahan kimia
b 1 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok
5 1 2 02 07

1
5. 1 2 03 Belanja Jasa Kantor 1
5 1 2 03 01 Belanja telepon I
5 1 2 03 02 Belanja air 1
5 1 2 03 03 Belanja listrik 1
5 1 2 03 04 Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
5 1 2 03 05 Belanja surat kabar/majalah
5 1 2 03 06 Belanja kawat/faksimili/intemet 1
5 1 2 03 07 Belanja paket/pengiriman
5 1 2 03 08 Belanja Sertifikasi
5 1 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5 1 2 03 10 Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
5 2 03 11 Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5 1 2 03 12

5 1 2 04 Belanja Premi Asuransi
5 ■ 1 2 04 01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan
5 1 2 04 02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
5 1 2 04 03 Dst

5 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5 1 2 05 01 Belanja Jasa Service
5 1 2 ■ 05 02 Belanja Penggantian Suku Cadang
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5 1 05 03 3elania Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas ,

5 1 9 05 04 3elan|a Jasa KIR

5 1 2 05 05 Belanja Paiak Kendaraan Bermotor

5 1 2 05 06 Belania Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

5 1 2 05 Belanja Cetak dan Penegandaan

5 1 2 06 01 Belania cetak

5 1 2 06 02- Belania Penggandaan

5 1 2 07 Belania Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5 1 2 07 01 Belania sewa rumah iabatan/rumah dinas
S 1 2 07 02 Belania sewa gedung/ kantor/tempat
5 1 2 07 03 Belania sewa ruang rapat/pertemuan

5 1 2 07 04 Belania sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas
5 1 2 07 05

5 1 2 OR Belania Sewa Sarana Mobilitas

5 1 2 08 01 Belania sewa Sarana Mobilitas Darat

5 1 2 08 02 Belania sewa Sarana Mobilitas Air

S 1 2 08 03 Belania sewa Sarana Mobilitas Udara
5 1 2 08 04 Dst...

5 1 2 09 Belania Sewa Alat Berat

5 1 2 09 01 Belania sewa Eskavator

5 , 1 2 09 02 Belania sewa Buldoser

fi 1 2 09 03 Dst...

5 1 2 10 Belania Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5 1 2 10 01 Belania sewa meia kursi

5 1 2 10 02 Belania sewa komputer dan printer

5 1 2 10 03 Belania sewa proyektor

R 1 2 10 04 Belania sewa generator

5 1 2 10 05 Belania sewa tenda

5 1 2 10 06 Belania sewa pakaian adat/tradisional

5 1 2 10 07

5 1 2 n Belania Makanan dan Minuman

5 1 2 11 01 Belania makanan dan minuman harian pegawai

5 1 2 11 02 Belania makanan dan minuman rapat

5 1 2 11 03 Belania makanan dan minuman tamu

5 1 2 11 04 Belania makanan dan minuman pelatihan

5 2 11 05

5 2 12 Belania Pakaian Dinas dan Atributnya

5 2 12 01 Belania pakaian Dinas KDH dan WKDH

5 2 12 02 Belania Pakaian Sipil Harian (PSH)

5 2 12 03 Belania Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

5 1 2 12 04 Belania Pakaian Dinas Harian (PDH)

5 2 12 05 Belania Pakaian Dinas Upacara (PDU)

5 2 12 06

5 1 2 13 Belania Pakaian Keria

5 1 2 13 01 Belania pakaian keiia lapangan

5 1 2 13 02

5 1 2 14 Belania Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

5 1 2 14 01 Belania pakaian KORPRI

5 1 2 14 02 Belania pakaian adat daerah

5 1 2 14 03 Belania pakaian batik tradisional

5 1 2 14 04 Belania pakaian olahraga

5 1 2 14 05 Dst

5 1 2 15 Belania Perialanan Dinas

5 1 2 15 01 Belania perialanan dinas dalam daerah

5 1 2 15 02 Belania perialanan dinas luar daerah
5 1 2 15 03 Belania perialanan dinas luar negeri

fS 1 2 16 Belania Perialanan Pindah Tugas

5 1 2 16 01 Belania perialanan pindah tugas dalam daerah
5 1 2 16 02 Belania perialanan pindah tugas luar daerah

5 1 2 17 Belania Pemulangan Pegawai

5 1 2 17 01 Belania pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah
5 1 2 17 02 Belania pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah

5 1 2 18 Belania Pemeliharaan

5 1 2 IR 01 Belania Pemeliharan Tanah

5 1 2 18 02 Belania Pemeliharan Peralatan dan Mesin

5 1 2 IR 03 Belania Pemeliharan Gedung dan Bangunan

5 1 2 18 04 Belania Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan >
5 1 2 18 05 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya •
5 1 2 18 06

5 1 2 19 Belania Jasa Konsultansi

5 1 2 19 01 Belania Jasa Konsultansi Penelitian
5 1 2 19 02 Belania Jasa Konsultansi Perencanaan

5 1 2 19 03 Belania Jasa Konsultansi Pengawasan
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5 1 2 19 04

I
5 1 2 2U Beianja barang Untuk Uiserahkan kepada Masvarakat/Pihak Ketiga \
5 1 2 2U 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat |
5 1 2 2U 02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga |

]
5 1 2 21 Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga |
5 1 2 21 01 Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat |'
5 1 2 21 02 Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga 1

b 1 2 22 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

5 1 2 22 01 Belanja beasiswa tugas belajar D3

b 1 2 22 02 Belanja beasiswa tugas belajar SI

5 1 2 22 03 Belanja beasiswa tugas belajar S2 1
b

5

1
1

2

0

22

00

04

05

Belanja beasiswa tugas belajar S3 i
Dst 1

1
b 1 2 23 Beiania kursus, peiatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS (
b 1 2 23 01 Belanja kursus-kursus singkat/ peiatihan 1
b i 2 23 02 Belanja sosialisasi [
b

5

1

1

2

2

23

23

03

04

Belanja bimbingan teknis i'
Dst 1

1
■ b 1 2 24 Belanja honoranum Non Pegawai "j
b 1 2 24 01 Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber / Instruktur i
b

5

1

1

2

2

24

24

02

03

Moderator j
Dst [

1
b i 2 2b Honoranum PNS 1
b 1 2 2b 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan j
b i 2 2b 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (
b

5

i

1

2

2

2b

25

03

04

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber i'
Dst \

1
b 1 2 2b Honoranum won PNS -j
5 i 2 26 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (
b

5

1

1

2

2

2b

26

02

03

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap i'
Dst p

1
b 1 2 27 Uang untuk dibeiikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat j
b i 2 27 01 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga i
b
5

1

1

2

2

27

27

02

03

Uang untuk diberikan kepada Masyarakat

5 1 3 Belanja Bunga

5 i 3 01 Bunga Utang Pinjaman
5 3 01 01 Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
b 3 01 02 Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya
5 1 3 01 03 Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
5 i 3 01 04 Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
b 1 3 01 Ob Bunga Utang Pinjaman Lainnya

5 1 3 02 Bunga Utang Obligasi
b 1 3 02 01 Bunga Utang Obligasi

5 1 4 Belanja Subsldi

b 1 4 01 Belanja Subsidi
b i 4 01 01 Belanja Subsidi kepada BUMN
5 i 4 01 02 Belanja Subsidi kepada BUMD
5 1 4 01 03 Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya

5 1 5 Belanja Hibah

1
5 1 b 01 Belanja Hibah kepada Pemerintah l'
b 1 b 01 01 Belanja Hibah kepada Pemerintah 1

1
5 1 b 02 Belania Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya |
5 i 5 02 01 Hibah kepada Pemerintah Provinsi |
5 1 b 02 02 Hibah kepada Pemerintah Kabupaten 1 ■
5 1 5 02 03 Hibah kepada Pemerintah Kota 1

1
5 1 5 03 Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD |
5 1 b 03 01 3elanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD i
5 i b 03 02 Dst ^ \ ■

1
5 i 5 04 belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat i
5 i 5 04 01 ieianja Hibah kepada Kelompok Masyarakat

5 i 5 04 02 Dst...

5 1 b Ob Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
1

5 i 5 05 01 seiania Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan i
5 i b Ob 02 Dst...

5 1 b Ob Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar ***
i 5 Ob 01 Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
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5 1 5 06 02

5 1 6 Belanja Bantuan Sosial

5 1 b 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
5 1 6 01 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan ....
5 1 b 01 .02 Dst

b 1 b 02 Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat

5 1 b 02 01 Belanja Bantuan Sosial kepada

5 1 6 02 02 Dst

5 2 BBLANJA MODAL

5 2 1 Belanja Modal Tanah

5 2 1 01 Belanja modal Pengadaan Tanah Perkampungan

b 2 1 01 01 Belanja modal Pengadaan Tanah Kampung

b 2 i 01 02 Belanja modal Pengadaan Tanah Emplasmen

5 2 1 01 03 Belanja modal Pengadaan Tanah Kuburan

5 2 1 01 04 Dst

5 2 1 02 Belanja modal PengadaanTanah Pertanian

b 2 1 02 01 Belanja modal Pengadaan Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami

5 • 2 1 02 02 Belanja modal Pengadaan Tanah Tegalan

5 2 1 02 03 Belanja modal Pengadaan Tanah Ladang

5 2 1 02 04 Dst

5 2 1 03 Belanja modal Pengadaan Tanah Perkebunan
b 2 i 03 01 Belanja modal Pengadaan Tanah Perkebunan

5 2 1 03 02 Dst

b 2 i 04 Belanja modal Pengadaan Kebun Campuran

5 2 1 04 01 Belanja modal Pengadaan Bidang Tanah Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan
b 2 1 04 02 Belanja modal Pengadaan-Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain
5 2 1 04 03 Dst

b 2 1 Ob Belanja modal Pengadaan Hutan

5 2 1 Ob 01 Belanja modal Pengadaan Hutan Lebat

5 2 1 Ob 02 Belanja modal Pengadaan Hutan Belukar

5 2 1 Ob 03 Belanja modal Pengadaan Hutan Tanaman Jenis

5 2 1 05 04 Belanja modal Pengadaan Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa
b 2 1 Ob Ob Belanja modal Pengadaan Hutan Untuk Penggunaan Khusus
5 2 1 05 Ob Dst

b 2 1 06 Belanja modal Pengadaan Kolam Ikan

b 2 i Ob 01 Belanja modal Pengadaan-Tambak

b 2 1 Ob 02 Belanja modal Pengadaan Air Tawar

5 2 1 Ob 03 Dst

b 2 1 OV Belanja modal Pengadaan Tanah Danau/Rawa
b 2 1 07 01 Belanja modal Pengadaan tanah Rawa

b 2 07 02 Belanja modal Pengadaan tanah Danau

b 2 08 Belanja modal Pengadaan Tanah Tandus/Rusak
b 2 08 01 Belanja modal Pengadaan Tanah Tandus
b 2 08 02 Belanja modal Pengadaan Tanah Rusak

b 2 i oy Belanja modal Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput
5 2 1 09 01 Belanja modal Pengadaan tanah Alang-alang
5 2 09 02 Belanja modal Pengadaan tanah Padang Rumput

5 2 10 Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain
5 2 10 01 Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain...
b 2 i 10 02 Dst

b 2 1 11 Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung
b 2 1 11 01 Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
b 2 1 11 02 Belanja modal Pengadaaii Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahnnn
b 2 1 11 03 Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Industri
5 2 1 11 04 Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa
b 2 1 11 Ob Belanja modal Pengadaan Tanah Kosong
b 2 I 11 Ob Belanja modal Pengadaan Tanah Petemakan
b 2 1 11 07 Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan
b 2 i 11 08 Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan
b 2 1 11 09 Belanja modal Pengadaan Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst
b 2 1 11 10 Dst

b 2 1 12 Belanja modal Pengadaan Tanah Pertambangan
5 2 1 12 01 Selanja modal Pengadaan Pertambangan
b 2 1 12 02 Dst

b 2 1 13 Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
5 2 1 13 01 Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga
5 2 1 13 02 Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Parkir
b 2 1 13 03 Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang
b 2 1 13 04 Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
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5 2 13 05 Belania modal Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
5 2 1 13. 06 > Belania modal Pengadaan Tmiah Lapangan Terbang

5 2 1 13 07 Belania modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan
5 2 1 13 08- Belania modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air
5 2 1 13 09 Belania modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi
5 2 1 13 10 Belania modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jarlngan
5 2 1 13 11 Belania modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Berseiarah
5 2 1 13 12 Belania modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga
5 2 1 13 13 Belania modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah
5 2 1 13 14 Dst

5 2 2 i Belanja Modal Peralatan dan Mesln
>•

5 2 2 01 I; Belania modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat

5 2 2 01 01 Belania modal Pengadaan Tractor

5 2 2 01 02 Belania modal Pengadaan Grader

5 2 2 01 03 Belanja modal Pengadaan Excavator
5 2 2 01 04 Belania modal Pengadaan Pile Driver

5 2 2 01 05 Belania modal Pengadaan Hauler

5 2 2 01 06 Belanja modal Pengadaan Asphal Equipment
5 2 2 01 07 Belania modal Pengadaan Compacting Equipment
5 2 2 01 08 Belanja modal Pengadaan Aggregate $ Concrete Equipment
5 2 2 01 09 Belania modal Pengadaan Loader

5 2 2 01 10 Belanja modal Pengadaan Alat Pengangkat
5 2 2 01 11 Belania modal Pengadaan Mesin Proses

5 2 2 01 12 Dst

5 2 2 02 Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Apung
5 2 2 02 01 Belanja modal Pengadaan Dredger
5 2 2 02 02 Belania modal Pengadaan Floating Excavator

5 2 2 02 03 Belanja modal Pengadaan Amphibi Dredger
5 2 2 02 04 Belania modal Pengadaan Kapal Tarik

5 2 2 02 05 Belania modal Pengadaan Mesin Proses Apung

5 2 2 02 06 Dst

5 2 2 03 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu

5 2 2 03 01 Belanja modal Pengadaan Alat Penarik

5 2 2 03 02 Belanja modal Pengadaan Feeder

5 2 2 03 03 Belanja modal Pengadaan Compressor
5 2 2 03 04 Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set
5 2 2 03 05 Belanja modal Pengadaan Pompa

5 2 2 03 06 Belanja modal Pengadaan Mesin Bor
5 2 2 03 07 Belanja modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan
5 2 2 03 08 Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor
5 2 2 03 09 Belanja modal Pengadaan Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator

5 2 2 03 10 Dst

5 2 2 04 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

5 2 2 04 01 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5 2 2 04 02 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang

5 2 2 04 03 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

5 2 2 04 04 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus
5 2 2 04 05 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
5 2 2 04 06 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga

5 2 2 05 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

5 2 2 05 01 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

5 2 2 05 02 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang

5 2 2 06 Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor

5 2 2 06 01 Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang
5 2 2 06 02 Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang

5 2 2 06 03 Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus

5 2 2 07 Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
5 2 2 07 01 Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang
5 2 2 07 02 Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang
5 2 2 07 03 Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus

5 2 2 08 Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara
5 2 2 08 01 Belanja modal Pengadaan Pesawat Terbang
5 2 2 08 02 Dst

5 2 2 09 Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin

5 2 2 09 01 Belanja modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi
5 2 2 09 02 Belanja modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah

5 2 2 09 03 Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
5 2 2 09 04 Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service
5 2 2 09 05 Belanja modal Pengadaan Perkakas Pengangkat Bermesin
5 2 2 09 06 Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu
'5 '2 2 09 07 Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus
5 2 2 09 08 Belanja modal Pengadaan Peralatan Las
5 2 2 09 09 Belanja modal Pengadaan Perkakas Pabrik Es

5 2 2 09 10 Dst

5 2 2 10 Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin
5 2 2 10 01 Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
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5 7, 2 10 02 Belania modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
5 7 7 in 03 Belania modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service
S 7 7 10 04 Belania modal Pengadaan Perkakas Pengangkat
S 7. 7 10 05 Belania modal Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)
5 7 7 10 06 3elania modal Pengadaan Perkakas Khusus [Special Tool)
5 7 7 10 07 Belania modal Pengadaan Perkakas Bengkel Keria
5 7 7 10 08 3elania modal Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi
5 7 7 10 09 3elania modal Pengadaan Peralatan Tukang Kavu
5 7 2 10 10 Belania modal Pengadaan Peralatan Tukang Kulit
5 7 7 10 11 Belania modal PengadaanPeralatan Ukur, Gip fis Feting
5 7 7 10 12 Dst

5 7 7 11 Belania modal Pengadaan Mat Ukur

5 7 7 n 01 Belania modal Pengadaan Mat Ukur universal

5 7 7 11 02 Belania modal Pengadaan Alat Ukur/Test Intelegensia
5 7 7 11 03 Belania modal Pengadaan Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
5 2 2 11 04 Belania modal Pengadaan Alat Ukur /Test Klinis Lain
5 7 7 11 05 Belania modal Pengadaan Alat Calibrasi

fi 7 7 11 06 Belania modal Pengadaan Oscilloscope
5 7 2 11 07 Belania modal Pengadaan Universal Tester

5 7 2 11 08 Belania modal Pengadaan Alat Ukur/Pembanding
5 7 2 11 09 Belania modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya
5 7 7 11 10 Belania modal Pengadaan Alat Timbangan/Blora
5 7 7 11 11 Belania modal Pengadaan Anak Timbangan/Biasa

5 7 2 11 12 Belania modal Pengadaan Takaran Kering
5 7 2 11 13 Belania modal Pengadaan Takaran Bahan Bangunan 2 HL

5 7 2 11 14 Belania modal Pengadaan Takaran Latex/Getah Susu
5 7 2 11 15 Belania modal Pengadaan Gelas Takar Berbagai Capasitas
5 7 2 11 16 Dst

5 7 2 12 Belania modal Pengadaan Alat Pengolahan
5 7 2 12 01 Belania modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
5 7 2 12 02 Belania modal pengadaan Alat Panen/Pengolahan
5 7 2 12 03 Belania modal Pengadaan Alat-Alat Petemakan
5 7 2 12 04 Belania modal Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian
5 7 2 12 05 Belania modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian
5 7 2 12 06 Belania modal Pengadaan Mat Procesing

5 7 2 12 07 Belania modal Pengadaan Alat Pasca Panen

5 7 2 12 08 Belania modal Pengadaan Alat Produksi Perikanan
5 2 2 12 09 Dst

5 2 2 13 Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Mat Penyimpan
5 2 2 13 01 Belania modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman

S 2 2 13 02 Belania modal Pengadaan Alat Panen

5 2 2 13 03 Belania modal Pengadaan Alat Penyimpanan
5 2 2 13 04 Belania modal Pengadaan Alat Laboratorium

5 2 2 13 05 Belania modal Pengadaan Alat Penangkap Ikan

5 2 2 13 06 Dst

5 2 2 14 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor

5 2 2 14 01 Belania modal Pengadaan Mesin Ketik
5 2 2 14 02 Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah
5 2 2 14 03 Belanja modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)
5 2 2 14 04 Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
5 2 2 14 05 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya

5 2 2 14 06 Dst

5 2 2 15 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

5 2 2 15 01 Belania modal Pengadaan Meubelair
5 2 2 15 02 Belanja modal Pengadaan Alat Pengukur Waktu
5 2 2 15 03 Belania modal Pengadaan Alat Pembersih

5 2 2 15 04 Belania modal Pengadaan Alat Pendingin

5 2 2 15 05 Belania modal Pengadaan Alat Dapur

5 2 2 15 06 Belania modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5 2 2 15 07 Belania modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran

5 2 2 15 08 Dst

5 2 2 16 Belania modal Pengadaan Komputer

5 2 2 16 01 Belania modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
5 2 2 16 02 Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe
5 2 2 16 03 Belania modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer
5 2 2 16 04 Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer
5 2 2 16 05 Belania modal Pengadaan Perlatan Jaringan

5 2 2 16 06 Dst

5 2 2 17 Belanja modal Pengadaan Meia Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
5 2 2 17 01 Belania modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat

5 2 2 17 02 Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat
5 2 2 17 03 Belania modal Pengadaan Kursi Keria Pejabat

5 2 2 17 04 Belania modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat

5 2 2 17 05 Belania modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Keria Pejabat

5 2 2 17 06 Belania modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat

5 2 2 17 07 Belania modal Pengadaan Lemari dan Arsip Peiabat
5 2 2 17 08 Dst

5 2 2 18 Belanja modal Pengadaan Alat Studio
5 2 2 18 01 Belania modal Pengadaan Peralatan Studio Visual
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5 2 2 18 02 Belania modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film

5 2 2 18 03 Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A

5 2 2 18 04 Belania modal Pengadaan Peralatan Cetak

5 2 2 18 Ob Belanja modal Pengadaan Peralatan Computing

5 2 2 18 06 Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur

b 2 2 18 OV Dst

1
5 2 2 19 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi |
5 2 2 19 0] Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone |
5 2 2 19 02 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB |
5 2 2 19 03 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM j
'5 2 • 2 19 04 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF |
5 2 2 19 05 Belania modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF |
5 2 2 19 06 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial |
5 2 2 19 07 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Sandi

5 2 2 19 08 Dst

5 2 2 20 Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar

5 2 2 20 01 Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar MF/MW

5 2 2 20 02 Belanja modal pengadaan Peralatan Pemancar HF/SW

5 2 2 20 03 Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM |
5 2 2 20 04 Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar UHF |
5 2 2 20 05 Belania modal Pengadaan Peralatan Pemancar SHF

5 2 2 20 06 Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena MF/MW i
5 2 2 20 07 Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena HF/SW |
5 2 2 20 08 Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena VHF/FM |
5 2 2 20 09 Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena UHF |
5 2 2 20 10 Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola |
5 2 2 20 11 Belanja modal Pengadaan Peralatan Translator VHF/VHF j
5 2 2 20 12 Belanja modal Pengadaan Peralatan Translator UHF/UHF |
5 2 2 20 13 Belanja modal Pengadaan Peralatan Translator VHF/UHF |
5 2 2 20 14 Belanja modal Pengadaan Peralatan Translator UHF/VHF
5 2 2 20 15 Belanja modal Pengadaan Peralatan Microvawe FPU (
5 2 2 20 16 Belanja modal Pengadaan Peralatan Microvawe Terestrial ]
5 2 2 20 17 Belanja modal Pengadaan Peralatan Microvawe TVRO |
5 2 2 20 18 Belanja modal Pengadaan Peralatan Dummy Load |
5 2 2 20 19 Belanja modal Pengadaan Switcher Antena |
5 2 2 20 20 Belanja modal Pengadaan Switcher/Menara Antena i
5 2 2 20 21 Belanja modal Pengadaan Feeder |
5 2 2 20 22 Belanja modal Pengadaan Humility Control |
5 2 2 20 23 Belanja modal Pengadaan Program Input Equipment |
5 2 2 20 24 Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena Penerima VHF [
5 2 2 20 25 Dst 1

1
5 2 2 21 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran |
5 2 2 21 01* Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum |
5 2 2 21 02 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi j
5 2 2 21 03 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana ]
5 2 2 21 04 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Mata |
5 2 2 21 05 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T |
5 2 2 21 06 Belanja modal Pengadaan Alat Rotgen {
5 2 2 21 07 Belanja modal Pengadaan Alat Faxmasi I
5 2 2 21 08 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah |
5 2 2 21 09 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan |
5 2 2 21 10 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam |
5 2 2 21 11 Belanja modal Pengadaan Mortuaiy , !
5 2 2 21 12 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Anak |
5 2 2 21 13 Belanja modal Pengadaan Poliklinik Set |
5 2 2 21 14 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh |
5 2 2 21 15 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syaral) 1
5 2 2 21 16 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Jantung |
5 2 2 21 17 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Nuklir 1
5 2 2 21 18 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi |
5 2 2 • 21 19 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin |
5 2 2 21 20 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat 1
5 2 2 21 21 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa j
5 2 2 21 22 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Hewan |
5 2 2 21 23 Dst ' 1 •

1
5 2 2 22 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan 1
5 2 2 22 01 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan |
.5 2 2 22 02 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis ' |
5 2 2 22 03 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Matra Laut |
5 2 2 22 04 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Matra Udara [
5 2 2 22 05 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian 1
5 2 2 22 06 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga

5 2 2 22 07 Dst

1
5 2 2 23 Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium j
5 2 2 23 01 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air |

' 5 2 2 23 02 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi |
5 2 2 23 03 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Hidro Kimia |
5 2 2 23 04 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Model/Hidrolika |
5 2 2 23 05 Belanja modal Pengadaan Alat laboratorium Buatan/Geologi )
5 2 2 23 06 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstniksi |
5 2 2 23 07 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Aspal Cat 85 Kimia |
5 2  1 2 23 08 Belanja modal Pengadaan Alat laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan |
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5 2 2 23 09 Belanja modal PenRadaan Mat Laboratorium Cocok Tanam

5 2- 2 23 10 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik
5 2 2 23 11 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A -
5 2 2 23 12 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum
5 2 2 23 13 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum A
5 2 2 23 14 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran
5 2 2 23 15 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi
5 2 2 23 16 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia
5 2 2 23 17 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi A
5 2 2 23 18 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Patologi
5 2 2 23 19 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Immunologi
5 2 2 23 20 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi
5 2 2 23 21 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Film
5 2 2 23 22 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Makanan

5 2 2 23 23 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi
5 2 2 23 24 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi
5 2 2 23 25 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika
5 2 2 23 26 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Hidrodinamika
5 2 2 23 27 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Klimatologi
5 2 2 23 28 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Peleburan
5 2 2 23 29 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pasir
5 2 2 23 30 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
5 2 2 23 31 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola

5 2 2 23 32 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Metalography

5 2 •2 23 33 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengelasan

5 2 2 23 34 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
5 2 2 23 35 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
5 2 2 23 36 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Matrologie
5 2 2 23 37 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam
5 2 2 23 38 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
5 2 2 23 39 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil
5 2 2 23 40 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratoriuni Uji Tekstel
5 2 2 23 41 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
5 2 2 23 42 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet
5 2 2 23 43 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik
5 2 2 23 44 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Keramik
5 2 2 23 45 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
5 2 2 23 46 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian
5 2 2 23 47 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian A
5 2 2 23 48 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian B
5 2 2 23 49 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Blektronika dan Daya
5- 2 2 23 50 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Energi Surya
5 2 2 23 51 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
5 2 2 23 52 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Oceanografl
5 2 2 23 53 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
5 2 2 23 54 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi Peralatan

5 2 2 23 55 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi
5 2 2 23 56 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Geofisika

5 2 2 23 57 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Tambang

5 2 2 23 58 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
5 2 2 23 59 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Industri '

5 2 2 23 60 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja

5 2 2 23 61 Belanja modal Pengadaan Laboratorium Kearsipan

5 2 2 23 62 Belanja modal Pengadaan Laboratorium Hematologi 8s Urinalisis
5 2 2 23 63 Belanja modal Pengadaan Laboratorium Hematologi 8b Urinalisis A
5 2 2 23 64 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya

5 2 2 23 65 Dst

5 2 2 24 Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah

5 2 2 24 01 Belanja modal Pengadaan Bidang Studi Bahasa Indonesia

5 2 2 24 02 Belanja modal Pengadaan Bidang Studi Matematika

5 2 2 24 03 Belanja modal Pengadaan Bidang Studi IPA Dasar

5 2 2 24 04 Belanja modal Pengadaan Bidang Studi IPA Lanjutan

5 2 2 24 05 Belanja modal Pengadaan Bidang Studi IPA Menengah

5 2 2 24 06 Belanja modal Pengadaan Bidang Studi IPA Atas

5 2 2 24 07 Belanja modal Pengadaan Bidang Studi IPS

5 2 2 24 08 Belanja modal Pengadaan Bidang Studi Agama Islam
5 2 2 24 09 Belanja modal Pengadaan Bidang Studi Ketrampilan

5 2 2 24 10 Belanja modal Pengadaan Bidang Studi Kesenian

5 2 2 24 11 Belanja modal Pengadaan Bidang Studi Olah Raga

5 2 2 24 12 Belanja modal Pengadaan Bidang Studi PMP

5 2 2 24 13 Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Laln-lain

5 2 2 24 14 Dst

5 2 2 25 Belanja modal Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir

5 2 2 25 01 Belanja modal Pengadaan Analytical instrument

5 2 2 25 02 Belanja modal Pengadaan Instrument Probe/Sensor
5 2 2 25 03 Belanja modal Pengadaan General Laboratory Tool
5 2 2 25 04 Belanja modal Pengadaan Instrument Probe/Sensor A

5 2 2 25 05 Belanja modal Pengadaan Glassware Plastic/Utensils
5 2 2 25 06 Belanja modal Pengadaan Laboratory Safety Equipment

5 2 2 25 07 Dst

5 2 2 26 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika

5 2 2 26 01 Belanja modal Pengadaan Radiation Detector

5 2 2 26 02 Belanja modal Pengadaan Modular Counting and Scentific

5 2 2 26 03 Belanja modal Pengadaan Assembly/Accounting System
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5 2 2 26 04 Belanja modal Pengadaan Recorder Display
5 2 2 26 05 Belania modal Pengadaan System/Power Supply
5 2 2 26 06 Belania modal Pengadaan Measuring / Testing Device
5 2 2 26 07 Belania modal Pengadaan Opto Electronics
5 2 2 26 08 Belania modal Pengadaan Accelator

5 2 2 26 09 Belania modal Pengadaan Reactor Expermental System
5 2 2 26 10 Dst

5. 2 2 27 Belania modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
5 2 2 27 01 Belania modal Pengadaan Alat Ukur Fisika Kesehatan
5 2 2 27 02 Belania modal Pengadaan Alat Kesehatan Keria

5 2 2 27 03 Belania modal Pengadaan Proteksi Lingkungan

5 2 2 27 04 Belania modal Pengadaan Meteorological Equipment
5 2 2 27 05 Belania modal Pengadaan Sumber Radiasi
5 2 2 27 06 Dst

5 2 2 28 Belania modal Pengadaan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
5 2 2 28 01 Belania modal Pengadaan Radiation Application Equipment

5 2 2 28 02 Belania modal Pengadaan Non Destructive Test (NDT) Device
5 2 2 28 03 Belania modal Pengadaan Peralatan Umum Kedoteran /Klinik Nuklir
5 2 2 28 04 Belania modal Pengadaan Peralatan Hidrologi

5 2 2 28 05 Dst

5 2 2 29 Belania modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
5 2 2 29 01 Belania modal Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah
vS 2 2 29 02 Belania modal Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Udara
5 2 2 29 03 Belania modal Pengadaan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran

5 2 2 29 04 Belania modal Pengadaan Laboratorium Lingkungan

5 2 2 29 05 Belania modal Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang

5 2 2 29 06 Dst '

5 2 2 30 Belania modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika

S 2 2 30 01 Belania modal Pengadaan Towing Carriage

5 2 2 30 02 Belania modal Pengadaan Wave Generator and Absorber

5 2 2 30 03 Belania modal Pengadaan Data Accquistion and Analyzing System ,

5 2 2 30 04 Belanja modal Pengadaan Cavitation Tunnel
5 - 2 2 30 05 Belanja modal Pengadaan Overhead Cranes
5 2 2 30 .06 Belania modal Pengadaan Peralatan umum

5 2 2 30 07 Belania modal Pengadaan Pemesinan : Model Ship Workshop
5 2 2 30 08 Belania modal Pengadaan Pemesinan : Propeller Model Workshop

5 2 2 30 09 Belania modal Pengadaan Pemesinan : Mechanical Workshop
.5 2 2 30 10 Belania modal Pengadaan Pemesinan : Precision Mechanical Workshop ,

5 2 2 30 11 Belania modal Pengadaan Pemesinan Painting Shop '•

5 2 2 30 12 Belania modal Pengadaan Pemesinan : Ship Model Preparation Shop

5 2 2 30 13 Belania modal Pengadaan Pemesinan : Electrical Workshop

5 2 2 30 14 Belanja modal Pengadaan MOB

5 2 2 30 15 Belania modal Pengadaan Photo and Film Equipment

5 2 2 30 16 Dst

5 2 2 31 Belanja modal Pengadaan Seniata Api

5 2 2 31 01 Belania modal Pengadaan Senjata Genggam

5 2 2 31 02 Belania modal Senjata Pinggang

5 2 2 31 03 Belanja modal Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang
5 2 2 31 04 Belanja modal Senapan Mesin

5 2 2 31 05 Belanja modal Mortir
5 2 2 31 06 Belanja modal Anti Lapis Baja
5 2 2 31 07 Belania modal Artileri Medan (Armed)

5 2 2 31 08 Belania modal Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)

5 2 . 2 31 09 Belanja modal Peluru Kendali/Rudal
5 2 2 31 10 Belania modal Kavaleri

5 2 2 31 11 Belanja modal Seniata Lain-lain

5 2 2 32 Belania modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api

5 2 2 32 01 Belania modal Pengadaan Alat Keamanan

5 2 2 32 02 Belania modal Pengadaan Non Seniata Api
;

5 2 2 33 Belanja modal Pengadaan Amunisi
5 2 2 33 01 Belanja modal Pengadaan Amunisi Umum

5 2 2 33 02 Belania modal Pengadaan Amunisi Darat

5 2 2 34 Belania modal Pengadaan Senjata Sinar !

5 2 2 34 01 Belania modal Pengadaan Laser

5 2 2 34 02 Dst 1

5 2 .2 35 Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan

5 2 2 35 01 Belania modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan

5 2 2 35 02 Belanja modal Pengadaan Alat Perlindungan
5 2 2 35 03 Belania modal Pengadaan Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air

5 2 2 35 04 Dst

'5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

5 2" 3 01 Belania modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Keija

5 2. 3 01 01 Belania modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

5 2 3 01 02 Bdanja modal Pengadaan Bangunan Gudang
'5 2 3 01 03 Belania modal Pengadaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel

5 2 3 01 04 Belania modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi
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5 2 3 01 05 Belanja modal Pengadaan Bangunan Oedung Laboratcrium
5 2 3 01 06 Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan
5 2 3 01 07 Belanja modal Pengadaan Bangunan Oceanarium/Opservatorium
5 2 3 01 08 Belanja modal Pengadaan Bangunan Oedung Tempat Ibadah
5 2 3 01 09 Belanja modal Pengadaan Bangunan Oedung Tempat Pertemuan
5 2 3 01 10 Belanja modal Pengadaan Bangunan Oedung Tempat Pendidikan
5 2 3 01 11 Belanja modal Pengadaan Bangunan Oedung Ten^at Olah Raga
5 2 3 01 12 Belanja modal Pengadaan Bangunan Oedung Pertokban/Koperasi/Pasar
5 2 3 01 13 Belanja modal Pengadaan Bangunan Oedung Untuk Pos Jaga
5 2 3 01 14 Belanja modal Pengadaan Bangunan Oedung Oarasi/Pcol

5 2 3 01 15 Belanja modal Pengadaan Bangunan Oedung Pemotongan Hewan
5 2 3 01 16 Belanja modal Pengadaan Bangunan Oedung Pabrik

5 2 3 01 17 Belanja modal Pengadaan Bangunan Stasiun Bus
5 2 3 01 18 Belanja modal Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Temak

5 2 3 01 19 Belanja modal Pengadaan Bangunan Oedung Perpustakaan

5 2 3 01 20 Belanja modal Pengadaan Bangunan Oedung Museum
5 2 3 01 21 Belanja modal Pengadaan Bangunan Oedung Terminal/Pelabuhan/Bandar
5 2 3 01 22 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengujian Kelaikan
S 2 3 01 23 Belanja modal Pengadaan Bangunan Lembaga Pemasvarakatan

5 2 3 01 24 Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Tahanan
5 2 3 01 25 Belanja modal Pengadaan Bangunan Oedung Kramatorium

5 2 3 01 26 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
5 2 3 01 27 Belanja modal Pengadaan Bangunan Oedung Tempat Keda Lainnya

5 2 3 02 Belanja modal Pengadaan Bangunan Oedung Tempat Tinggal
5 2 3 02 01 Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Oolongan I

5 2 3 02 02 Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Oolongan II
5 2 3 02 03 Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Ooloongan HI
5 2 3 02 04 Belanja modal Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan

5 2 3 02 05 Belanja modal Pengadaan Bangunan Asrama
5 2 3 02 06 Belanja modal Pengadaan Bangunan Hotel
5 2 3 02 07 Belanja modal Pengadaan Bangunan Motel
5 2 3 02 08 Belanja modal Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun

5 2 3 02 09 Dst

5 2 3 03 Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara

5 2 3 03 01 Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai
5 2 3 03 02 Belanja modal Pengadaan Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara

5 2 3 03 03 Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi

5 2 3 03 04 Dst

5 2 3 04 Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah
5 2 3 04 01 Belanja modal Pengadaan Istana Peringatan
5 2 3 04 02 Belanja modal Pengadaan Rumah Adat
5 2 3 04 03 Belanja modal Pengadaan Rumah Peningggalan Sejarah

5 2 3 04 04 Belanja modal Pengadaan Makam Sejarah

5 2 3 04 05 Belanja modal Pengadaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah

5 2 3 04 06 Dst

5 2 3 05 Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan

5 2 3 05 01 Belanja modal Pengadaan Tugu Kemerdekaan
5 2 3 05 02 Belanja modal Pengadaan Tugu Pembangunan
5 2 3 05 03 Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan Lainnya

;

5 2 3 06 Belanja modal Pengadaan Candi
5 2 3 06 01 Belanja modal Pengadaan Candi Hindhu
5 2 3 06 02 Belanja modal Pengadaan Candi Budha
5 2 3 ,06 03 Belanja modal Pengadaan Candi Lainnya

5 2 3 07 Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah

5 2 3 07 01 Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah lainnya

5 2 3 08 Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan
5 2 3 08 01 Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan

5 2 3 09 Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti

5 2 3 09 01 Belanja modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas

5 2 3 09 02 Dst

5 2 3 10 Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu
5 2 3 10 01 Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat
5 2 3 10 02 Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar

5 2 3 10 03 Dst

5 2 3 11 Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
5 2 3 11 01 Belanja modal Pengadaan Rumwey/Threshold Light
5 2 3 11 02 Belanja modal Pengadaan Visual Approach Slope Indicator (VASI)

5 2 3 11 03 Belanja modal Pengadaan Approach Light '
5 2 3 11 04 Belanja modal Pengadaan Rumwey Identification Light (RellsL
5 2 ■3 11 05 Belanja modal Pengadaan Signal
5 2 3 11 06 Belanja modal Pengadaan Flood Light
5 2 3 11 07 Dst

5 2 4 Belai^a Modal Jalan, Irlgaai dan Jarlngan

5 2 4 01 Belanja modal Pengadaan Jalan
5 2 4 01 01 Belanja modal Pengadaan Jalan Negara/Nasional
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5 2 4 01 02 Belanja modal Pengadaan Jalan Propinsi
5 2 4 01 03 Belania modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota

5 2 4 01 04 Belanja modal Pengadaan Jalan Desa

5 2 4 01 05 Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus

'5 2 4 01 06 Belanja modal Pengadaan Jalan Tol

5 2 4 01 07 Belanja modal Pengadaan Jalan Kereta

5 2 4 01 08 Belanja modal Pengadaan Landasan Pacu Pesawat Terbang

5 2 4 01 09 Dst

5 2 4 02 Belanja modal Pengadaan Jembatan

5 2 4 02 01 Belanja modal Pengadaan Jembatan Negara/Nasional

5 2 4 02 02 Belanja modal Pengadaan Jembatan Propinsi

5 2 4 02 03 Belanja modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota

5 2 4 02 04 Belanja modal Pengadaan Jembatan Desa

5 2 4 02 05 Belanja modal Pengadaan Jembatan Khusus

5 2 4 02 06 Belanja modal Pengadaan Jembatan Pada Jalan Tol

5 2 4 02 07 Belanja modal Pengadaan Jembatan Pada Jalan Kereta Api |

5 2 4 02 08 Belanja modal Pengadaan Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang

5 2 4 02 09 Belanja modal Pengadaan Jembatan Penyeberangan

5 2 4 02 10 Dst

5 2 4 03 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi

5 2 4 03 01 Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk

5 2 4 03 02 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi

5 2 4 03 03 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi

5 2 4 03 04 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi |
5 2 4 03 05 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi |
5 2 4 03 06 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi |

5 2 4 03 07 Dst

5 2 4 04 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut |
5 2 4 04 01 Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk |
5 2 4 04 02 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pasang Surut |;
5 2 4 04 03 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Surut

5 2 4 04 04 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Surut

5 2 4 04 05 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut

5 2 4 04 06 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Surut

5 2 4 04 07 Belanja modal Pengadaan Bangunan Sawah Pasang Surut

5 2 4 04 08 Dst

5 2 4 05 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Rawa

5 2 4 05 01 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder

5 2 4 05 02 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembalian Pasang Rawa

5 2 4 05 03 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Rawa

5 2 4 05 04 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Rawa

5 2 4 05 05 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengamanan Pasang Surut

5 2 4 05 06 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa I
5 2 4 05 07 Belanja modal Pengadaan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa

5 2 4 05 08 Dst

5 2 4 06 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
5 2 4 06 01 Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai

5 2 4 06 02 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai |
5 2 4 06 03 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman |

5 2 4 06 04 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
5 2 4 06 05 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai

5 2 4 06 06 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai

5 2 4 06 07 Dst

5 2 4 07 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah

5 2 4 07 01 Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air

5 2 4 07 02 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
5 2 4 07 03 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
5 2 4 07 04 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air

5 2 4 07 05 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air
5 2 4 07 06 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air

5 2 4 07 07 Dst

5 2 4 08 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku
5 2 4 08 01 Belanja modal Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku

5 2 4 08 02 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku |
5 2 4 08 03 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih

5 2 4 08 04 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku

5 2 4 08 05 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air BersihMir Baku

5 2 4 , 08 06 Dst

5 2 4 09 Belania modal Pengadaan Bangunan Air Kotor
5 2 4 09 01 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor

5 2 4 09 02 Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Air Kotor
5 2 4 09 03 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor |
5 2 4 09 04 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor

5 2 4 09 05 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor
5 2 4 09 06 Dst

5 2 4 10 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air

5 2 4 10 01 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Laut

5 2 4 10 02 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Tawar
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5 2 4 10 03 Dst

5 2 4 11 Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih
5 2 4 11 01 Belanja modal Pengadaan Air Muka Tanah

5 2 4 11 02 Belania modal Pengadaan Air Sumber /Mata Air

5 2 4 11 03 Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dalam

5 2 4 11 • 04 Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dangkal
5 2 4 11 05 Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya

5 2 4 11 06 Dst

5 2 4 12 Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor

5 2 4 12 01 Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor

5 2 4 12 02 Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Buangan Industri

5 2 4 12 03 Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Buangan Pertanian

5 2 4 12 04 Dst

5 2 4 13 Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik

5 2 4 13 01 Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik

5 2 4 13 02 Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik

5 2 4 14 Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan

5 2 4 14 01 Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan

5 2 4 ■ 15 Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik
5 2 4 15 01 Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air

5 2 4 15 02 Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel

5 2 4 15 03 Belanja modal Pengadaan Pembangkit Liatrik Tenaga Mikro (Hidro)
5 2 4 15 04 Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)

5 2 4 15 05 Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

5 2 4 15 06 Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)

5 2 4 15 07 Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)

5 2 4 15 08 Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)

5 2 4 15 09 Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Tenaga Suiya (PLTS)

5 2 4 15 10 Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)

5 2 4 15 11 Belania modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera (PLTSm)
5 2 4 15 12 Dst

5  i 2 4 16 Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik

5  1 2 4 16 01 Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Induk
5  1 2 1 4 16 02 Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi

5  ' 2 i 4 16 03 Belanja modal Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik

CA

ot

16 04 Dst

1

5 2 4 17 Belanja modal Pengadaan Instalasi Pertahanan

5 2 4 17 01 Belanja modal Pengadaan Instalasi Pertahanan Di Darat

5  i 2 4 17 02 Dst

1
5 2 4 18 Belanja modal Pengadaan Instalasi Gas

5 2 4 18 01 Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Gas
5 2 4 18 02 Belanja modal Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas

5 2 4 18 03 Dst

5 2 4 19 Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman
5 2 4 19 01 Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir

5 2 4 19 02 Dst

5 2 4 20 Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum
5  1 2 4 20 01 Belanja modal Pengadaan Jaringan Pembawa

5  1 2 4 20 02 Belanja modal Pengadaan Jaringan Induk Distribusi
5 2 4 20 03 Belanja modal Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi

5 2 4 20 04 Belanja modal Pengadaan Jaringan Sambungan Kerumah

5  |_2 4 20 05 Dst

1
5 2 4 21 Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik
5 2 4 21 01 Belanja modal Pengadaan Jaringan Transmisi
5 2 4 21 02 Belanja modal Pengadaan Jaringan Distribusi

5 2 4 22 Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon
5 2 4 22 01 Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah

5 2 4 22 02 Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Di bawah Tanah
5 2 4 22 03 Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Didalam Air

5 2 4 23 Belanja modal Pengadaan Jaringan Gas

5 2 4 23 ■ 01 Belanja modal Pengadaan Jaringan Pipa Gas Transmisi
5 2 4 23 02 Belanja modal Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi
5 2 4 23 03 Belanja modal Pengadaan Jaringan Pipa Dinas

5 2 4 23 04 Belanja modal Pengadaan Jaringan BBM

5 2 4 23 05 Dst

5 2 5 BelaAja Modal Aset Tetap Lainnya

5 2 5 01 Belanja modal Pengadaan Buku

5 2 5 01 01 Belania modal Pengadaan Umum

5 2 5 01 02 Belanja modal Pengadaan Filsafat

5 2. 5 01 03 Belanja modal Pengadaan Agama
5 2 5 01 04 Belanja modal Pengadaan Ilmu Sosial

5 2 5 01 05 Belanja modal Pengadaan Ilmu Bahasa
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5 2 5 01 06 Belanja modal Pengadaan Matematika & Pengetahuan alam
5 2 5 01 07 Belanja modal Pengadaan Ilmu Pengetahuan Praktis
5 2 5 01 08 Belania modal Pengadaan Arsitektur, Kesenian, Olah raga

5 2 5 01 09 Belania modal Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah

5 2 5 01 10 Dst

5 2 5 02 Belanja modal Pengadaan Terbitan

5 2 5 02 01 Belanja modal Pengadaan Terbitan Berkala

5 2 5 02 02 Belanja modal Pengadaan Buku Laporan

5 2 5 02 03 Dst

5 2 5 03 Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan

5 2 5 03 01 Belanja modal Pengadaan Peta
5 2 5 03 02 Belanja modal Pengadaan Naskah (Manuskrip)

5 2 5 03 03 Belanja modal Pengadaan Musik
5 2 5 03 04 Belanja modal Pengadaan Karya Grafika (Graphic Material)

5 2 5 03 05 Belanja modal Pengadaan Three Dimensional Artetacs and Realita

5 2 5 03 06 Belanja modal Pengadaan Bentuk Micro (Microform)

5 2 5 03 07 Belanja modal Pengadaan Rekaman Suara
5 2 5 03 08 Belanja modal Pengadaan Berkas Komputer (Computer Files)

5 2 5 03 09 Belanja modal Pengadaan Film Bergerak dan Rekaman Video

5 2 5 03 10 Belanja modal Pengadaan Tarscalt

5 2 5 03 11 Dst

5 2 5 04 Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan

5 2 5 04 01 Belanja modal Pengadaan Pahatan

5 2 5 04 02 Belanja modal Pengadaan Lukisan
5 2 5 04 03 Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian

5 2 5 04 04 Belania modal Pengadaan Alat Olah Raga

5 2 5 04 05 Belanja modal Pengadaan Tanda Penghargaan

5 2 5 04 06 Belanja modal Pengadaan Maket dan Foto Dokumen

5 2 5 04 07 Belanja modal Pengadaan Benda-benda Bersejarah

5 2 5 04 08 Belanja modal Pengadaan Barang Kerajinan

5 2 5 04 09 Dst

5 2 5 05 Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya

5 2 5 05 01 Belanja modal Pengadaan Senam
5 2 5 05 02 Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Air
5 2 5 05 03 Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Udara

5 2 5 05 04 Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya

5 2 5 05 05 Dst

5 2 5 06 Belanja modal Pengadaan Hewan
5 2 5 06 01 Belanja modal Pengadaan Binatang Temak

5 2 5 06 02 Belanja modal Pengadaan Binatang Unggas

5 2 5 06 03 Belanja modal Pengadaan Binatang Melata 1

5 2 5 06 04,Belanja modal Pengadaan Binatang Ikan
5 2 5 06 05 Belanja modal Pengadaan Hewan Kebun Binatang

5 2 5 06 06 Belania modal Pengadaan Hewan Pengamanan

5 2 5 06 07 Dst

5 2 5 07 Belanja modal Pengadaan Tanaman

5 2 5 07 01 Belanja modal Pengadaan Tanaman Perkebunan

5 2 5 07 02 Belanja modal Pengadaan Tanaman Holtikultura

5 2 5 07 03 Belanja modal Pengadaan Tanaman Kehutanan

5 2 5 07 04 Belanja modal Pengadaan Tanaman Hias

5 2 5 07 05 Belanja modal Pengadaan Tanaman Obat dan Kosmetika

5 2 5 07 06 Dst

5 3 BELANJA TAK TERDUGA

5 3 1 Belanja Tak Terduga

5 3 1 01 Belanja Tak Terduga 1 ̂
5 3 1 01 01 Belanja Tak Terduga

6 TRANSFER

6 1 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN

6 1 1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

6 1 1 01 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota

6 1 1 01 01 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota

6 1 1 01 02 Dst...

6 1 2 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

6 1 2 01 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota

6 1 2 01 01 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota

6 1 2 01 02 Dst

6 2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

6 2 1 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerlntah Daerah Lainnya

6 2 1 01 Bantuan Keuangan ke Propinsi
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6 2 1 01 01 Bantuan KeuanRan ke Propinsi

6 2 1 01 02 Dst

6 2 1 02 Bantuan KeuanKui ke Kabupaten/Kota

6 2 1 02 01 Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota

6 2 1 02 02 Dst

6 2 2 Transfei Bantuan Xeuangan ke Deaa

6 2 2 01 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

6 2 2 01 01 Transfer Bantuan Keuanean ke Desa

6 2 2 01 02 Dst

6 2 a Transfer Bantuan Keuangan Lalnnya

6 2 3 01 Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

6 2 3 01 01 Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
6 2 3 01 02 Dst

6 2 4 Transfer Dana Otonemi Khusus

6 2 4 01 Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota

6 2 4 01 01 Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota

6 2 4 01 02 Dst

7 PEMBIAYAAN

7 1 PENBRIMAAN PEMBIAYAAN

7 1 1 Penggunaan BILPA

7 1 1 01 PenRRunaan SiLPA tahun sebelumnya

7 1 1 01 01 PenRRUnaan SiLPA tahun sebelumnya

7 1 2 Penealran Dana Cadangan

7 1 2 01 Pencairan Dana Cadangan

7 1 2 01 01 Pencairan Dana Cadangan

7 1 2 01 02 Dst

7 1 3 HasU Penlualan Kekayaan Daerah yang Diplsahkan

■7 1 3 01 HasU Peniualan Kekayaan Daerah yang Dlpisahksn
7 1 3' 01 01 Hasil peniualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik Pemerintah/ BUMN
7 1 3 01 02 Hasil peniualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik daerah/ BUMD
7 1 3 01 03 Hasil peniualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik swasta

7 1 4 PlnJaman Dalam Negeri
-

7 1 4 01 Piniaman Dalam Negeri dari Bank
7 1 4 01 01 Piniaman Dalam Negeri dari Bank
7 1 4 01 02 Dst

7 1 4 02 Piniaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
7 1 4 02 01 Piniaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank

7 1 4 03 Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah
7 1 4 03 01 Penenmaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah

7 1 4 04 Piniaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat
7 1 4 04 01 Piniaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat

7 1 4 05 Piniaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi Lainnya
7 1 4 05 01 Piniaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi Lainnya

7 1 4 06 Piniaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/Kota
7 1 4 06 01 Piniaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/Kota

7 1 S Penetimaan Kemball Plutang

7 1 5 01 Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara
7 1 5 01 01 Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara

7 1 5 02 Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah
7 1 5 02 01 Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah

7 1 5 03 Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat
7 1 5 03 01 Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat

7 1 5 .04 Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
7 1 5 04 01 Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya

7 1 5 05 Penerimaan Kembali Piutang Lainnya
7 1 5 05 01 Penerimaan Kembali Piutang Lainnya

7 1 6 Penerimaan Kembali Investasl Non Permanen Lainnya
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8 1 1 08 06 Sirkus/Akrobat/Sulap - LO

8 1 1 08 07 Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LO

8 1 1 08 08 Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LO

8 1 1 08 09 Panti Pii'at, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran ffitnes center) - LO

8 1 1 08 10 Pertandingan Olahraga - LO

8 1 1 08 11 Dst

8 1 1 09 Pajak Reklame - LO

8 1 1 09 01 Pajak Reklame Papan/BUIboard/Videotron/Megatron - LO

8 1 1 09 02 Pajak Reklame Kain - LO

8 1 1 09 03 Pajak Reklame Melekat/Stiker - LO

8 1 1 09 04 Pajak Reklame Selebaran - LO

8 1 1 09 05 Pajak Reklame Berjalan - LO

8 1 1 09 06 Pajak Reklame Udara - LO

8 1 1 09 07 Pajak Reklame Apung - LO

8 1 1 09 08 Pajak Reklame Suara - LO

8 1 1 09 09 Pajak Reklame Film/Slide - LO

8 1 1 09 10 Pajak Reklame Peragaan - LO •

8 1 1 09 11 Dst 1

8 1 1 10 Pajak Penerangan Jalan - LO

8 1 1 10 01 Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri - LO

8 1 1 10 02 Pajak Penerangan Jalan sumber lain - LO

8 11 Pajak Parkir - LO

8 1 1 11 01 Pajak Parkir - LO

8 1 1 12 Pajak Air Tanah - LO

8 1 1 12 01 Pajak Air Tanah - LO

8 1 13 Pajak Sarang Burung Walet - LO

8 1 13 01 Pajak Sarang Burung Walet - LO

8 1 14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO

8 1 14 01 Asbes- LO

8 1 14 02 Batu TuUs - LO

8 1 14 03 Batu setengah permata - LO

8 1 1 14 04 Batu Kapur - LO

8 1 14 05 Batu Apung - LO

8 1 14 06 Batu Permata - LO

8 1 14 07 Bentonit - LO

8 1 14 08 Dolomit - LO |

8 1 14 09 Feldspar - LO

8 1 14 10 Oaram Batu (Halite) - LO

8 1 14 11 Grafit - LO

8 14 12 Granit/Andesit - LO |
8 1 14 13 Gips - LO 1
8 1 1 14 14 Kalsit' LO 1
8 1 14 15 Kaolin - LO |
8 1 14 16 Leusit - LO t

8 1 14 17 Magnesit - LO |
8 1 14 18 Mika - LO ■ |
8 1 14 19 Manner - LO |

8 1. 14 20 Nitrat - LO |

8 1 14 21 Opsidien - LO |
8 1 14 22 Oker - LO |
8 1 14 23 Pasir dan kerikil - LO |
8 1 14 24 Pasir Kuarsa - LO |
8 1 1 14 25 Perlit - LO (
8 1 14 26 Phospat - LO 1 •
8 1 14 27 Talk - LO 1
8 1 14 28 Tanah Serap (Fullers earth) - LO |
8 1 14 29 Tanah Diatome - LO |
8 1 14 30 Tanah Liat - LO |
8 1 14 31 Tawas (Alum) - LO |
8 1 1 14 32 Tras - LO |
8 1 1 14 33 Yarosif - LO |
8 1 1 14 34 Zeolit - LO 1
8 1 1 14 35 Basal - LO |

8 1 1 14 36 Trakit - LO |
■ 8 1 1 14 37 Mineral bukan logam dan lainnya - LO |

■ 1
8 1 1 15 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO , |
8 1 1 15 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO |

1
8 1 1 16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO )'
8 1 1 16 01 BPHTB - Pemindahan Hak - LO t
8 1 1 16 02 BPHTB - Pemberian Hak Baru - LO

8 1 2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO
'

8 1 2 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO

8 1 2 01 01 Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO

8 1 2 01 02 Puskesmas keliling - LO |

8 1 2 01 03 Puskesmas pembantu - LO |

8 1 2 01 04 Balai Pengobatan - LO

8 1 2 01 05 Rumah Sakit Umum Daerah - LO
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8 1 2 01 06 Tempat pelayanan kesehatan lainnyayang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda - LO

8 2 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO

8 1 2 02 01 Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumberaya ke lokasi pembuangan sementara - LO

8 1 2 02 02

Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi
pembuangan/pembuangan akhir sampah - LO

8 1 2 02 03 Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah - LO

8 1 2 03 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO

8 1 2 03 01 Kartu Tanda Penduduk - LO

8 1 2 03 02 Kartu Keterangan Bertempat Tinggal - LO

8 1 2 03 03 Kartu Identitas Keria - LO

8 1 2 03 04 Kartu Penduduk Sementara - LO

8 1 2 03 05 Kartu Identitas Penduduk Musiman - LO

8 2 03 06 Kartu Keluarga - LO

8 1 2 03 07 Akta Catatan Sipil - LO

8 2 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO

8 1 2 04 01 Pelayanan Penguburan/Pemakaman - LO

8 1 2 04 02 Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat - LO

8 1 2 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umura - LO

8 1 2 05 01 Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO

8 1 2 06 Retribusi Pelayanan Pasar - LO

8 1 2 06 01 Pelataran - LO

8 1 2 06 02 Los - LO

8 1 2 06 03 Kios - LO

8 1 2 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO

8 1 2 07 01 Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO

8 1 2 07 02 Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LO

8 1 2 07 03 Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO

8 1 2 07 04 Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LO

8 1 2 07 05 Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LO

8 1 2 07 06 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO
8 1 2 07 07 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO

8 1 2 07 08 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO

8 1 2 07 09 Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO

8 1 2 07 10 Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO

8 1 2 07 11 Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO

8 1 2 07 12 Dst

8 1 2 08 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO

8 1 2 08 01 Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LO

8 1 2 08 02 Alat Penanggulangan Kebakaran - LO

8 1 2 08 03 Alat Penyelematan Jiwa - LO

8 2 08 04 Dst

8 1 2 09 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO

8 1 2 09 01 Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LO

8 1 2 09 02 Penyediaan Peta Foto - LO

8 1 2 09 03 Penyediaan Peta Digital - LO

8 1 2 09 04 Penyediaan Peta Tematik - LO

8 1 2 09 05 Penyediaan PetaTeknis (Struktur) - LO

8 1 2 10 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO

8 1 2 10 01 Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO

8 1 2 11 Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO

8 1 2 11 01 Rumah Tangga - LO

8 1 2 11 02 Perkantoran - LO

8 1 2 11 03 Industri - LO

8 1 2 12 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO

8 1 2 12 01 Pengi^'ian Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya - LO
8 1 2 12 02 Pengujian dalam keadaan terbungkus - LO

8 1 2 13 Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO

8 1 2 13 01 Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LO

8 1 2 13 02 Pelatihan Teknis - LO

8 1 2 14 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO

8 1 2 14 01 Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi - LO

8 1 2 15 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO

8 1 2 15 01 Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO

8 1 2 15 02 Laboratorium - LO

8 1 2 15 03 Ruangan -LO

8 1 2 15 04 Kendaraan Bermotor - LO

8 1 2 16 Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO

8 1 2 16 01 Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LO

8 1 2 16 02 Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LO
8 1 2 16 03 Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah - LO

8 1 2 17 Retribusi Tempat Pelelangan - LO
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8 1 2 17 01 Pelelangan Ikan - LO

8 1 2 17 02 pelelangan Temak - LO

8 1 2 17 03 Pelelangan Hasil Bumi - LO

8 1 2 17 04 Pelelangan Hasil Hutan - LO

8 2 17 05 Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan - LO

8 1 2 18 Retribusi Terminal - LO

8 1 2 18 01 Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LO

8 1 • 2 18 02 Tempat Kegiatan Usaha - LO

8 1 2 18 03 Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LO

8 1 2 19 Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO

8 1 2 19 01 Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO

8 1 2 20 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO

8 1 2 20 01 Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LO

8 1 2 21 Retribusi Rumah Potong Hewan - LO

8 1 2 21 01 Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong - LO

8 i 2 21 02 Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sesudah dipotong - LO

8 1 2 22 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO

8 1 2 22 01 Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO

8 r 2 23 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO

8 1 2 23 01 Pelayanan Tempat Rekreasi - LO

8 1 2 23 02 Pelayanan Tempat Pariwisata - LO

8 1 2 23 03 Pelayanan Tempat olahraga - LO

1

8 1 2 24 Retribusi Penyebrangan Air - LO

8 1 2 24 01 Pelayanan Penyebrangan Orang - LO

8 1 2 24 02 Pelayanan Penyebrangan Barang - LO

8 1 2 25 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO

8 1  ■ 2 25 01 Peniualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LO

8 1 2 26 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO

8 1 2 26 01 Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LO

8 1 2 27 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO

8 1 2 27 01 Pemberian Izin untuk Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO

8 2 28 Retribusi Izin Gangguan - LO

8 1 2 28 01 Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LO

8 1 2 28 02 Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan - LO

■8 1 2 29 Retribusi Izin Trayek - LO
8 1 2 29 01 Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO
8 1 2 29 02 Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LO

8 1 2 30 Retribusi Izin Perikanan • LO
8 1 2 30 01 Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi - LO
8 1 2 30 02 Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LO

8 1 2 31 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO
8 \ 2 31 01 Penggunaan ruas jalan terentu - LO
8 1 2 31 02 Penggunaan koridor tertentu -LO
8 1 2 31 03 Penggunaan kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh kendaraan bermotor perseorangan dan barang - LO"

1
8 1 2 32 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekeijakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO |
8 1 2 32 01 Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO |

L
8 1 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO |

1

8 1 3 01

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daeral:
LO

/BUMD -

8 1 3 01 01 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah - LO
8 1 3 01 02 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD - LO
8 1 3 01 03 Dst

8 1 3 02

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik
Pemerintah/BUMN - LO

8 1 3 02 01 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMN - LO
8 1 3 02 02 Dst

8 1 3 03 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasts -LO

8 1 3 03 01 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik SwastJv... - LO
8 1 3 03 02 Dst

8 1 4 Lain-laln PAD Yang Sah - LO

8 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO
8 1 4 01 01 Hasil Penjualan Tanah - LO
8 1 4 01 02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LO
8 1 4 01 03 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LO

44



8 1 4 01 04 Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan JarinRan - LO

8 1 4 01 05 Hasil Peniualan Aset Tetap Lainnya - LO

8 1 4 02 Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO

8 1 4 02 01 Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO

8 1 4 03 Penerimaan Jasa Giro - LO

8 1 4 03 01 Jasa Giro Kas Daerah - LO ' ,
8 1 4 03 02 Jasa Giro Kas Bendahara - LO

8 1 4 03 03 Jasa Giro Dana Cadangan - LO

8 1 4 03 04 Dst

8 1 4 04 Pendapatan Bunga - LO

8 1 4 04 01 Pendapatan Bunga Deposito - LO

8 1 4 04 02 Pendapatan Bunga Dana Bergulir - LO

8 1 4 04 03 Dst

8 1 4 05 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO

8 1 4 05 01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - LO

8 1 4 05 02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LO

8 1 4 06 Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO

8 1 4 06 01 Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah - LO

8 1 4 06 02 Penerimaan Potongan dari - LO

8 1 4 06 03 Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari - LO

8 1 4 06 04 Dst

8 1 4 07 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO

8 1 4 07 01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO

8 1 4 07 02 Dst

8 1 4 08 Pendapatan Denda Pajak - LO

8 1 4 08 01 Pendapatan Denda Paiak Kendaraan Bermotor - LO

8 1 4 08 02 Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO

8 1 4 08 03 Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO

8 1 4 08 04 Pendapatan Denda Paiak Air Permukaan - LO

8 1 4 08 Ob Pendapatan Denda Paiak Rokok - LO

8 i 4 08 06 Pendapatan Denda Paiak Hotel - LO

8 1 4 08 07 Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO

8 1 4 08 08 Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO

8 1 4 08 09 Pendapatan Denda Paiak Reklame - LO

8 1 4 08 10 Pendapatan Denda Paiak Penerangan Jalan - LO

8 1 4 08 11 Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO

8 1 4 08 12 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO

8 1 4 08 13 Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LO
8 1 4 08 14 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO

8 1 4 08 lb Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaa" - LO
8 1 4 08 16 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO

8 1 4 09 Pendapatan Denda Retribusi - LO

8 1 4 09 01 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO
8 1 4 09 02 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO
8 1 4 09 03 Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO
8 1 4 09 04 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO
8 1 4 09 05 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
8 1 4 09 06 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar - LO
8 i 4 09 07 Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO
8 1 4 09 08 Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO
8 1 4 09 09 Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO
8 1 4 09 10 Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
8 i 4 09 11 Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO
8 1 4 09 12 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
8 1 4 09 13 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO
8 1 4 09 14 Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO
8 1 4 09 15 Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO
8 i 4 09 16 Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO
8 1 4 09 17 Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan - LO
8 1 4 09 18 Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LO

8 1 4 09 19 Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO
8 i 4 09 20 Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO
8 I 4 09 21 Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan - LO
8 1 4 09 22 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO
8 1 4 09 23 Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO
8 1 4 09 24 Pendapatan Denda Retribusi Penyebrangan Air - LO
8 1 4 09 2b Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO
8 1 4 09 26 Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO
8 i 4 09 27 Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman BeralWnhol - LO
8 1 4 09 28 Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan - LO
8 1 4 09 29 Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LO
8 1 4 09 30 Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan - LO

• 8 i 4 09 31 Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO
8 1 4 09 32 Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO

8 1 4 10 Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LO
8 1 4 10 01 Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LO
8 1 4 10 02 Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah - LO
8 1 4 10 1 03 Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LO
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8 1 4 10 04 Pendapatan Denda Bangun Serah Guna - LO

8 1 4 11 Pendapatan Denda Atas PelanRgaran Perda - LRA

8 1 4 11 01 Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA
8 1 4 11 02

8 1 4 12 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO

8 1 4 12 01 Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa - LO

8 1 4 12 02 Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LO

8 1 4 12 03 Dst

8 1 4 13 Pendapatan dari Pengembalian -LO

8 1 4 13 01 Pendapatan dari Pengembalian Paiak Penghasilan Pasal 21 - LO
8 1 4 13 02 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan - LO
8 1 4 13 03 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaii dan Tuniangan - LO
8 1 4 13 04 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Peijalanan Dinas - LO 1
8 1 4 13 05 Dst

8 1 4 14 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO

8 1 4 14 ■01 Fasilitas Sosial - LO
8 1 4 14 02 Fasilitas Umum - LO
8 1 4 14 03 Dst

8 1 4 15 Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LO |
8 1 4 15 01 Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah - LO I
8 1 4 15 02 Pendapatan Penyelenggaraan Diklat - LO
8 1 4 15 03 Dst

8 1 4 16 Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan - LO
8 1 4 16 01 Uang Pendaftaran/Ujian Masuk - LO
8 1 4 16 02 Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan - LO
8 1 4 16 03 Uang Ujiah Kenaikan Tingkat/Kelas - LO
a 1 4 16 04 Dst

8 1 4 17 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Peniualan - LO
8 1 4 17 01 Angsuran/Cicilan Peniualan Rumah Dinas Daerah Golongan III - LO
8 1 4 17 02 Angsuran/Cicilan Peniualan Kenderaan Perorangan Dinas - LO
8 1 4 17 03 Dst

8 1 4 18 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO
8 4 18 01 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LO
8 1 4 18 02 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Keriasama Pemanfaatan- LO
8 1 4 18 03 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LO
8 1 4 18 04 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LO

a 1 4 19 Pendapatan Zakat* - LO
8 1 4 19 01 Pendapatan Zakat* - LO
a 1 4 19 02 Dst 1

1
8 1 4 20 Pendapatan BLUD - LO 1
8 1 4 20 01 Pendapatan Jasa Lavanan Umum BLUD - LO
8 1 4 20 02 Pendapatan Hibah BLUD - LO
8 1 4 20 03 Pendapatan Hasil Keriasama BLUD - LO
8 4 20 04 Dst

8 1 4 21 Lain-laln PAD vang Sah Lainnya - LO
8 1 4 21 01 Lain-lain PAD vang Sah Lainnya - LO

8 2 PENDAPATAN TRANSFER - LO

8 2 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO

8 2 1 01 Bagi Hasil Paiak - LO
8 2 1 01 01 Bagi Hasil dari Paiak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LO
8 2 1 01 02 Bagi Hasil dari Paiak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LO
8 2 1 01 03 Bagi Hasil dari Paiak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LO 1

8 2 1 01 04
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan
21-LO

PPh Pasal

8 2 1 01 05 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LO
f

8 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Paiak/Sumber Daya Alam r LO
8 2 1 02 01 Bagi Hasil dari luran Hak Pengusahaan Hutan - LO
8 2 1 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO 1
8 2 1 02 03 Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LO
8 2 1 02 04 Bagi Hasil dari luran Tetap (Land-Rent) - LO
8 2 1 02 05 Bagi Hasil dari luran Eksplorasi dan luran Eksploitasi (Royalti) - LO
8 2 i 02 06 Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO
8 2 1 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO
8 2 1 02 08 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO
8 2 1 02 09 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO
8 2 1 02 10 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO '

8 2 1 03 Dana Alokasi Umum (DAU) - LO
8 2 1 03 01 Dana Alokasi Umum - LO

8 2 1 04 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO
8 2 1 04 01 DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LO
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8 2 04 02 DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LO

8 2 04 03 DAK BidanR Infrastruktur Air Minum - LO ^

8 2 04 04 DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LO

8 2 04 05 DAK Bidang Keluarga Berencana - LO

8 2 04 06 DAK Bidang Kehutanan - LO

8 2 1 04 07 DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LO

8 2 1 04 08 DAK Bidang Kesehatan - LO

8 2 1 04 09 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO

8 2 1 04 10 DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LO

8 2 1 04 11 DAK Bidang Transportasi Perdesaan - LO

8 2 1 04 12 DAK Bidang Perdagangan - LO

8 2 1 04 13 DAK Bidang Lingkungan Hidup - LO

8 2 1 04 14 DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) - LO

8 2 1 04 15 DAK Bidang Pertanian - LO

8 2 1 04 16 DAK Bidang Energi Pedesaan - LO

8 2 1 04 17 DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan - LO

8 2 1 04 18 DAK Bidang Pendidikan - LO

8 2 1 04 19 DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LO

8 2 1 04 20

8 2 2 Pendapatan Transfer Pemerlntah Pusat - Lalnnya - LO

8 2 2 01 Dana Otonomi Khusus - LO

8 2 2 01 01 Dana Otonomi Khusus - LO

8 2 2 01 02 DanaTambahan Infrastruktur- LO

8 2 2 02 Dana Keistimewaan - LO**

8 2 2 02 01 Dana Keistimewaan - LO

8 2 2 03 Dana Penyesuaian - LO

8 2 2 03 01 Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO

8 2 2 03 02 DanaTambahan Penghasilan Guru PNSD - LO

8 2 2 03 03 Dana Insentif Daerah - LO

8 2 2 03 04 Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi - LO

8 2 2 03 05 Bantuan Operasional Sekolah - LO***

8 2 2 03 06 Dst

8 2 3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya • LO

8 2 3 01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO

8 2 3 01 01 Pendapatan Bagi Hasil Paiak - LO

8 2 3 01 02 Dst

8 2 3 02 Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LO

8 2 3 02 01 Pendapatan Bagi hasil Lainnya.... - LO

8 2 3 02 02 Dst

8 2 3 03 Pendapatan Dana Otonomi Khusus-LO

8 2 3 03 01 Pendapatan Dana Otonomi Khusus-LO

8 2 4 Bantuan Keuangan - LO

8 2 4 01 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO '

8 2 4 01 01 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LO

8 2 4 01 02 Dst

8 2 4 02 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO

8 2 4 02 01 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO

8 2- 4 02 02 Dst....

8 2 4 03 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA

8 2 4 03 01 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA

8 2 4 03 02 Dst

8 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANO 8AH - LO

8 3 1 Pendapatan Hibah - LO

8 3 1 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO

8 3 1 01 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO

8 3 1 02 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO

8 3 1 02 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO

8 3 1 03 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO

8 3 1 03 01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri.... - LO

8 3 1 03 02 Dst

8 3 1 04 Pendapatan Hibah dari kelompok masvarakat/perorangan - LO

8 3 1 04 01 Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LO

' 8 3 1 04 02 Pendapatan Hibah dari kelompok perorangan - LO

8 3 2 Dana Darurat - LO

8 3 2 01 Dana Darurat - LO

8 3 2 01 01 Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LO

8 3 2 01 02 Dst
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8 3 3 Pendapatan Lainnya > LO

8 3 3 01 Pendapatan Lainnya - LO

8 3 3 01 01 'endapatan Lainnya - LO

8 6 3 01

8 4 SURPLUS NGN OPERASZONAL - LO

B 4 1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO

8 4 1 01 Surplus Peniualan Aset Non Lancar - LO

R 4 1 01 01 Surplus Peniualan Aset Tanah - LO

8 4 1 01 02 Surplus Peniualan Aset Peralatan dan Mesin - LO

"8 4 1 01 03 Surplus Peniualan Aset Gedung dan Bangunan - LO

8 4 1 01 04 Surplus Peniualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya ■ LO

8 4 1 01 05 Surplus Peniualan Aset Lain-lain - LO

8 4 1 01 06 Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO

8 4 1 01 07 Dst ,

8 4 2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Paiiiang • LO
'

8 4 2 01 Surplus Penyelesaian Kewaiiban Jangka Paniang - LO

8 4 2 01 01 Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO

8 4 2 01 02 Surplus Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO
8 4 2 01 03 Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri- Obligasi - LO

8 4 2 01 04 Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO

8 4 2 01 05 Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO

8 4 2 01 06 Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO

8 4 2 01 07 Surplus Penyelesaian Premium (Diskontol Obligasi - LO
'

8 4 2 01 08 Dst 1

R 4 3 Surplus darl Koglatan Non Operaslonal Lainnya - LrO

8 4 3 01 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 1
8 4 3 01 01 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lamnya - LU

8 4 3 01 02 Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek- LO

8 4

8 5 PENDAPATAN LUAR BIASA - LO

8 5 1 Pendapatan Luar Biasa - LO

8 5 1 01 Pendapatan Pos Luar Biasa - LO ,

8 5 1 01 01 Pendapatan Pos Luar Biasa - LO

9 BEBAN !

9 1 BEBAN OPERASI - LO

9 1 1 Beban Pegawai - LO

Q 1 1 01 Beban Gaii dan Tuniangan - LO

9 1 1 01 01 Gaii Pokok PNS / Uang Representasi - LO •
9 1 1 01 02 Tuniangan Keluarga - LO

9 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan - LO
9 1 1 01 04 Tuniangan Fungsional - LO

9 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum - LO •

9 1 1 01 06 Tuniangan Beras - LO •

9 1 1 01 07 Tuniangan PPh/Tuniangan Khusus - LO

9 1 1 01 08 Pembulatan Gaii - LO

9 1 1 01 09 luran Jaminan Kesehatan - LO

9 1 1 01 10 Uang Paket - LO

9 1 1 01 11 Tunjangan Badan Musvawarah - LO
9 1 1 01 12 Tuniangan Komisi - LO

9 1 1 01 13 Tunjangan Badan Anggaran - LO

9 1 1 01 14 Tuniangan Badan Kehormatan - LO

9 1 1 01 15 Tuniangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO

9 1 1 01 16 Tuniangan Perumahan - LO

9 1 1 01 17 Uang Duka Wafat/Tewas - LO

9 1 1 01 18 Uang Jasa Pengabdian - LO

9 1 1 01 19 Belanja Penunjans Operasional Pimpinan DPRD ■ LO
9 1 1 01 20 Tuniangan Kesehatan DPRD - LO ,

9 1 1 01 21 ,

9 1 1 02 Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO

9 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban keria - LO

9 1 1 02 02 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas - LO

9 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja - LO

9 1 1 02 04 Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi - LO
9 1 1 02 05

9 1 1 03 Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO

9 1 1 03 01 Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO
9 1 1 03 02 Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO

9 1 1 03 03 Dst
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9 1 1 04 Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO

9 1 1 04 01 Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan - LO

9 1 1 04 02 Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan - LO

9 1 1 04 03 Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan - LO

9 1 05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah

9 1 1 05 01 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LO

9 1 1 05 02 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO

9 1 1 05 03 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendarasui Bermotor - LO

9 1 1 05 04 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan - LO

9 1 1 05 05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LO

9 1 1 05 06 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LO

9 1 1 05 07 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LO

9 1 1 05 08 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LO

9 1 1 05 09 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LO

9 1 1 05 10 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LO

9 1 1 05 11 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LO

9 1 1 05 12 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LO

9 1 1 05 13 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet - LO

9 1 1 05 14 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO

9 1 1 05 15 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO

9 1 1 05 16 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO

9 1 1 06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

9 1 1 06 01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LO

9 1 1 06 02 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO

9 1 1 06 03 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catalan Sipil - LO
9 1 1 06 04 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO
9 1 1 06 05 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO

9 1 1 06 06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LO

9 1 1 06 07 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LO

9 1 1 06 08 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO

9 1 1 06 09 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta - LO

9 1 1 06 10 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO

9 1 1 06 11 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair - LO

9 1 1 06 12 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO

9 1 1 06 13 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan - LO

9 1 1 06 14 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO

9 1 1 06 15 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LO

9 1 1 06 16 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO

9 1 1 06 17 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan - LO

9 1 1 06 18 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LO

9 1 1 06 19 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Teihpat Khusus Parkir - LO

9 1 1 06 20 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO
9 1 1 06 21 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LO

9 1 1 06 22 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan - LO

9 1 1 06 23 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO

9 1 1 06 24 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyebrangan Air - LO

9 1 1 06 25 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO

9 1 1 06 26 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LO

9 1 06 27 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO

9 06 28 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan - LO

9 1 06 29 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LO

9 06 30 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan - LO

9 1 06 31 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas - LO

9 1 06 32 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekeijakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO

9 1 07 Uang Lembur - LO

9 07 01 Uang Lembur PNS - LO

9 1 07 02 Uang Lembur Non PNS - LO

9 1 2 Beban Barang dan Jasa

9 1 2 01 Beban Bahan Pakai Habis

9 1 2 01 01 Beban Persediaan alat tulis kantor

. 9 1 2 01 02 Beban Persediaan dokumen/administrasi tender

9 1 2 01 03 Beban Persediaan alat listrik dan elektronik f lampu pijar, battery kering)

9 1 2 01 04 Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya

9 1 2 01 05 Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

9 1 2 01 06 Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas

9 1 2 01 07 Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran

9 1 2 01 08 Beban Persediaan pengisian isi tabung gas

9 1 2 01 09 Dst....

9 1 2 02 Beban Persediaan Bahan/ Material

9 1 2 02 01 Beban Persediaan bahan baku bangunan

9 1 2 02 02 Beban Persediaan bahan/bibit tanaman

9 1 2 02 03 Beban Persediaan bibit temak

9 1 2 02 04 Beban Persediaan bahan obat-obatan

• 9 1 2 02 05 Beban Persediaan bahan kimia

9 1 2 02 06 Beban Persediaan Makanan Pokok

9 1 2 02 07 Dst

9 1 2 03 Beban Jasa Kantor

9 1 2 03 01 Beban Jasa telepon

9 1 2 03 02 Beban Jasa air
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9 1 2 03 03 Beban Jasa listrik

9 1 2 03 04 Beban Jasa penRumuman lelanR/ pemenanR lelanR

9 1 2 03 05 Beban Jasa surat kabar/majalah I

9 1 2 03 06 Beban Jasa kawat/faksimili/intemet I

9 1 2 03 07 Beban Jasa paket/pengiriman 1

9 1 2 03 08 Beban Jasa Sertifikasi I

9 1 2 03 09 Beban Jasa Transaksi Keuangan |

9 1 2 03 10 Beban Jasa administrasi pungutan Paiak Penerangan Jalan Umum |

9 1 2 03 11 Beban Jasa administrasi pungutan Paiak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor |
9 1 2 03 12 Dst 1

9 1 2 04 Beban Premi Asuransi i

9 1 2 04 01 Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan |

9 1 2 04 02 Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah

9 1 2 04 03

9 I 2 05 Beban Perawatan Kendaraan Bermotor I

9 1 2 05 01 Beban Jasa Service 1

9 1 2 05 02 Beban Penggantian Suku Cadang 1

9 1 2 05 03 Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas |

9 1 2 05 04 Beban Jasa KIR [

9 1 2 05 05 Beban Paiak Kendaraan Bermotor |

9 1 2 05 06 Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor |

1

9 1 2 06 Beban Cetak dan Penggandaan I

9 1 2 06 01 Beban Cetak I

9 1 2 06 02 Beban Penggandaan |

9 1 2 07 Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1

9 1 2 07 01 Beban sewa rumah jabatan/rumah dinas I

9 1 2 07 02 Beban sewa gedung/ kantor/tempat !

9 1 2 07 03 Beban sewa ruang rapat/pertemuan |

9 1 2 07 04 Beban sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas |

9 1 2 07 05 Dst.... 1

9 2 08 Beban Sewa Sarana Mobilitas I

9 1 2 08 01 Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat 1

9 1 2 08 02 Beban Sewa Sarana Mobilitas Air !

9 1 2 08 03 Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara I

9 1 2 08 04 Dst... ' - 1

9 1 2 09 Beban Sewa Alat Berat

9 1 2 09 01 Beban Sewa Eskavator

9 1 2 09 02 Beban Sewa Buldoser |

9 1 2 09 03 Dst... 1

9 1 2 10 Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor |

9 1 2 10 01 Beban sewa meja kursi !

9 1 2 10 02 Beban sewa komputer dan printer I

9 1 2 10 03 Beban sewa proyektor I

9 1 2 10 04 Beban sewa generator I

9 1 2 10 05 Beban sewa tenda I

9 1 2 10 06 Beban sewa pakaian adat/tradisional I

9 1 2 10 07 Dst.... 1

1
9 1 2 11 Beban Makanan dan Minuman 1

9 1 2 11 01 Beban makanan dan minuman harian pegawai |

9 1 2 11 02 Beban makanan dan minuman rapat I

9 1 2 11 03 Beban makanan dan minuman tamu I

9 1 2 11 04 Beban makanan dan minuman pelatihan I

9 1 2 11 05 Dst... 1

1

9 1 2 12 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya I

9 1 2 12 01 Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH, I
9 1 2 12 02 Beban Pakaian Sipil Harian (PSH) I

9 1 2 12 03 BebanPakaian Sipil Lengkap (PSL) }

9 1 2 12 04 Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) t

9 1 2 12 05 Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU) I

9 1 2 12 06 Dst... 1

9 1 2 13 Beban Pakaian Kerja . • |

9 1 2 13 01 Beban pakaian kerja lapangan I

9 1 2 13 02 Dst... 1

9 1 2 14 Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu j
9 1 2 14 01 Beban pakaian KORPRI
9 1 2 14 02 Beban pakaian adat daerah

9 1 2 14 03 Beban pakaian batik tradisional

9 1 2 14 04 Beban pakaian olahraga

9 1 2 14 05 Dst...

9 1 2 15 Beban Perjalanan Dinas

9 1 2 15 01 Beban perjalanan dinas dalam daerah

9 1 2 15 02 Beban perjalanan dinas luar daerah

9 1 2 15 03 Beban peiialanan dinas luar negeri

9 1 2 16 Beban Perjalanan Pindah Tugas
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9 1 2 16 01 3ebaii perialanan pindah tugas dalam daerah

9 1 2 16 02 Beban perialanan pindah tugas luar daerah

9 1 2 17 Beban Pemulangan Pegawai

9 1 2 17 01 Beban pemulangari pegawai yang pensiun dalam daerah

9 1 2 17 02 Beban pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah

9 1 2 18 Beban Pemeliharaan

9 1 2 18 01 Beban Pemeliharan Tanah

9 1 2 18 02 Beban Pemeliharan Peralatan dan Mesin

9 1 2 18 03 Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan

9 1 2 18 04 Beban Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

9 1 2 18 05 Beban Pemeliharan Aset Tetap Lainnya

9 1 2 18 06

9 1 2 19 Beban Jasa Konsultasi

9 1 2 19 01 Beban Jasa Konsultansi Penelitian

9 1 2 19 02 Beban Jasa Konsultansi Perencanaan

9 1 2 19 03 Beban Jasa Konsultansi Pengawasan

9 1 2 19 04 Dst...

9 1 2 20 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

9 1 2 20 01 Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

9 1 2 20 02 Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

9 1 2 21 Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

9 1 2 21 01 Beban Barang Yang Akan Diiu^ Kepada Masyarakat
9 1 2 21 02 Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga

9 1 2 22 Beban Beasiswa Pendidikan PNS

9 1 2 22 01 Beban beasiswa tugas belajar D3

9 1 2 22 02 Beban beasiswa tugas belaiar SI

9 1 2 22 03 Beban beasiswa tugas belajar 82

9 1 2 22 04 Beban beasiswa tugas belajar S3

9 1 2 22 05

9 1 2 23 Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

9 1 2 23 01 Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan
9 1 2 23 02 Beban sosialisasi

9 1 2 23 03 Beban bimbingan teknis

9 1 2 23 04

9 1 2 24 Beban Honorarium Non Pegawai

9 1 2 24 01 Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur

9 1 2 24 02 Moderator

9 2 24 03 Dst

9 1 2 25 Honorarium PNS

9 1 2 25 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9 1 2 25 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

9 1 2 25 03 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

9 1 2 25 04 Dst

9 1 2 26 Honorarium Non PNS

9 1 2 26 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

9 1 2 26 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

9 1 2 26 03 Dst

9 1 2 27 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
9 1 2 27 01 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
9 1 2 27 02 Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat
9 1 2 27 03 Dst

9 1 3 Beban Bunga

9 1 3 01 Bunga Utang Piniaman

9 1 3 01 01 Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah

9 1 3 01 02 Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya
9 1 3 01 03 Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
9 1 3 01 04 Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
9 1 3 01 05 Bunga Utang Pinjaman Lainnya

9 1 3 02 Bunga Utang Obligasi

9 1 3 02 01 Bunga Utang Obligasi

9 1 4 Beban Subsldi

9 1 4 01 Beban Subsidi

9 1 4 01 01 Beban Subsidi kepada BUMN

9 1 4 01 02 Beban Subsidi kepada BUMD

9 1 4 01 03 Beban Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya

9 1 5 Beban Hibah

9 1 5 01 Beban Hibah kepada Pemerintah
9 1 5 01 01 Beban Hibah Barang kepada Pemerintah
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9 1 5 02 Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya

9 1 5 02 01 Beban Hibah kepada Pemerintah Provinsi

9 1 5 02 02 Beban Hibah kepada Pemerintah Kabupaten |
9 1 5 02 03 Beban Hibah kepada Pemerintah Kota I

9 1 5 03 Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD

9 1 5 03 01 Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD

9 1 5 03 02 Dst

9 1 5 04 Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat

9 5 04 01 Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat

9 1 5 04 01 Dst

9 1 5 05 Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

9 1 5 05 01 Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

9 5 05 02 Dst...

9 1 5 06 Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar***

9 1 5 06 01 Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota

9 1 5 06 02 Dst...

9 1 6 Beban Bantuan Sosial

1
9 1 6 01 Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan

9 1 6 01 01 Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan ...

9 1 6 01 02

9 1 6 02 Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat

9 1 6 02 01 Beban Bantuan Sosial kepada ....

9 1 6 02 02

9 1 7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

9 1 7 01 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

9 1 7 01 01 Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat

9 1 7 01 02 Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Apung

9 1 7 01 03 Beban Penyusutan Alat-alat Bantu

9 1 7 01 04 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor

9 1 7 01 05 Beban Penyusutan Alat Angkutan Berat Tak Bermotor

9 1 . 7 01 06 Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor |

9 1 7 01 07 Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor

9 1 7 01 08 Beban Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara

9 1 7 01 09 Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin

9 1 7 01 10 Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin

9 1 7 01 11 Beban Penyusutan Alat Ukur

9 1 7 01 12 Beban Penyusutan Alat Pengolahan Pertanian

9 1 7 01 13 Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian

9 1 7 01 14 Beban Penyusutan Alat Kantor

9 1 7 01 15 Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga

9 7 01 16 Beban Penyusutan Peralatan Komputer

9 7 01 17 Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Peiabat

9 7 01 18 Beban Pen3aisutan Alat Studio

9 7 01 19 Beban Penyusutan Alat Komunikasi

9 7 01 20 Beban Penyusutan Peralatan Pemancar

9 7 01 21 Beban Penyusutan Alat Kedokteran |

9 1 7 01 22 Beban Penyusutan Alat Kesehatan

9 1 7 01 23 Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium

9 1 7 01 24 Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah

9 1 7 01 25 Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir

9 1 7 01 26 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika

9 1 7 01 27 Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan

9 1 7 01 28 Beban Penyusutan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
9 1 7 01 29 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup |
9 1 7 01 30 Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika

9 1 7 01 31 Beban Penyusutan Seniata Api

9 1 7 01 32 Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api

9 1 7 01 33 Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan

9 1 7 02 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

9 1 7 02 01 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Keria

9 1 7 02 02 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal

9 1 7 02 03 Beban Penyusutan Bangunan Menara

9 1 7 02 04 Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah

9 1 7 02 05 Beban Penyusutan Tugu Peringatan

9 1 7 02 06 Beban Penyusutan Candi

9 I 7 02 07 Beban Penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah

9 1 7 02 08 Beban Penyusutan Tugu Peringatan Lain

9 1 7 02 09 Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti

9 1 7 02 10 Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu

9 1 7 02 11 Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara

9 1 7 03 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

9 1 7 03 01 Beban Penyusutan Jalan

9 1 7 03 02 Beban Penyusutan Jembatan

9 1 7 03 03 Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi

9 1 7 03 04 Beban Peninasutan Bangunan Air Pasang Surut

9 1 7 03 05 Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa
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9 1 7 03 06 Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam

9 1 7 03 07 Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah

9 1 7 03 08 Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku

9 1 7 03 09 Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor

9 1 7 03 10 Beban Penyusutan Bangunan Air

9 1 7 03 11 Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih

9 1 7 03 12 Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor

9 1 7 03 13 Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah

9 1 7 03 14 Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan

9 1 7 03 15 Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik

9 . 1 7 03 16 Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik

9 1 7 03 17 Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan

9 1 7 03 18 Beban Penyusutan Instalasi Gas

9 1 7 03 19 Beban Penyusutan Instalasi Pengaman

9 1 7 03 20 Beban Penyusutan Jaringan Air Minum

9 1 7 03 21 Beban Penyusutan Jaringan Listrik

9 1 7 03 22 Beban Penyusutan Jaringan Telepon

9 1 7 03 23 Beban Penyusutan Jaringan Gas

9 1 7 04 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

9 1 7 04 01 Beban Amortisasi Goodwill

9 1  • 7 04 02 Beban Amortisasi Lisensi dan frenchise

9 1 7 04 03 Beban Amortisasi Hak Cipta

9 1 7 04 04 Beban Amortisasi Paten

9 1 7 04 05 Beban Amortisasi Aset Tidat Berwujud Lainnya

9 1 8 Beban Penyisihan Plutang

9 1 8 01 Beban Penyisihan Piutang Pendapatan

9 1 8 01 01 Beban Penyisihan Piutang Paiak

9 1 8 01 02 Beban Penyisihan Piutang Retribusi
9 8 01 03 Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

9 8 01 04 Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

9 8 01 05 Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat

9 8 01 06 Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
9 8 01 07 Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

9 8 01 08 Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan

9 8 01 09 Beban Penyisihan Piutang Hibah

9 8 01 10 Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya

9 1 8 01 11

9 1 8 02 Beban Penyisihan Piutang Lainnya
9 1 8 02 01 Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

9 1 8 02 02 Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan -Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya

9 1 8 02 03 Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

9 1 8 02 04 Beban Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi

9 1 8 02 05 Beban Penyisihan Uang Muka

9 1 8 02 06

9 1 9 Beban Laln-lain

9 1 9 01 Beban Penurunan Nilai Investasi

9 1 9 01 01 Beban Penurunan Nilai Investasi

9 1 9 02 Beban Penyisihan Dana Bergulir
9 1 9 02 01 Beban Penyisihan Dana Bergulir

9 1 9 03 Beban Lain-lain

9 1 9 03 01 Beban Lain-lain.

9 2 BEBAN TRANSFER

9 2 1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

9 2 1 01 Beban Transfer Bagi Hasil Paiak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupateri/Kota

9 2 1 01 01 Beban Transfer Bagi Hasil Paiak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota....

9 2 1 01 02 Dst....

9 2 2 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

■  9 2 2 01 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
9 2 2 01 01 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota

9 2 2 01 02 Dst

9 2 3 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

9 2 3' 01 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi
9 2 3 01 01 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi....

9 2 3 01 02 Dst

9 2 3 02 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota
9 2 3 02 01 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota

9 2 3 02 02 Dst

9 2 4 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

9 2 4 01 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
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9 2 4 01 01 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa.... 1
9 2 4 01 02 Dst.... 1

/  1

9 2 5 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lalnnya

9 2 5 m Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik

9 2 5 01 01 Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik

9 2 5 01 02 Dst....

Q 2 6 Beban Transfer Dana Otonomi Khusus
1

9 2 6 01 Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota 1
9 2 6 01 01 Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota... 1
9 2 fi 01 02 Dst.... 1

1

9 3 DEFISIT NON OPERASIONAL 1

9 3 ' 1 Deflsit Penjiialan Aset Non Lancar • LO

9 3 1 01 Defisit Peniualan Aset Non Lancar - LO

9 3 1 01 01 Defisit Peniualan Aset Tanah - LO

9 3 1 01 02 Defisit Peniualan Aset Peralatan dan Mesin - LO
9 3 01 03 Defisit Peniualan Aset Gedung dan Bangunan - LO
9 3 01 04 Defisit Peniualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO

9 3 01 05 Defisit Pelepasan Investasi Jangka Paniang - LO 1
9 3 01 06 Defisit Peniualan Aset Lain-lain - LO 1

9 3 01 07

1

9 3 2 DeHsit Penyelesalan Kewajiban Jangka Panjang • LO 1

9 3 2 01 Defisit Penyelesaian Kewaiiban Jangka Panjang - LO 1
9 3 2 01 01 Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO . 1
9 3 2 01 02 Defisit Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO 1
9 3 2 01 03 Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri - Obligasi - LO 1
9 3 2 01 04 Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO 1
9 3 2 01 05 Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO 1
9 3 2 01 06 Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO
9 3 2 01 07 Defisit Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO
9 3 2 01 08

9 3 3 DeHslt dari Kegiatan Non Operasional Lainnya • LO '

9 3 3 01 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

9 3 3 01 01 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9 3 3 01 02 Defisit Peleoasan Investasi Jangka Pendek - LO

9 3 3 01 03 Dst

9 4 BEBAN LUAR BIASA

9 4 1 Beban Luar Biasa

9 4 1 01 Beban Luar Biasa

9 4 1 01 01 Beban BencanaAlam

9 4 1 01 02 Beban Luar Biasa Lainnya

9 4 1 01 03

Keterangan:
*) Khusus untuk Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
**) Khusus untuk Daerah Istimewa Yogyakarta
***) Khusus untuk Pemerintah Provinsi

Salinan sesuai' dengan asUnya
KEPALA BIRO HUKUM

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690824 199903 1 001
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LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR64TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS

AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH

FORMAT KONVERSI PENYAJIAN LRA

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber,

alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh
pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara
anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Dalam hal
kodefikasi akun dokumen anggaran belum sesuai dengan BAS

sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Menteri ini,
untuk memenuhi unsur yang dicakup LRA sesuai peraturan
perundang-undangan, pemerintah daerah melakukan konversi dalam
penyajian LRA. Contoh format konversi pendapatan dan belanja dalam
penyajian LRA sebagaimana pada tabel 1 dan tabel 2.

Tabel 1

Format Konversi Penya^jian Pendapatan-LRA

Kodefikasi Akun Anggaran Kodefikasi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Kode Uraian Kode Uraian

4

4 1

4 1 1

4 1 2

4 1 3

PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Dana Perimbangan

1

1 01

1 02

1

1 01

1 02

4 3 1 03

4 3 1 04

4 3 1 05

4 3 2

4 3 3

4 3 3 01

4 3 3 02

4 3 3 03

4 3 4

4 3 4 01

4 3 402

4 3 5

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
ji Hasil Pajak

Bagi Hasi Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus ^

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pendapatan Hibah
Pendapatan Hibah dari Pemerintah
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/
Organisasi Swasta Dalam Negeri
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan
Pendapatan Hibah dari Luar Negeri
Dana Darurat

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi —
dan Pemerintah Daerah Lainnya
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten

Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian —
Dana Otonomi Khusus

4

4 1

4 1 1

4 1 2

4 1 3

Bantuan Keuangan Dari Provinsi /Kabupaten/Kota Lainnya

1

1 01

1 02

1 03

1 04

2

2 01

2 03

3

4 2 3 01

4 2 3 02

4 2 4

4 3

4 3 1

4 3 101

4 3 1 02

4 3 1 03

4 3 1 04

4 3 2 01

4 3 3

PendapataU'LRA
Pendapatan Asli Daerah (PAD)*LRA

Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan-LRA
Lain-lain PAD yang Sah-LRA
Pendapatan Transfer-LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LRA
Bagi Hasil Pajak-LRA
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alara-LRA
Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA

Dana Alokasi Khusus (DAK)-LRA
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LRA
Dana Otonomi Khusus-LRA

Dana Penyesuaian - LRA
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Pendapatan Bagj Hasil Pajak-LRA

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya-LRA
Bantuan Keuangan-LRA

LalU'Leln Pendapatan Daerah Yang Sah«LRA

Pendapatan Hibah-LRA

Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LRA
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah
Lainnya-LRA
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
dalam Negeri-LRA
Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/
Perorangan-LRA

Dana Darurat-LRA

Pendapatan Lainnya-LRA



Tabel2

Format Konversl Peny^lan Belai^a

Kodeflkaai Akun Anggaran Kodeflkaei Akmi Lapotan Reallsasi Anggaran

U

5 1 7

5 1 8

5 2

5 2 1

5 2 2

5 2 3

5 2 3 01

5 2 3 02

5 2 3 03

5 2 3 04

5 2 3 05

S 2 3 06

5 2 3 07

5 2 3 08

BELANJA

Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai ' ■

Belanja Bunga '

Belanja Subsidi -
Belsinja Hibah
Belanja Bantuan Sosial ,
Belanja Bag! Hasil Kepada
Provinsi/ Kab/ Kota dan Desa
Belanja Bantuan Keuangan Kepada-
Provinsi/ Kab/Kotadan Desa
Belanja Tak Terduga
Belai^a Langsung
Belanja Pegawai —■ —

5 2
5 2
5 2
5 2

5 2

3 10
3 11
3 12

3 13
3 14

5 2 3 15

5 2 3 16
5 2 3 17
5 2 3 18

5 2 3 19

5 2 3 20
5 2 3 21
5 2 3 22
5 2 3 23

5 2 3 24

5 2 3 25

5 2 3 26

5 2 3 27

5 2 3 28

5 2 3 29

5 2 3 30

Uraian

Belanja Barang Dan Jasa

Belanja Modal

Belanja Modal Pengadaan Tanah -
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat ——
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat
Angkutan Darat Bermotor
Belanja Mod^ Pengadaan Alat-Alat
Angkutan Darat Tidak Bermotor
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat
Angkutan Air Bermotor
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat ____
Angkutan Di Air Tidak Bermotor
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat
Angkutan Udara

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel .

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat ___
Pengolah Pertanian Dan Petemakan
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

Belanja Modal Pengadaan
Belanja Modal Pengadaan
Belanja Modal Pengadaan
Belanja Modal Pengadaan
Belanja Modal Pengadaan
Ruangan Rumah l^gga
Belanja Modal Pengadaan
Belanja Modal Pengadaan
Belanja Modal Pengadaan
Belanja Modal Pengadaan
Belanja Modal Pengadaan
Laboratorium .

Perlengkapan Kantor'
Komputer ——
Mebeulair —

Peralatan Dapur —
Penghias

Alat-Alat Studio
Alat-Alat Komunikasi"
Alat-Alat Ukur —
Alat-Alat Kedokteran -
Alat-Alat

1 Konstruksi Jalan •
I Konstruksi Jembatan —
1 Konstruksi Jaringan Air -
1 Penerangan Jalan,

Belanja Modal Pengadaan
Belanja Modal Pengadaan
Belanja Modal Pengadaan
Belanja Modal Pengadaan
Taman Dan Hutan Kota
Belanja Modal Pengadaan
Belanja Modal Pengadaan
Pembelian*) Bangunan
Belanja Modal Pengadaan
Belanja Modal Pengadaan
Kesenian, Kebudayaan
Belanja Modal Pengadaan Hewan/ Temak Dan Tanaman
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/ Keamanan

1 Instalasi Listrik Dan Telepon •
1 Konstruksi/

1 Buku/ Kepustakaan
1 Barang Bercorak

1
1 1
1 2
I 3

1 4

1 5

5 1 6

5 2

5 2 1
5 2 2

5 2 3

5 2 4

5 2 5

5 a

5 3 1

6

6 1

6 1 1

6 12

6 2

6 2 1

6 2 2

6 2 3

raian

BELANJA

Belaz^a Operas!
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Modal

Belanja Modal Ibnah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belaqja Tak Terduga
Belanja Tak Ibrduga

TRANSFER

Transfer Bagl HasU Pendapatan

Transfer, Bag! Hasil Pajak Daerah

Transfer Bag! Hasil Pendapatan Lainnya

Transfer Bantuan Keuangan
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah
Lainnya

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Tr^sfer Bantuan Keuangan Lainnya
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